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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWR, berkat rahmat dan
karunianya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun
Anggaran 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon | di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berkewajiban melaksakan
akuntabilitas kinerja sebagai bentuk manisfestasi dalam rangka mencapai visi, misi dan
tujuan Kemendagri sesuai tugas dan fungsi yang disematkan.

Lapkin Ditjien Bina Administrasi Kewilayahan TA.2021 disusun dengan
mengamanati Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu pada proses
penyusunannya, Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2021 mengacu pada
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kemendagri Tahun 2020.

Selanjutnya, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung penyusunan Lapkin Ditjen
Bina Administrasi Kewilayahan TA.2021. Semoga Lapkin Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan TA.2021 dapat menjadi bahan acuan atau instrumen dalam pengambilan
kebijakan dan peningkatan kinerja seluruh pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan

untuk perbaikan penyusunan di tahun selanjutnya.

Jakarta, 2022

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Dr. Safrizal ZA, M.Si

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN @



Indra @unaw SE.AMPA .

SekretarisiDirektoratienderallBinaAdministrasilkewilayahan




RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan merupakan salah satu unsur
pelaksana Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas dalam pembinaan
administrasi kewilayahan dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri dan
memiliki komitmen yang kuat dalam berkinerja melaksanakan program dan kegiatan
sesuai RPJMN Tahun 2020 — 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra
Kemendagri 2020 — 2024 secara konsisten, akuntabel dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan kinerja terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi, Ditien Bina Administrasi Kewilayahan berkewajiban melaksanakan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dituangkan dalam Laporan
Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan TA.2021 untuk memenuhi
aspek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Lapkin Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan TA.2021 ini menyajikan beberapa penjelasan capaian kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan di Tahun
2021, sebagaimana tercermin pada 2 (dua) Sasaran Strategis, 3 (tiga) Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP), sebagai berikut:

A. Capaian kinerja rata-rata sasaran program Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
pada tahun 2021 yang mendukung tujuan Rencana Strategis “Mewujudkan
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
(Trantibumlinmas) dan Tata Kelola Kewilayahan yang Efektif dan Terintegrasi”
telah terlaksana sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”
dengan 2 (dua) IKU yaitu “Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan
Trantibumlinmas Kategori Baik” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Trantibumlinmas” dengan masing-masing target pada tahun
2021 yaitu * atau dokumen dan telah dilaksanakan capaian sebesar 100%
dengan tersusunnya dokumen masing-masing instrumen indeks dimaksud.

2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan”
dengan IKU “Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan” dengan target

*

pada tahun 2021 yaitu * atau dokumen dan telah dilaksanakan capaian

sebesar 100% dengan tersusunnya dokumen instrumen indeks dimaksud.

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN g



B. Sedangkan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan Tahun 2021, yang diimplementasikan dengan 9 (Sembilan) target

IKP, capaian kinerja rata-ratanya adalah sebesar 100%, dengan rincian sebagai
berikut:

1.

Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana telah tercapai
sebesar 100% dengan tersusunnya Dokumen Instrumen Indeks
Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum telah
tercapai sebesar 100% dengan tersusunya Dokumen Instrumen Indeks
Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Manajemen Satlinmas telah tercapai
sebesar 100% dengan tersusunya Dokumen Instrumen Indeks Manajemen
Satlinmas.

Indeks Penyelenggaraan Trantibunlinmas Sub Urusan Kebakaran telah
tercapai sebesar 100% dengan tersusunya Dokumen Instrumen Indeks
Trantibunlinmas Sub Urusan Kebakaran.

Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat telah tercapai
sebesar 100% dengan tersusunya Dokumen Instrumen Indeks Kinerja

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

. Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya

Terintegrasi dengan Informasi Geospasial telah tercapai sebesar 100% dengan
tersedianya data jumlah penetapan segmen batas daerah yang telah
ditetapkan dalam Permendagri dan data jumlah pulau dalam pembakuan
rupabumi yang telah diverifikasi dan disampaikan ke BIG.

Indeks Penyelenggaraan Perkotaan telah tercapai sebesar 100% dengan
tersusunya Dokumen Instrumen Indeks Penyelenggaraan Perkotaan.

Indeks Kinerja Kecamatan telah tercapai sebesar 100% dengan tersusunya
Dokumen Instrumen Indeks Kinerja Kecamatan.

Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang
Terintegrasi Dan Terpadu telah tercapai sebesar 100% dengan terpenuhinya

penyelenggaraan PTSP di daerah sejumlah 81 daerah pada tahun 2021.

Dalam Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2021 juga akan dijabarkan

pencapaian kinerja dan realisasi Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2021 dengan

target yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja.
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KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 060.1-5°2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2021

o
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KUASA PENGGUNA ANGGARAN

bahwa untuk penyusunan laporan kinerja yang secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja pada Daftar
Isian Pokok Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2021,
diperlukan tim penyusunan laporan kinerja Direktorat
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Bagian
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

_(J‘I

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 398);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/246 Tahun

2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun

2021;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT

JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI

KEWILAYAHAN TAHUN 2021.

Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021 yang

selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusunan Lapkin 2021

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.

Tim Penyusunan Lapkin 2021 sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. membentuk tim kerja penyusunan laporan kinerja;

b. memahami kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan
laporan kinerja;

c. mengumpulkan data internal maupun eksternal;

d. membahas dan mengklarifikasi data internal maupun
eksternal yang terkumpul,;

e. menyusun rekapitulasi realisasi anggaran,;
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f. melakukan pengukuran kinerja dengan bahan utama
penetapan kinerja dan pedoman alat ukur kinerja;

g. mendorong dilakukannya pengendalian kinerja setiap
bulan kepada unit-unit kerja internal atau pelaksana
kegiatan;

h. melakukan analisis dan evaluasi kinerja;

melakukan penyusunan narasi laporan kinerja; dan

j. menyampaikan laporan kinerja yang telah disusun kepada
Pimpinan Unit Kerja untuk ditandatangani yang
selanjutnya akan dilakukan reviu penyusunan laporan
kinerja.

KETIGA : Tim Penyusunan Lapkin 2021 dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab  kepada  Direktur Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan melalui Sekretaris Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

P

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,

@

Indra Gunawan, SE, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700715 199603 1 001

Tembusan :

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,;

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri,

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setjen Kemendagri;
Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemendagri;

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kemendagri; dan
Yang bersangkutan.

OF B B G by
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR
TANGGAL

60.1=6

Desemher 2021

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT

JENDERAL

KEWILAYAHAN TAHUN 2021

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

BINA

ADMINISTRASI

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2021

NO | NAMA JABATAN L iy
Mot . - - TIM _
1. | Indra Gunawan, S.E, Sekretaris Ditjen Bina Penanggung Jawab
M.PA Administrasi Kewilayahan
2. | Mirwan Syarif, S.STP, M.A| Kepala Bagian Perencanaan Ketua
3. | M. Ahsan Al Amin Rahim, | Perencana Ahli Muda Sub Sekretaris
S.5TP Koordinator Sistem,
Prosedur dan Kinerja
4. | Mey Rani Wahida Utami, Kepala Bagian Keuangan Penanggung Jawab
S.STP, M.M Laporan Kinerja
Bagian Keuangan
5. | Aang Hakam Zuwaidi, Perancang Peraturan Penanggung Jawab
S.H, M.H Perundang-Undangan Ahli Laporan Kinerja
Muda Bagian Perundang-
Undangan
6. | Rizza Kamajaya, S.IP, M.Si Kasubbag Tata Usaha Penanggung Jawab
(HAN) Pimpinan Laporan Kinerja
Bagian Umum
7. | Evan Fardianto, ST, M.A.B Analis Kebijakan Ahli Penanggung Jawab
Madya pada Direktorat IKU Indeks
Manajemen Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Trantibumlinmas
dan Kebakaran dan IKP Indeks
Penyelenggaraan
Trantibumlinmas Sub
Urusan Bencana dan
Indeks Kepuasan
Masyarakat dalam
Penyelenggaraan
Trantibumlinmas
8. | Evan Nur Setya Hadi, Analis Kebijakan Ahli Penanggung Jawab IKP
S.STP, M.A.P Madya pada Direktorat Indeks
Manajemen Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana | Trantibumlinmas Sub
dan Kebakaran Urusan Kebakaran
9. | Beny Marolop Pakpahan, | Kasubdit Tata Operasional | Penanggung Jawab IKP
S.P, M.T dan Standarisasi Polisi Indeks
Pamong Praja pada Penyelenggaraan
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NO

~ JABATAN

KEDUDUKAN DALAM
TIM

Direktorat Polisi Pamong
Praja dan Perlindungan
Masyarakat

Trantibumlinmas Sub
Urusan Trantibum

10.

Fadly Elwa Purwansyabh,
S.STP, M.E

Kasubdit Perlindungan
Masyarakat pada Direktorat
Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat

Penanggung Jawab IKP
Indeks
Penyelenggaraan
Trantibumlinmas Sub
Urusan Manajemen
Perlindungan
Masyarakat

11,

Raziras Rahmadillah,
S.STP

Kasubdit Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan
pada Direktorat
Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan, dan
Kerjasama

Penanggung Jawab
IKU Indeks Tata Kelola
Penyelenggaraan
Kewilayahan

12.

Sitti Hadijah Koedoeboeb,
S.STP, M.Si

Analis Kebijakan Ahli
Madya pada Direktorat
Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan, dan
Kerjasama

Penanggung Jawab IKP
Indeks Kinerja
Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah
Pusat

13.

Drs. Wardani, M.A.P

Kasubdit Batas Antar
Daerah Wilayah | pada
Direktorat Toponimi dan
Batas Daerah

Penanggung Jawab IKP
Persentase Daerah
yang Segmen Batas

dan Pembakuan
Rupabuminya
Terintegrasi dengan
Informasi Geospasial

14.

Teguh Subarto, S.Sos,
M.M

Analis Kebijakan Ahli
Madya pada Direktorat
Toponimi dan Batas Daerah

Penanggung Jawab IKP
Persentase Daerah
yang Segmen Batas

dan Pembakuan
Rupabuminya
Terintegrasi dengan
Informasi Geospasial

15.

Drs. Wardani, M.A.P

Kasubdit Batas Antar
Daerah Wilayah III pada
Direktorat Toponimi dan

Batas Daerah

Penanggung Jawab IKP
Persentase Daerah
yang Segmen Batas
dan Pembakuan
Rupabuminya
Terintegrasi dengan
Informasi Geospasial

16.

Dra. Astuti Saleh, S.Si,
M.Si

Kasubdit Tobonimi, Data

dan Kodefikasi Wilayah I

pada Direktorat Toponimi
dan Batas Daerah

Penanggung Jawab IKP
Persentase Daerah
yang Segmen Batas
dan Pembakuan
Rupabuminya
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T
Terintegrasi dengan
Informasi Geospasial
17.| Tengku Syahdana, S.Kom Analis Kebijakan Ahli Penanggung Jawab IKP
Madya pada Direktorat Persentase Daerah
Toponimi dan Batas Daerah | yang Segmen Batas
dan Pembakuan
Rupabuminya
Terintegrasi dengan
Informasi Geospasial
18.| Gensly, S.E., MPA Analis Kebijakan Ahli Penanggung Jawab IKP
Madya pada Direktorat Indeks Pelayanan
Kawasan, Perkotaan, dan Perkotaan
Batas Negara
19.| S. Halomoan Pakpahan, Analis Kebijakan Ahli Penanggung Jawab IKP
S.T, M.Si Madya pada Direktorat Persentase Daerah
Dekonsentrasi, Tugas dengan Pelayanan
Pembantuan, dan Perijinan dan Non
Kerjasama Perijinan yang
Terintegrasi dan
Terpadu
20.| Edi Cahyono, S.STP, Analis Kebijakan Ahli Penanggung Jawab IKP
M.A.P Madya pada Direktorat Indeks Kinerja
Dekonsentrasi, Tugas Kecamatan
Pembantuan, dan
Kerjasama
21.| Cahya Catur Saputra, Kasubbag Tata Usaha Penanggung Jawab
S.Sos Direktorat Dekonsentrasi, Penyusunan Lapkin
Tugas Pembantuan, dan pada Direktorat
Kerjasama Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan, dan
Kerjasama
22.| Bram Dony Maradona Kasubbag Tata Usaha Penanggung Jawab
Lado, ST Direktorat Kawasan, Penyusunan Lapkin
Perkotaan, dan Batas pada Direktorat
Negara Kawasan, Perkotaan,
dan Batas Negara
23.| Meiyi Hafida Hafid, S,H Kasubbag Tata Usaha Penanggung Jawab
Direktorat Polisi Pamong Penyusunan Lapkin
Praja dan Perlindungan pada Direktorat Polisi
Masyarakat Pamong Praja dan
Perlindungan
Masyarakat
24.| Tuty Agustina, S.H Kasubbag Tata Usaha Penanggung Jawab
Direktorat Manajemen Penyusunan Lapkin
Penanggulangan Bencana pada Direktorat
dan Kebakaran Manajemen
Penanggulangan
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NO | NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
Bencana dan
Kebakaran
25.| Ester Resimeilana L, S.H Kasubbag Tata Usaha Penanggung Jawab
Direktorat Toponimi dan Penyusunan Lapkin
Batas Daerah pada Direktorat
Toponimi dan Batas
Daerah
26.| Pramudya Ananta Boga, Perencana Ahli Muda Sub Anggota
S.Sos, M.Si Koordinator Penyusunan
Program dan Anggaran
27.| Andriano Romadhona, Perencana Ahli Muda Sub Anggota
S.IP, M.Si Koordinator Data,
Monitoring dan Evaluasi
28.| Riya Irawati, S.T Analis Penataan Kawasan Anggota
29.| Amirza Nata Kusuma, Analis Pengembangan Anggota
S.STP, M.M Sarana dan Prasarana
30.| Ikhsan Alpi Sahri Siregar, | Analis Rencana Program Anggota
S.STP dan Kegiatan pada Bagian
Perencanaan
31.| Bimo Ananto Pamungkas, Pranata Komputer Ahli Anggota
S.T Pertama pada Bagian
Perencanaan
32.| Tia Audina, S.IP Analis Laporan Anggota
Akuntabilitas Kinerja pada
Bagian Perencanaan
33.| Riska Rahayu, S.I.P Analis Kebijakan Ahli Anggota
Pertama pada Bagian
Perencanaan
34.| Gentha Wijaya, S.Kom Pranata Komputer Ahli Anggota
Pertama pada Bagian
Perencanaan
35.| Agustinus Pratama, S.T Perencana Ahli Pertama Anggota
pada Bagian Perencanaan
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rangka penangaan dan pemulihan ekonomi nasional. Searah dengan visi Kementerian
Dalam Negeri sebagai poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,
meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integritas
bangsa dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis serta
penyesuaian kebiasaan baru (new normal), maka telah ditetapkan prinsip
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, vyaitu prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik; prinsip pembangunan berkelanjutan; prinsip pengarusutamaan
gender; dan prinsip inovatif dan berdaya saing.

Sesuai arah kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan memiliki peran dalam pelaksanaan Bidang Pembinaan
Kewilayahan dan Pembangunan Daerah yang diarahkan untuk penguatan administrasi
kewilayahan, penyelenggaraan Trantibumlinmas, peran Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan
antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah yang diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2021 pasal 180, Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pembinaan administrasi kewilayahan dan bertanggung jawab kepada Menteri
Dalam Negeri. Selain itu, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai kewajiban
untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam
mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di bidang Pembinaan Administrasi
Kewilayahan. Dengan penyesuaian kondisi pandemi Covid-19 yang berlangsung, maka
pelaksanaan kegiatan dan program TA.2021 sama sekali tidak mempengaruhi capaian
output walaupun telah dilaksanakan refocusing anggaran sebanyak 4 (empat) kali,
dengan mekanisme penghematan dan refocusing anggaran yang terjadi dalam

beberapa tahap yaitu:
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1. |Surat Menteri Keuangan S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal

refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap | (satu) dalam

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada awal tahun 2021;

2. |Surat Menteri Keuangan S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal
Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahap Il (kedua) dalam
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

3. | Surat Menteri Keuangan S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021 hal Refocusing
dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap Il (ketiga) dalam
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; dan

4. |Surat Menteri Keuangan S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 Refocusing dan
Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap IV (keempat) dalam
Penanganan Kesehatan dan Perlindungan Sosial kepada Masyarakat sebagai
dampak Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Darurat di beberapa wilayah di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sebagaimana amanat Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilaksanakan penyusunan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021 oleh
tim yang telah ditetapkan dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 060.1-698
Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan. Penyusunan Lapkin 2021 dilaksanakan dengan tujuan
memberikan gambaran objektif terhadap perencanaan strategis, target dan capaian
kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU); Indikator Kinerja Program (IKP)
dan/atau Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 antara Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan dengan Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk kesepakatan target capaian

kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2021.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud,
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:

7

1. | Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data
wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja
sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi
penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan
pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. | Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data
wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja
sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi
penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan
pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. | Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penetapan kawasan khusus dan
perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. | Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketentraman dan
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

5. | Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan
rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan
perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan,
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi
kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana
dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. | Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan

rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan
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7.| perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan,

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi
kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana
dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. | Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
dan

9. | Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan mempunyai 6 (enam) unit Eselon Il, yang terdiri dari 1 (satu)

Sekretariat dan 5 (lima) Direktorat, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI

KEWILAYAHAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT
MANAJEMEN

DIREKTORAT DIREKTORAT POLIS
DEKONSENTRASI, IR ey PAMONG PRAJA DAN DIREKTORAT TOPONIMI
TUGAS PEMBANTUAN

DAN KERJA SAMA

KAWASAN, PERKOTAAN PENANGGULANGAN

PERLINDUNGAN DAN BATAS DAERAH
DAN BATAS NEGARA MASYARAKAT BENCANA DAN
KEBAKARAN

Gambar 1. 1 Struktur Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2021

Adapun pokok-pokok cakupan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pelayanan administratif dan teknis kepada seluruh unsur di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
b. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan di bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama;
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c. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara;

d. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;

e. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan di bidang toponimi dan batas antardaerah; dan

f. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan di bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai peran strategis

dalam peningkatan tata kelola penyelenggaraan administrasi kewilayahan dan
penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara
nasional. Memperhatikan peran tersebut, tentunya terdapat beberapa isu strategis yang
menjadi fokus utama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi tahun 2021 ini. Adapun isu strategis dimaksud sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Trantibumlinmas

a) Mengoptimalkan manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi
dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran.

b) Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan
kebakaran di daerah. Dibutuhkan pembinaan SDM khususnya terkait dengan
perencanaan dan pelaksanaan penanganan bencana mulai dari pra-bencana
berupa kegiatan penyusunan dokumen acuan yaitu: Kajian Risiko Bencana,
rencana Penanggulangan bencana dan Rencana Kontijensi, tanggap darurat
terkait tenaga terampil pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana,
serta penataan aparatur/SDM penanggulangan bencana berbasis kompetensi.

c) Penerapan SPM sub-urusan bencana, sub-urusan kebakaran dan sub-urusan
trantibum berdasarkan PP No.2 Tahun 2018 dan Permendagri tindak lanjutnya
masih berada pada titk awal dan perlu pengawalan dalam

penyelenggaraannya.
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d) Pelaksanaan penegakan Perda/Perkada sebagai salah satu instrumen

perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dalam tatanan negara hukum di
daerah oleh PPNS maupun Satpol PP belum Optimal.

e) Pelaksanaan jabatan fungsional tertentu Satpol PP dan damkar yang masih
perlu mendapat pengarusutamaan (termasuk perlunya rumusan JFT baru dalam
pelaksanaan urusan Trantibumlinmas).

f) Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana trantibumlinmas sehingga
berdampak kepada kinerja di lapangan.

g) Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan

trantibumlinmas yang masih terbatas.

2. Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan

a. Mengoptimalkan kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbasis
elektronik dalam mendukung kemudahan berusaha di daerah.

b. Pemberian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian
Lembaga kepada pemerintah daerah yang belum efektif dalam mendorong
percepatan pembangunan di daerah dan peningkatan sinergitas hubungan
pusat daerah.

c. Mendorong pengembangan inisiatif kerjasama daerah sebagai salah satu
instrumen kunci dalam akselerasi pembangunan daerah, peningkatan
pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi daerah.

d. Mengintegrasikan perencanaan tata ruang dengan perencanaan pembangunan
maupun keterpaduan pelaksanaan penyediaan layanan pada kawasan
perkotaan sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan perkotaan.

e. Penyelesaian batas daerah menjadi perhatian utama bagi
Kementerian/Lembaga untuk dijadikan rujukan atau dasar dalam penyelesaian
Rencana Tata Ruang, Perhitungan Dana Transfer ke Daerah, Pemilihan Kepala
Daerah terkait Daerah Pemilihan, perselisihan pemanfaatan ruang antar KIL,
dsb. Hingga saat ini, dari 979 segmen batas daerah sebanyak 627 segmen
batas daerah (64%) telah diselesaikan dan 352 segmen batas daerah (36%)
masih dalam proses penyelesaian.

f. Batas laut menjadi hal yang krusial khususnya bagi provinsi berciri kepulauan
dan antarprovinsi yang dibatasi oleh wilayah laut. Kejelasan batas wilayah laut
khususnya dalam hal kewenangan pengelolaan sumber daya laut provinsi dan

di provinsi berciri kepulauan menjadi hal yang krusial, antara lain penentu dalam
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perhitungan luas wilayah yang memberikan pengaruh terhadap perhitungan dana
transfer ke daerah, potensi sumber daya ekonomi dan kepastian hukum.

. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menjadi salah satu wali data batas wilayah
administrasi pemerintahan dalam Integrasi Data Tematik (IGT) di Sekretariat
Kebijakan Satu Peta (KSP). Hingga saat ini data peta tematik yang menjadi
kewenangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan belum sepenuhnya
terintegrasi dengan data dasar pada kegiatan prioritas nasional Kebijakan Satu
Peta (One Map Policy).

. Sebagian besar unsur rupabumi di Indonesia, baik unsur alami maupun buatan,
masih belum bernama. Di samping itu terhadap yang sudah bernama masih
memerlukan pembakuan. Terkait dengan kegiatan pemutakhiran kode dan data
wilayah belum didukung data dari daerah yang berbasis kewilayahan (informasi
tentang batas Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang definitif).

Menjembatani perselesaian permasalahan segmen demarkasi batas wilayah
negara di mana hingga saat ini masih terdapat 7 segmen Outstanding Boundary
Problems (OBP) di wilayah perbatasan RI-Malaysia dan 2 unresolved segments
di wilayah perbatasan RI-Timor Leste yang masih dalam proses perundingan.
Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan
kerjasama kedua belah pihak dalam rangka memelihara stabilitas keamanan,
kelancaran aktivitas lintas batas, maupun peningkatan kerjasama di bidang sosial
ekonomi dan budaya.

Mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat
kewilayahan termasuk dalam pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh
masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya
pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran Camat di daerah serta
belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang
terintegrasi di seluruh Indonesia.

. APBN yang tersedia masih sangat terbatas untuk mendanai tugas wewenang
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang No.23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , serta Kementerian/Lembaga belum
sepenuhnya mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan
urusannya di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Perlu membangun pemahaman yang sama bahwa Kementerian/Lembaga dapat

menugaskan Gubernur untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan
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yang menjadi tugas Kementerian/Lembaga. Konflik kepentingan terjadi pada saat

Gubernur sebagai kepala daerah otonom memiliki kepentingan yang berbeda
dengan Kementerian/Lembaga (Pemerintah Pusat).

|.  Memaksimalkan peran sekretariat Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat
dalam membantu Gubernur menjalankan tugas dan wewenang dimana fungsi
tersebut dijalankan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas bersesuaian
dengan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diatur oleh Peraturan
Pemerintah No.33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta belum dilengkapi dengan
pejabat fungsional PPUPD yang secara khusus membantu tugas-tugas tersebut.

m. Penguatan Penyempurnaan berbagai regulasi dalam mendukung pembangunan
Ibukota Sofifi dan Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara dan
Provinsi Kalimantan Utara.

n. Penguatan regulasi berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sebagai langkah pencegahan dan
penanganan Covid-19.
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< A. PERENCANAAN STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi
sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra Direktorat
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 memuat visi, misi , tujuan,
sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka
kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan untuk tahun 2020-2024.
Secara Umum Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-
2024 memuat:

1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Perumusan Visi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ditujukan
untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan
tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan ke-
bijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan. Visi yang ditetapkan merupakan dasar
dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif

dalam waktu lima tahun ke depan, yaitu:

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesion-
al, Proaktif, dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan
yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian
Dalam Negeri.

Visi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tersebut dijabarkan ke
dalam misi, tujuan dan sasaran strategis yang berkesinambungan untuk
pencapaian visi dimaksud.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan diatas, ditetapkan misi Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:
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Merumuskan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas penyelengga
raan trantibumlinmas dan kewilayahan.

Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan trantibum, pelayanan
bencana dan pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang sesuai
dengan standar.

Memperkuat fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)
menjadi katalisator yang mampu menjadi poros strategis dalam peningka
tan hubungan pusat dan daerah melalui koordinasi, pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, menyink
ronkan pengelolaan kawasan dan perkotaan, meningkatkan kerja sama
daerah, mengawal penyelenggaraan pelayanan perizinan terintegrasi dan
terpadu serta mengefektifkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

Memperkuat basis data integrasi segmen batas dan pembakuan
rupabumi dengan informasi geospasial, serta kinerja kecamatan selaku
perangkat daerah yang bersifat kewilayahan.

mengembangkan proses bisnis trantibumlinmas dan kewilayahan yang
didukung SDM yang kompeten dan optimalisasi penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Tujuan Direktorat Jenderal Nima Administrasi Kewilayahan

J

Sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode
waktu 2020-2024, sebagai berikut:

Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai
Pancasila (T1).

Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah,
serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).

J

Dalam rangka memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat

3. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

spesifik, terukur, dapat dicapai dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan sebagai
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penjabaran dari tujuan diatas, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah menetapkan

sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2020-2024, yaitu:

1) Untuk mencapai tujuan pada T1, Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan menetapkan sasaran Strategis 1 (SS 1) yakni “Meningkatkan Kualitas

Penyelenggaraan Trantibumlinmas”, dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu:

{ a) Jumlah daerah dengan indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “baik”
< b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Untuk mendukung ketercapaian SS 1 tersebut, pada tingkatan program telah ditetapkan
Sasaran Program 1 vyakni “Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi,
pelayanan satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan pelayanan Damkar sesuai

standar”.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1 dimaksud, diukur dengan 4 indikator

kinerja program, yaitu:

Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana;

Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum;

Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat; dan

Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub-urusan kebakaran.

2) Untuk mencapai tujuan pada T2, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

menetapkan Sasaran Strategis 2 (SS 2) yakni “Meningkatnya tata kelola
penyelenggaraan kewilayahan”, Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks tata Kelola
Penyelenggaraan Kewilayahan.
Untuk mendukung ketercapaian SS 2 tersebut, pada tingkatan program telah ditetapkan
Sasaran Program 2 vyakni “Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan,
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu,
kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta pengelolaan kawasan dan
perbatasan negara”.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 2 dimaksud, diukur dengan 5 indikator

kinerja program, yaitu:
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Jumlah Provinsi dengan indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat kategori “baik”;

Persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupabuminya
terintegrasi dengan informasi geospasial,

Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan kategori

Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang
terintegrasi dan terpadu; dan

Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori “baik”.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan diatas, Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-
2024 sebagai berikut:
1. Kebijakan Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk
Sasaran  Strategis Pertama  “Meningkatnya kualitas  penyelenggaraan

Trantibumlinmas” yaitu:

a. Meningkatkan kualitas manajemen SDM Satpol PP daerah sehingga memiliki
pola perencanaan kebutuhan/formas, pengembangan kompetensi, manajemen
karir dan mampu menerapkan aturan disiplin/kode etik dalam rangka
meningkatkan kinerja;

b. Pemenuhan rasio PPNS dan pejabat fungsional Satpol PP pusat dan daerah
sesuai standar melalui diklat, uji kompetensi dan inpassing sehingga cakupan
penegakan Perda/Perkada maupun pemeliharaan trantibum lebih efektif;

c. Meningkatkan ketersediaan sarpras satpol PP sesuai standar yang
memperhatikan kriteria eskalasi tibumlinmas, jumlah penduduk, jumlah Perda
yang ditegakkan dan luas wilayah dan diarahkan untuk pencapaian SPM;

d. Menekan eskalasi gangguan pelanggaran Perda/Perkada, dengan mendorong
pemenuhan hak asasi manusia dan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat sehingga dapat menjaga stabilitas di masyarakat;

e. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu layanan
SPM trantibum linmas sesuai standar teknis yang ditetapkan;

f. Menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja Pol PP, Damkar, dan
BPBD dalam penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas;
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g. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pembentukan
Satgas Linmas Provinsi s.d Kecamatan, penguatan satlinmas di Kelurahan
(sarpras dan kuantitas), penguatan koordinasi satlinmas di Desa, peningkatan
satlinmas dalam mendukung SPM Trantibum;

h. Memperkuat kesiapan dan peran Pemda dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana sehingga dapat melaksanakan kewenangan dengan
tepat fungsi pada tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
dan

i. Meningkatkan layanan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai

standar.

5. Kebijakan Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk Sasaran

Strategis Kedua “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan” yaitu :

a) Meningkatkan kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melakukan
koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (korbinwas) penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan memperkuat fungsi sekretariat bersama pusat dan
daerah serta menyusun dan mengawasi penerapan instrumen pelaksanaan
tugas dan wewenang GWPP;

b) Percepatan penyelesaian batas wilayah daerah melalui optimalisasi batasan
waktu penyelesaian segmen batas sesuai dengan Permendagri 141/2017
tentang penegasan batas daerah, pelibatan pengambil kebijakan (Menteri/Eselon
| K/L pada daerah/segmen batas dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi
dan pelibatan K/L, Pemda dan masyarakat untuk berkontribusi dalam
penyelesaian batas daerahnya;

c) Mempercepat pembakuan rupa bumi unsur buatan dan alami dengan
mendorong pelibatan K/L, Pemda dan masyarakat untuk berkontribusi dalam
pembakuan nama rupa bumi di daerahnya;

d) Meningkatkan integrasi dan transparansi dalam bentuk digitalisasi data wilayah
administrasi pemerintahan dan toponimi sehingga pemangku kepentingan dan
masyarakat dapat memanfaatkan data yang update dan akurat pada aspek
pemerintahan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selanjutnya mendorong
peran Pemda agar senantiasa melakukan pemutakhiran data wilayah
administrasi pemerintahan secara berjenjang berbasis elektronik, agar

menghasilkan kebijakan terukur dan tepat sasaran;
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e) Meningkatkan implementasi standar pelayanan perkotaan  dengan

memprioritaskan program kegiatan dan anggaran daerah yang diarahkan untuk
mencapai standar pelayanan perkotaan dan mempercepat penyelesaian
permasalahan perkotaan (transportasi, banijir, air minum, sampah dan limbah)
melalui kerja sama daerah;

f) Meningkatkan manajemen pelayanan umum khususnya PTSP melalui
pelaksanaan pelayanan sesuai standar dan terintegrasi secara elektronik,
pengelolaan pengaduan masyarakat, pengawasan internal, penyuluhan kepada
masyarakat dan pelayanan konsultasi;

g) Memperkuat peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang mampu
mensinergikan rencana pembangunan daerah dengan pembangunan desa,
membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan dan mendukung capaian SPM di wilayah kecamatan;

h) Mengembangkan kerjasama daerah sebagai instrumen peningkatan ekonomi
dan daya saing daerah dengan memperkuat peran TKKSD dan sekretariat
kerjasama dan pengintegrasian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan
daerah;

i) Mengembangkan wilayah dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan
ekonomi daerah yang selaras dan terpadu melalui penyelenggaraan dan
pengelolaan kawasan khusus dan strategis nasional dengan menguatkan
kapasitas Pemerintah Daerah dari aspek kebijakan (regulasi), kelembagaan dan
keuangan serta SDM aparatur;

j)  Memprioritaskan penyelesaian segmen batas antar negara melalui perundingan,
survei bersama, kerjasama dibidang ekonomi, sosial dan budaya (ekososbud)
serta mendorong organisasi kerjasama dengan negara yang berbatasan dengan
laut dan memperkuat kapasitas pelayanan pemerintahan yang didukung dengan
sarpras perbatasan yang memadai; dan

k) meningkatkan peran Pemerintahan Daerah dalam penanganan dan
penyelesaian konflik pertanahan melalui pemetaan permasalahan pertanahan di
daerah dan fasilitasi Pemerintahan Daerah dalam upaya penanganan masalah

pertanahan.
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{ B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA ESELON | TAHUN 2021

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian
kinerja tahun 2021 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berpedoman
pada visi dan misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait pengelolaan kinerja.

Sebagai wujud nyata komitmen pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja, dengan mempedomani PermenPAN&RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa pada tahun 2021 Direktur
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menandatangani Perjanjian Kinerja
kepada Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja utama
Ditien Bina Administrasi Kewilayahan. Adapun rincian Perjanjian Kinerja dimaksud

sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rincian Perjanjian Kinerja
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021

No Sasaran Program Indikator Kinerja Utama (IKU) / Target
Indikator Kinerja Program (IKP)
(1) 2 (4) )
1. |Meningkatnya Indeks Kinerja Gubernur sebagai *
tertib administrasi Wakil Pemerintah Pusat (dokumen)
kewilayahan, Persentase daerah dengan yang 51,95%

penyelenggaraan |segmen batasnya dan
perizinan dan non |pembakuan rupabuminya

perizinan yang terintegrasi dengan informasi

terintegrasi dan geospasial

terpadu, kinerja  Indeks Penyelenggaraan *

Gubernur sebagai Pelayanan Perkotaan (dokumen)

Wakil Pemerintah  persentase daerah dengan 14%

Pusat, serta pelayanan perizinan dan Non

pengelola perizinan yang terintegrasi dan

kawasan dan terpadu

perbatasan Indeks Kinerja Kecamatan *

negara (dokumen)
2. [Terwujudnya Indeks Penyelenggaraan *

manajemen Trantibumlinmas Sub Urusan (dokumen)

bencana yang Bencana
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terintegrasi, Indeks Penyelenggaraan *

pelayanan Satpol Trantibumlinmas Sub Urusan (dokumen)

PP, Satuan Trantibum

Perlindungan Indeks Penyelenggaraan *

Masyarakat, dan  Manajemen Satuan (dokumen)

pelayanan Perlindungan Masyarakat

Damkar sesuai Indeks Penyelenggaraan *

standar Trantibumlinmas Sub Urusan (dokumen)
Kebakaran

3. |Meningkatnya Nilai Capaian Kinerja Nilai 15

kualitas layanan  Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
manajemen dan  pada Ditjen Bina Administrasi
dukungan teknis  Kewilayahan

lainnya Unit Kerja |Nilai Capaian Kinerja Nilai 10
Eselon | Pembangunan Zona Integritas
Kementerian menuju Wilayah Bebas Korupsi
Dalam Negeri pada Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan

Sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan Tahun 2021, dalam upaya mencapai 3 (tiga) sasaran program tersebut,
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan didukung pendanaan yang terbagi ke 8 (delapan)
jenis kegiatan. Sebagai respon atas pandemi COVID-19, pada triwulan IV sesuai Surat
Menteri Keuangan S-629/MK.02/2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja
Kementerian/Lembaga Tahap IV (keempat) dalam Penanganan Kesehatan dan
Perlindungan Sosial kepada Masyarakat sebagai dampak Pelaksanaan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di beberapa wilayah di Indonesia,
maka Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengalami pemotongan anggaran namun
tidak mengubah capaian kinerja kegiatan seperti sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penyesuaian Anggaran Adendum

No Kegiatan Anggaran Semula Anggaran Adendum
Q) @ @) @
Program Pembinaan Kapasitas Rp. Rp. 65.130.665.000,-
Pemerintahan Daerah dan Desa 150.160.292.000,-
1.  Pembinaan Penyelenggaraan Rp. Rp. 18.451.559.000,-

Hubungan Pusat dan Daerah 96.631.802.000,-
serta Kerja Sama Daerah

2. Pembinaan Kawasan, Rp. Rp. 22.933.674.000,-
Perkotaan, Batas Negara, 22.058.700.000.-
Batas Wilayah dan Toponimi

3. Pembinaan Penyelenggaraan Rp. Rp. 21.538.258.000,-
Urusan Ketenteraman, 26.900.000.000,-

Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
4. |Pembinaan dan Rp  4.569.790.000.- Rp. 2.207.174.000,-
Pengembangan Jabatan
Fungsional Trantibumlinmas
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dan Kewilayahan

Dukungan Manajemen Rp. 74.808.460.000,- Rp. 66.298.663.000,-
1. Layanan Legislasi dan Rp. 2.135.700.000,- |Rp. 1.635.700.000,-
Litigasi Bidang Administrasi
Wilayah

2. |Pengelolaan Keuangan, BMN Rp. 66.408.510.000,- |Rp. 60.180.358.000,-
dan Umum Bidang
Administrasi Wilayah

3. Pengelolaan Komunikasi dan |[Rp. 3.236.000.000,- Rp. 2.298.230.000,-
Informasi Publik Bidang
Administrasi Wilayah

4. Pengelolaan Organisasidan Rp. 3.028.250.000,- Rp. 2.184.375.000,-
SDM Bidang Administrasi
Wilayah
Total Pagu Anggaran Rp. 224.968.752.000,- Rp.

131.429.328.000,-
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AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran

Strategis
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraa
n
trantibumlinmas

Meningkatnya
tata kelola
penyelenggaraa
n kewilayahan

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja

IKU

Jumlah daerah
dengan indeks
penyelenggaraan
trantibumlinmas
kategori baik
Indeks  Kepuasan
Masyarakat dalam
Penyelenggaraan
Trantibumlinmas.

Indeks
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Kewilayahan

Sasaran

Program
Terwujudnya
manajemen
bencana yang
terintegrasi,
pelayanan
Satpol
Satuan
Perlindungan
Masyarakat dan
pelayanan
Damkar sesuai
standar

PP,

Meningkatnya
tertib
administrasi
kewilayahan,
penyelenggaraa
n pelayanan

perizinan  dan
nonperizinan
yang

terintegrasi dan
terpadu, kinerja
Gubernur
sebagai Wakil
Pemerintah
Pusat serta
pengelolaan
kawasan
perbatasan
negara

dan

IKP

Indeks
penyelenggaraan
trantibumlinmas sub
urusan bencana.

Indeks
penyelenggaraan
trantibumlinmas sub
urusan kebakaran.
Indeks
penyelenggaraan
trantibumlinmas sub
urusan trantibum
Indeks
penyelenggaraan
manajemen  satuan
perlindungan
masyarakat

Indeks Kinerja
Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintahan
Pusat

Persentase daerah
yang segmen
batasnya dan
pembakuan
rupabuminya
terintegrasi dengan
informasi geospasial.
Indeks
penyelenggaraan
pelayanan perkotaan
Persentase daerah
dengan pelayanan
perizinan dan non
perizinan yang
terintegrasi dan
terpadu.

Indeks kinerja
Kecamatan

Target Realis
asi
* 100%
(dokumen)
* 100%
(dokumen)
* 100%
(dokumen)
* 100%
(dokumen)
* 100%
(dokumen)
51,95% 71%
* 100%
(dokumen)
14% 14,73
%
* 100%
(dokumen)
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3. Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan Nilai Capaian Kinerja Nilai 15 36,30
dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon | Pelaksanaan
Kementerian Dalam Negeri Reformasi Birokrasi
pada Ditjen Bina
Administrasi
Kewilayahan

Nilai Capaian Kinerja Nilai 10 85,6
Pembangunan Zona

Integritas menuju

Wilayah Bebas

Korupsi pada Ditjen

Bina Administrasi

Kewilayahan

[ 1) INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS J

Penyelenggaraan trantibumlinmas telah menjadi kewenangan Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan dalam pelaksanaan peran strategis selama 5 (lima) tahun
dari tahun 2020 - 2024. Pada tahun 2020, telah dibentuk tim yang disahkan dalam
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 330-428 Tahun 2020 tentang Tim
Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat Tahun 2020.

Diterbitkannya Kepmendagri No0.330-428 Tahun 2020 tentang Tim Penyusunan
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan langkah awal pelaksanaan
penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibbumlinmas dan Indeks Kepuasan
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas pada tahun 2021. Indeks
Penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan alat/instrumen dalam pengukuran
capaian penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas sebagai urusan pemerintahan wa.iib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang lerdiri atas sub urusan ketenteraman dan
ketertiban umum (dilaksanakan oleh Salpol PP), sub urusan kebakaran (dilaksanakan
oleh Dinas Damkar/sebutan lainnya), dan sub urusan bencana (dilaksanakan oleh
BPBD).

Pengukuran capaian kinerja “Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas” dilakukan

dengan menjelaskan akumulasi nilai dimensi masing-masing komposit yaitu:

r

a) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, dengan aspek
penilaian yang meliputi penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;

implementasi Ketentraman dan ketertiban umum; akuntabilitas Kinerja;

manajemen sumber daya manusia dan kualitas pelayanan publik;

J
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b) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum, dengan aspek
penilaian yang meliputi manajemen proteksi kebakaran; pencegahan kebakaran;
manajemen pemadaman dan penyelamatan/penanggulangan kebakaran:
penataan dan penguatan kelembagaan pemadam kebakaran manajemen SDM
pemadam kebakaran; manajemen sarana dan prasarana pemadam kebakaran
dan pemberdayaan masyarakat melalui relawan pemadam kebakaran;

c) Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan
aspek penilaian terhadap penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
dalam ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar seperti pelayanan informasi
rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan

d) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran, dengan
aspek penilaian meliputi aspek pembentukan satgas linmas; pembentukan
satlinmas; pembinaan dan pemberdayaan satlinmas; pelibatan satlinmas dalam
penyelenggaraan tibumtranmas dan linmas tingkat desal/kelurahan dan

pemenuhan hak anggota satlinmas.

Pada setiap komposit memiliki nilai/bobot masing-masing 25% yang didalamnya
terdapat uraian indikator pendukung, sehingga pada 4 (empat) komposit tersebut dapat
mencapai 100% bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas secara keseluruhan.
Adapun rancangan penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas terlampir

pada Lampiran 1.

2) INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN

TRANTIBUMLINMAS

Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan
alat atau instrument untuk mengukur pelaksanaan urusan trantibumlinmas yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan penilaian berupa survey internal dan
eksternal atas persepsi kapasitas organisasi dan persepsi kualitas penyelenggaraan

trantibumlinmas antara lain :
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Kualitas pelayanan trantibumlinmas kepada masyrakat;

Kepercayaan masyrakat terhadap penyelenggaraan trantibumlinmas oleh Pemda;
Eskalasi trantibumlinmas;

Pemenuhan aspek HAM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas; dan

.U‘:PS*’!\’.—“

Pola perilaku dan komunikasi dalam penyelenggaraan trantibumlinmas. )

Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik, pemerintah menerbitkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Dalam penyelenggaraan trantibumlinmas tentui tidak lepas dari
fungsi pelayanan yang ditetapkan dalam SPM dengan mencakup 4 (urusan) mendasar

dalam trantibumlinmas, dengan masing-masing komposit yaitu:

. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana;
. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum;

A
B
C. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
D

. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran.

)

Pengukuran capaian kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Trantibumlinmas” dilakukan dengan mengamanati Permenpan No.14

Tahun 2017 yang memuat prinsip-prinsip berikut:

a) Transparan, yaitu Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) harus dipublikasikan
dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

b) Partisipatif, yaitu dalam melaksanakan SKM harus melibatkan peran serta
masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang
sebenarnya.

c) Akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam SKM harus dapat dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang
berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

d) Berkesinambungan, di mana SKM harus dilakukan secara berkala dan

berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
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e) Keadilan, dimana pelaksanaan SKM harus menjangkau semua pengguna layanan
tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi
geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

f) Netralitas, dalam melakukan SKM, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan

pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan
Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun (ayat 1) dan
hasil survei berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (ayat 2). Unsur-unsur SKM yang

disurvei dalam peraturan ini meliputi:

1. Persyaratan, merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
Unsur ini dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan
perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen).
Contoh, untuk pembuatan KTP, biaya oleh undang-undang dinyatakan gratis.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Unsur ini dapat diganti
dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis
website.

7. Perilaku Pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Unsur ini
dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei
berbasis website.

8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
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9. Sarana dan Prasarana, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat

dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,

mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pelaksanaan penyusunan dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Trantibumlinmas sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada tahun 2021 telah

mencapai pada tahap penyusunan instrumen yang terlampir pada Lampiran 2.

3) INDEKS PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN

Indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan merupakan alat pengukuran atas
capaian pelaksanaan pembinaan kewilayahan yang dilakukan kepada Pemerintah

Daerah dalam rangka hubungan pusat dan daerah melalui:

a. Kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah meliputi capaian kinerja gubernur dalam
melaksanakan tugas dan wewenang selaku wakil pemerintah pusat, dukungan
sekretariat bersama pembinaan gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan
rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur selaku wakil
pemerintah pusat;

b. Penerapan standar layanan perkotaan yang meliputi kesesuaian dengan NSPK,
implementasi SPM, standar nilai aspek keterjangkauan kemanfaatan dan keadilan;

c. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan telah terintegrasi dengan
Online Single Submission (OSS) dan sudah berbasis elektronik serta dilakukan
dalam satu tempat / satu pintu yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang menangani;

d. Pelaksanaan pengintegrasian data spasial hasil penegasan batas daerah
ditetapkan dalam Permendagri dan disampaikan kepada Forum Kebijakan Satu
Peta dan Pembakuan nama rupabumi dasar/tematik telah diverifikasi dan

disampaikan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG); serta
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e. Pengukuran kinerja kecamatan berdasarkan hasil kerja terhadap pelaksanaan
pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat;
penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan dan penyelenggaraan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat di kelurahan.

; KEMENTERIAN DALAM NEGER|

Indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan disusun sebagai instrumen
untuk mengukur tingkat kualitas wilayah pemerintahan dalam negeri. Indikator-indikator
dalam indeks yang disusun dapat mengindikasi atau memberi petunjuk tentang suatu
keadaan tertentu dalam suatu ukuran sehingga dapat digunakan untuk mengukur
perubahan yang mudah diakses, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta
bertujuan untuk menghimpun data informasi pelaksanaan tugas dan wewenang
administrasi kewilayahan pemerintahan daerah untuk dilakukan bagi pengambilan

keputusan bagi setiap tingkat kebijakan. Sasaran yang akan dicapai yakni:

ﬁ) Terciptanya panduan pengukuran pengelolaan administrasi kewilayahan
pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
2) Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi yang cepat, mudah, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

3) Mempermudah kinerja pemerintahan daerah dalam pengelolaan administrasi

S

kewilayahan.
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4) Tersusunnya data pengukuran indeks kewilayahan pada pemerintahan daerah.

5) Tersusunnya data pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan administrasi
kewilayahan.

Pada tahun 2021, capaian IKU Indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan
telah mencapai target kinerja sebesar 100% yaitu dengan telah tersusunnya 1 (satu)
Dokumen Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan di Tingkat Provinsi dan
Tingkat Kabupaten/Kota. Dokumen indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan
memuat beberapa indikator mengikat yaitu indikator bidang kinerja GWPP, indikator
bidang kinerja kecamatan, indikator bidang kinerja Kawasan perkotaan, dan indikator
bidang segmen batas.

Penyusunan dokumen indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan
dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi yang optimal serta menginventarisir
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar taat asas, efisien, efektif, dan bermanfaat
bagi pembangunan di daerah, serta memiliki dampak positif terhadap penyelenggaraan
pemerintahan di daerah. Adapun dari hasil pengumpulan data tersebut dirumuskan
konsep, variabel, indikator dan parameter, yang diklasifikasikan berdasarkan tingkatan
pemerintahan daerah yaitu Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/kota terlampir pada

Lampiran 3.

Sebelum masuk pembahasan Konsep Kelembagaan pada point A di bawah,

akan diperlihatkan setiap persentase dari konsep dan variabel sebagai berikut:

@ LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Tabel 3. 2 Konsep dan Variabel

NO. KONSEP % VARIABEL %
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA

1. Kelembagaan 25% Gubernur Wakil Pemerintahan 25%
GWPP (Kelembagaan di Tingkat Pusat
Provinsi);

Kinerja kecamatan (Kelembagaan
di Tingkat Kab/Kota)

2. Pelayanan Publik 25% Pelayanan PTSP 8,3%
Pelayanan Perkotaan 8,3%
Pengelolaan Batas Daerah 8,3%
3. Sumber Daya Manusia 25% Tingkat Kesehatan 12,5
%
Tingkat Pendidikan dan 12,5
Keterampilan %
4. Kemampuan Pasar 25% Jumlah Pengeluaran per 5%
Kapita
Kelompok Pengeluaran 5%
Jumlah Pendapatan Asli 5%
Daerah
Tingkat Pengangguran 5%
terbuka

Jumlah Peningkatan Investasi 5%

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa terhadap tata kelola
penyelenggaraan kewilayahan di tingkat Provinsi dan di tingkat kabupaten/Kota dengan
dimensi kelembagaan yang diklasifikasikan terhadap 2 (dua) variabel GWPP dan
Kecamatan yang masing-masing berbobot sebesar 25%. Terhadap variabel GWPP
tersebut akan disusun dengan 8 Indikator seperti: Durasi pemetapan APBD, Perda Tata
ruang, Perda pajak daerah, Mediasi perselisihan antar Kab/Kota, Kemampuan
mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah,
Ketersediaan dokumen Kkajian akademis terkait perencanan daerah, Tersedianya
instrument konsultasi publik dokumen perencanan daerah (online, tertulis, diskusi), dan
Pembentukan Tim Pengendalian Defisit APBD yang mana pada setiap indikator
tersebut mempunyai bobot sebesar 3,13% dan penimbang parameternya sebesar
1,0417; dan terhadap variabel Kinerja Kecamatan tersebut akan disusun dengan 4
indikator seperti: Rasio jumlahn aplikasi dan realisasi perizinan di kecamatn, Evaluasi
penolakan perizinan, Durasi proses perizinan rata-rata, dan Jumlah izin yang
dilimpahkan ke kecamatan yang mana pada setiap indikator tersebut mempunyai bobot

sebesar 6,25% dan penimbang parameternya sebesar 2,0833.
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Dimensi Pelayanan Publik akan disusun dengan 3 (tiga) Variabel seperti: Pelayanan
PTSP dengan bobot sebesar 8,3% kemudian akan disusun dengan 5 Indikator seperti:
Rasio jumlah aplikasi dan realisasi perizinan di kecamatan, Evaluasi penolakan
perizinan, Durasi proses perizinan rata-rata, Pengunaan Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan Persentase Peningkatan
Jumlah nilai investasi berskala nasional yang mana pada setiap indikator tersebut
mempunyai bobot sebesar 1,67% dan penimbang parameternya sebesar 0,5556

Variabel selanjutnya yaitu: Pelayanan Perkotaan dengan bobot sebesar 8,3% kemudian
akan disusun dengan 4 Indikator seperti: Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus,
Penyediaan ruang terbuka hijau, Cakupan pemenuhan air bersih layak minum, dan
Persentase rumah tangga kumuh yang mana pada setiap indikator tersebut mempunyai
bobot sebesar 2,08% dan penimbang parameternya sebesar 0,6944; selanjutnya yaitu:
Variabel Pengelolaan Batas Daerah dengan bobot sebesar 8,3% kemudian akan
disusun dengan 2 indikator seperti: Terjadi permasalahan batas daerah dengan provinsi
per tahun, dan Penegasan batas wilayah yang mana pada setiap indikator tersebut

mempunyai bobot sebesar 4,17% dan penimbang parameternya sebesar 1,3889.
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Dimensi selanjutnya yaitu Sumber Daya Manusia akan disusun dengan 2 (dua)
Variabel seperti: Tingkat Kesehatan dengan bobot masing-masing variabel sebesar
12,5% kemudian akan disusun dengan 5 Indikator seperti: Indeks

ketahanan pangan, Balita gizi buruk, Balita stunting, Angka kematian bayi, dan IPM
(Indeks Pembangunan Manusia) yang mana pada setiap indikator tersebut mempunyai
bobot sebesar 2,5% dan penimbang parameternya sebesar 0,8333. Variabel
selanjutnya yaitu Tingkat Pendidikan dan Keterampilan kemudian akan disusun dengan
4 indikator seperti: Rata-rata lama sekolah, Rasio penduduk Pendidikan universitas,
Rasio jumlah fasilitas Pendidikan SMA dengan penduduk, Rasio ASN pemda dengan
kualifikasi S1 keatas yang mana pada setiap indikator tersebut mempunyai bobot

sebesar 3,13% dan penimbang parameternya sebesar 1,0417.

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN @



BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dimensi Kemampuan Pasar akan disusun dengan 5 variabel dengan masing-
masing bobot sebesar 5% seperti: Jumlah pengeluaran perkapita kemudian akan
disusun dengan indikator dengan masing-masing bobot sebesar 5% seperti indikator
“Persentase peningkatan besarnya pengeluaran per kapita”, variabel selanjutnya yaitu
Kelompok Pengeluaran dengan indikator seperti “Rasio kelompok penduduk dengan
pengeluaran per kapita menengah keatas (>Rp 1,5 juta perkapita/bulan) (5%)”, variabel
selanjutnya yaitu Jumla pendapatan asli daerah kemudian akan disusun dengan
indikator “Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri
oleh pemerintah daerah”, variabel selanjutnya yaitu Tingkat pengangguran terbuka
dengan indikator seperti “Persentase penurunan tingkat pengangguran terbuka pada
suatu daerah”, variabel selanjutnya yaitu Jumlah peningkatan investasi dengan
indikator seperti “Persentase peningkatan realisasi investasi di daerah” yang mana
pada setiap indikator tersebut mempunyai bobot sebesar 5% dan penimbang

parameternya sebesar 1,6667.

[ A. KONSEP KELEMBAGAAN ]

Menurut pandangan ahli kelembagaan rentang alternatif manusia ditentukan

melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi

masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka
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kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah
mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus
dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat
untuk mengatur terhadap 13 pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka
keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Konsep Kelembagaan ini memiliki 2 variabel sebagai berikut :

Gubernur sebagai
Woakil Pemerintah
Pusat
Kinerja Kecamatan

Gambar 3. 1 Konsep Kelembagaan

Kelembagaan

[ 1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ]

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas
pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat, Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018. PP
Nomor 33 Tahun 2018 ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas

sebagai berikut, yaitu:

ﬁMengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas
pembantuan di daerah kabupaten/kota.

2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan
pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

3. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

4. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang
rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja

daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata
ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. /
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5. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota. Keenam,

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-

undangan.

2) Kinerja Kecamatan }

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008

J

Tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh
Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota
melalui sekretaris daerah. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang
meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan
upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan
penerapan dan penegakan.

peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

[ B. PELAYANAN PUBLIK ]

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik , Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang
lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta
pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang
lingkup yaitu meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,
komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi,

perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
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Gambar 3. 2 Konsep Pelayanan Publik

1) Pelayanan PTSP ]

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah

yang bertujuan untuk mendekatkan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, PTSP juga diadakan untuk memperpendek proses pelayanan guna
mewujudkan pelayanan yang cepat dan mudah, murah, transparan, pasti dan
terjangkau. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017
Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan
proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan melalui satu pintu. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait penanaman modal
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

PTSP didefinisikan pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 sebagai
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Maksud dari penyelenggaraan PTSP adalah sebagai upaya untuk mewujudkan
pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan
memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor
untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan.

Kehadiran PTSP diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat dan

dunia usaha, tetapi juga pemerintah.Bagi masyarakat, dengan adanya PTSP

diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik serta mendapat
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kepastian dan jaminan hukum atas formalitas usaha yang dimiliki. Bagi dunia usaha,
keberadaan PTSP diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha
sehingga akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan
pengembangan usaha. Selain itu, dengan adanya PTSP diharapkan pelaku dunia
usaha dapat memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi pelayanan yang
menghasilkan pengurangan waktu dan biaya yang membuat pelaku usaha dapat
mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan produktif. Di sisi lain,
manfaat keberadaan PTSP bagi pemerintah adalah dapat mengurangi beban
administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Kelembagaan PTSP sendiri mengalami perjalanan yang cukup panjang. Beberapa
aturan diterbitkan untuk mengatur kelembagaan PTSP. Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008
mengatur penyelenggaran PTSP diwadahi dalam bentuk Badan/Kantor Mandiri.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 menyebutkan penyelenggaraan PTSP oleh
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).

2) Pelayanan Perkotaan }

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada
gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya
mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa. Perkotaan dapat berbentuk kota
sebagai Daerah; dan kawasan perkotaan. Kawasan Perkotaan dapat berupa bagian
Daerah kabupaten; dan bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan langsung.
Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Kawasan perkotaan dapat terbentuk secara alami atau dibentuk secara terencana.
Kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana dapat dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan perkotaan yang
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terbentuk secara alami dan yang dibentuk secara terencana oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya. Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan
perkotaan yang dibentuk secara terencana oleh badan hukum disediakan oleh badan
hukum yang bersangkutan.

Dalam hal badan hukum menyerahkan fasilitas pelayanan perkotaan yang sudah
dibangun kepada Pemerintah Daerah, penyerahannya dilakukan dengan tidak
merugikan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan dilakukan sesuai dengan
pedoman dan standar pelayanan perkotaan. Ketentuan mengenai pedoman dan
standar pelayanan perkotaan diatur dalam peraturan pemerintah Daerah
kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan  dan mengendalikan
penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. Rencana penyelenggaraan pengelolaan
perkotaan merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerah dan terintegrasi
dengan rencana tata ruang wilayah. Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan
pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan strategis

nasional.

3) Pengelolaan Batas Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat
Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan umum di Daerah.

Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan
Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah
kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang

berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota
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menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota penghasil dan
bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan
adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal batas wilayah
kabupaten/kota kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau
diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

—\

C. SUMBER DAYA MANUSIA (HUMAN CAPITAL) J

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan
melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan
dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal
jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa
sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi
akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula
dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Konsep

Sumber Daya Manusia (Human Capital) A memiliki 2 variabel sebagai berikut:

Tingkat
Kesehatan

Sumber Daya

Manusia Tingkat

Pendidikan dan
Keterampilan

Gambar 3. 3 Konsep Sumber Daya Manusia (Human Capital)

[ i. Tingkat Kesehatan }

Sehat menurut UU 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa

kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang mungkin hidup
produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat secara mental (kesehatan jiwa) adalah
satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang
optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-
orang lain. Berdasarkan pengertian kesehatan tersebut, dapat disarikan bahwa

kesehatan ada empat dimensi, yaitu fisik (badan), mental (jiwa), sosial dan ekonomi
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yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada seseorang,
kelompok, atau masyarakat.

Oleh karena itu, kesehatan bersifat holistik atau menyeluruh, tidak hanya
memandang kesehatan dari segi fisik saja. Misalnya: seseorang kelihatan sehat dari
segi fisiknya, akan tetapi ia tidak mampu mengendalikan emosinya ketika sedih
maupun senang dengan mengekspresikan ke dalam bentuk perilaku berteriak atau
menangis keras-keras, atau tertawa terbahak-bahak yang membuatnya sulit untuk bisa
kembali ke kondisi normal, maka orang tersebut tidak sehat. Begitu pula orang yang
kelihatan sehat dari segi fisiknya, akan tetapi tidak mampu memajukan kehidupannya
sendiri dengan belajar, bekerja, ataupun berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya,
maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sehat. Kesehatan masyarakat diartikan
sebagai aplikasi dan kegiatan terpadu antara sanitasi dan pengobatan dalam

mencegah penyakit yang melanda penduduk atau masyarakat.

{ ii. Tingkat Pendidikan dan Keterampilan ]

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan secara sadar oleh

orang dewasa dalam rangka mendewasakan peserta didik. Usaha tersebut berupa
bantuan bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik baik dilakukan secara pribadi
dalam keluarga maupun secara terorganisasi di sekolah. Pendidikan itu umumnya
dilakukan dalam suatu proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik, dimana
pendidikan membawa peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan
pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan gambaran kedewasaan yang diinginkan oleh
suatu masyarakat sesuai dengan pandangan hidup masyarakat itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yaitu manusia dewasa yang utuh, cerdas, beriman dan bertagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk mencapai tujuan itu,
diperlukan tidak hanya usaha yang dilakukan secara sadar, tetapi juga harus sistematis
dan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai wewenang dan

tanggung jawab.
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{ 1) Jumlah Pendapatan Perkapita ]

Salah satu untuk menentukan kemakmuran masyarakat adalah pendapatan

perkapita. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan pada tahun tertentu di bagi
dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tersebut. Jika masyarakat memiliki
penghasilan atau gaji tinggi maka masyarakat bisa menghidupi kehidupannya dan
menabung untuk biayanya di masa depan. Seperti yang diketahui, pendapatan per
kapita menunjukan tingkat kesejahteraan suatu negara. Ini berarti menunjukan pula
bagaimana tingkat penghasilan pekerja di negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan
per kapita, berarti semakin tinggi pula tingkat penghasilannya. Sejalan dengan
meningkatnya nilai pendapatan per kapita dan tingkat penghasilan, berarti semakin
tinggi pula biaya hidup seseorang di negara tersebut. Dengan memiliki pendapatan per
kapita yang tinggi, tentu akan menarik berbagai pihak untuk berinvestasi di suatu
negara. Oleh karenanya, akan terbuka berbagai lapangan pekerjaan jika pendapatan

tersebut meningkat.

{ 2) Kelompok Pendapatan }

Analisis pendapatan rumah tangga ditujukan untuk memahami besarnya tingkat

pendapatan rumah tangga dan struktur pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah
tangga merupakan total pendapatan yang diterima dari semua kegiatan anggota rumah
tangga yang bekerja. Proporsi pendapatan dari masing-masing sumber sangat
bervariasi antar rumah tangga, tergantung pada aksesibilitas terhadap kesempatan-
kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan penguasaan sumber daya

produktif setiap angkatan kerja rumah tangga. Sumber pendapatan keluarga biasanya
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berasal beberapa jenis kegiatan, baik sektor pertanian maupun dari luar pertanian.
Sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan pada umumnya berasal dari lahan
pertanian. Pendapatan rumah tangga pedesaan umumnya memiliki keterkaitan dengan
luas tanah yang dimiliki karena pertanian merupakan usaha utama.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Pendapatan rumah tangga berupa
pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari
pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga.
Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja
(upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain lain), balas jasa kapital (bunga, bagi hasil,

dan lain lain), dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer).

[ 3) Jumlah Pendapatan Asli Daerah ]

APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah,
dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah
(PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di
dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan
sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib
pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh
pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan

desentralisasi fiskal.

Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah
pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa
komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam
pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rasio kemandirian daerah
menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal,
baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini
ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka

rasio PAD maka semakin tinggi terhadap kemandirian daerah.

( 4) Tingkat Pengangguran Terbuka }

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Pengangguran terbuka, terdiri dari mereka

yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan
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dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari
pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang
sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Mencari pekerjaan adalah kegiatan
seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti
mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan,
yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan
sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, dan yang bekerja atau mempunyai
pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan
lain.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang
dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan
untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa
mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang
dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti: mengumpulkan modal atau
perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya,
telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada
pekerjaan sebagai berusaha sendiri (own account worker) atau sebagai bentuk usaha
yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha yang dibantu
buruh tetap/buruh dibayar. Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak
terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa
waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan
suatu kegiatan usaha. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (Badan Pusat Statistik).

5) Jumlah Peningkatan Investasi }

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang

Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pemberian Insentif adalah
dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau
Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Kemudahan adalah
penyediaan fasilitas non-fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau
Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan
investasi di daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau

kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai
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kewenangannya. Pemberian Insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan, atau
pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi
daerah, pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di
daerah, bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau
koperasi di daerah, bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau
koperasi di daerah, dan/atau bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk penyediaan data dan informasi peluang
penanaman modal penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan atau
lokasi, pemberian bantuan teknis, penyederhanaan dan percepatan pemberian
perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, kemudahan akses pemasaran hasil
produksi, kemudahan investasi langsung konstruksi, kemudahan investasi di kawasan
strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada
pembangunan daerah, pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah,
kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil,
kemudahan akses pasokan bahan baku, dan/atau fasilitasi promosi sesuai dengan
kewenangan daerah.Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan
investasi di daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau
hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.
Pemerintah Pusat memberikan penghargaan investasi kepada Pemerintah Daerah
yang dinilai berprestasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

lIl. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

[ a) INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN BENCANA }

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

=]

Daerah mengubah perspektif penanggulangan bencana di daerah menjadi sub urusan
pemerintahan wajib, dan menjadi bagian penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib
di bidang ketenteraman, ketertibpan umum, dan perlindungan masyarakat
(trantibumlinmas). Sub-urusan bencana jadi sub urusan pemerintahan yang bersifat

wajib yang terkait pelayanan dasar. Hal ini karena pemerintah daerah wajib

memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dalam
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bidang bencana. Oleh karenanya, sub urusan bencana menjadi salah satu prioritas
urusan pemerintahan yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditetapkan
melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar telah mengatur Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota. Aturan ini lebih menitikberatkan pada jenis pelayanan pra
bencana yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Sedangkan jenis pelayanan pada saat tanggap
darurat adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dasar dilaksanakan melalui SPM dan dituangkan dalam
dokumen perencanaan dan rencana kerja, yang diterjemahkan ke dalam
program/kegiatan tahunan, maka Daerah harus memprioritaskan penganggaran
terhadap kegiatan SPM.

Pelayanan urusan bencana yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini
dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai
keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan media sosial.
Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani akan memberikan dampak buruk
terhadap kinerja pemerintah, bahkan lebih jauh lagi dapat menimbulkan
ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam
upaya perbaikan pelayanan publik di bidang kebencanaan adalah melakukan
pengukuran dalam penyelenggaraan urusan bencana dapat dilakukan dengan
pengukuran Indeks Penyelenggaraan trantibumlinmas Sub urusan Bencana. Adapun
data yang menampilkan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan

Bencana dapat dilihat pada Lampiran 4.

{ b) INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur

\———/

bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan
Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat 7 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan

pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah. Satpol

@ LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam
memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah upaya
dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan
kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk
penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Untuk menjamin
terlaksananya tugas Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas baik dari sisi
kelembagaan, sumber daya manusia, penganggaran, dukungan regulasi, yang
semuanya dikemas dalam penilaian yang digunakan untuk mengukur kesiapan
pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum vyaitu Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Sub Urusan Trantibum.

Untuk mendorong terlaksananya Indeks Sub Bidang Ketentraman Dan Ketertiban
Umum, terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan untuk meningkatkan
kualitas penyelenggaraan trantibum di daerah seperti pada tabel Dimensi dan Indikator
di bawah, adapun metoda perhitungan Dimensi dan Indikator tersebut dapat dilihat

pada Lampiran 5.

c) INDEKS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN SATUAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya
dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang
diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu
penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu
memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan
sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat
pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta
membantu upaya pertahanan Negara. Sebagaimana amanat Pasal 8 Permendagri 26
Tahun 2020 yang intinya menjelaskan bahwa Kepala Daerah dan Kepala Desa Wajib
menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Adapun Tugas Satuan Perlindungan

masyarakat sesuai Permendagri 26 Tahun 2020 diantaranya sebagai berikut:
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M/Iembantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam
skala kewenangan Desa/Kelurahan;

2) Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;

3) Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;

4) Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;

5) Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat;

6) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

7) Membantu upaya pertahanan negara;

8) Membantu pengamanan objek vital; dan /

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Tujuan disusunnya Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan
Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat adalah “untuk mengetahui kualitas
penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Perlindungan
Masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Adapun cakupan
dari perlindungan masyarakat adalah upaya upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam
rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta
upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi
dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu
memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan
kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Manajemen
Satuan Perlindungan Masyarakat telah diselesaikan pada tahap penetapan beberapa

indicator yang dapat dilihat pada Lampiran 6.

{ d) INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KEBAKARAN }

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan
kata lain, sebagai konsekuensi dengan dimasukkannya menjadi urusan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar, maka ketersediaan pelayanan-pelayanan yang
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termasuk dalam kriteria pelayanan dasar harus dijamin keberadaannya dengan standar
minimal yang ditetapkan. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar. Maka pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat harus dijamin ketersediaannya sesuai standar yang dapat diukur dalam
sebuah pengukuran vyaitu Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan
Kebakaran.

Untuk mendorong pelaksanaan Indeks Trantibumlinmas Sub bidang Pemadam

Kebakaran, yang diselenggarakan melalui:

(Asistensi dan Supervisi Penerapan layanan Sub Bidang Pemadam Kebakaran di
Daerah;

2. Penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya pemadam kebakaran dalam
inspeksi peralatan proteksi kebakaran di wilayah perkotaan;

3. Penyelenggaraan bimbingan teknis keahlian pemadam kebakaran berbasis
kompetensi dan sertifikasi; dan

4. Penyelenggaraan bimbingan teknis manajemen tanggap darurat dan pasca

bencana dalam membangun ketahanan kota j

Tujuan disusunnya Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan
Kebakaran adalah untuk menilai kualitas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran,
Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran melalui pemerataan
mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mendukung
pengurangan risiko kebakaran dan sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk
mendorong Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan dasar sub bidang pemadam
kebakaran. Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan
Kebakaran telah diselesaikan pada tahap penetapan beberapa indicator yang

dilampirkan pada Lampiran 7.

[ e) INDEKS KINERJA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT ]

Gubernur memegang dualisme fungsi yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom yang

memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya

pemerintahan Daerah (azas Desentralisasi) dan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat

di wilayah provinsi (azas Dekonsentrasi) yang memimpin penyelenggaraan urusan
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pemerintah umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah. Hal ini di buat
untuk mengurangi terjadinya tidak sejalannya antara pemerintahan provinsi dengan
pemerintahan kabupaten/pemerintahan kota dimana hal ini terjadi di dalam peraturan
yang sebelumnya. Dengan dua format hubungan ini sendiri diharapkan dapat menjadi
jalan untuk tercapainya garis koordinasi antara gubernur dengan bupati/wali kota untuk
mencapai kemajuan di wilayahnya. Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah
provinsi bertanggung jawab kepada presiden untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada daerah kabupaten/kota atas nama Pemerintah Pusat. Pembinaan
dan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan Kabupaten/Kota melaksanakan
otonominya dalam koridor NSPK dan SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dimaksud, Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat diberi kewenangan untuk:

( Membatalkan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota;

b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang

pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kota; dan

e. Melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. /

Selain lingkup pembinaan dan pengawasan, gubernur juga mempunyai tugas

dan wewenang:

ﬂ Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan
antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/ kota yang ada di
wilayahnya;

3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi
khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

4. Melantik bupati/walikota; j
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5. Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali
pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut
dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

6. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian yang ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan
kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan
absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang
nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dengan disusunnya Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
sesungguhnya merupakan momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan peran
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur diharapkan dapat melaksanakan
fungsinya dalam menjembatani dan memperpendek rentang pelaksanaan tugas dalam
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Walaupun
kondisi real saat ini masih cukup berat bagi Gubernur untuk dapat melaksanakan

tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat secara komprehensif.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil
pemerintah Pusat, pada tahun 2021 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi, sebagai berikut:

. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan Oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Pusat pada Bidang Pemerintahan yaitu:

(" 1. Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota;
2. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kerjasama yang Dilaksanakan Daerah
Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi; dan
3. Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

J

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN @

A



BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

2. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat pada Bidang Hukum dan Organisasi yaitu Pengawasan terhadap perda
kabupaten/kota.

3. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat pada Bidang Perencanaan vyaitu Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dan
Pembangunan Antar Daerah Provinsi dan Daerah Kab./Kota dan Antar Daerah
Kab./Kota di Wilayahnya (Pembinaan Penerapan SPM).

4. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat pada Bidang Keuangan yaitu Memberikan Rekomendasi atas Usulan DAK
Kabupaten/Kota di Wilayahnya.

5. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat pada Bidang Perencanaan yaitu Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota.

6. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat pada Bidang Pengawasan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan kab./kota yang ada di Wilayahnya.

7. Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan PTSP yaitu
Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Adapun Instrument Indeks Kinerja

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat dilihat pada Lampiran 8.

{ f) INDEKS PELAYANAN PERKOTAAN }

Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya

mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa yang perlu dikelola agar dapat
memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan keberlanjutan
pembangunan. Desentralisasi pembangunan kepada pemerintah daerah telah
menghasilkan banyak pergeseran nilai dan tata cara pengelolaan perkotaan. Apalagi
dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital dan tantangan perubahan
global seperti sistem perekonomian, perubahan iklim, maupun budaya hidup berkota
yang semakin modern membutuhkan tata kelola perkotaan yang responsif dan
berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan perkotaan yang berdasarkan persepsi warga

perkotaan perlu dipertimbangkan sebagai semangat dasar otonomi
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daerah/desentralisasi. Pemerintah pusat dalam rangka pembinaan ke daerah saat ini
menyusun banyak sekali standar serta peraturan teknis bersifat sektoral, hal ini
umumnya dilengkapi juga dengan penyusunan rencana teknis sektor. Banyaknya
standar yang juga harus dilaporkan ke pusat dalam hal ini sering dikeluhkan oleh
pemerintah daerah, oleh karena itu dibutuhkan suatu standar yang dapat
mengintegrasikan berbagai sektor. Dalam semangat pelaksanaan ketercapaian
hubungan pusat dan daerah seiring dengan melihat arah perkembangan penilaian
kinerja layanan juga dinantikan ukuran yang tidak saja dilihat dari perspektif penyedia
layanan, namun juga dari perspektif penerima manfaat layanan, yang dalam hal ini
adalah warga perkotaan.

Indeks pelayanan perkotaan disusun sebagai salah satu instrumen dalam
penyusunan Indeks Penyelenggaraan Kewilayahan yang menitikberatkan bagaimana
perkotaan dapat menerapkan standar layanan yang meliputi kesesuaian norma standar
prosedur dan kriteria pelayanan perkotaan; implementasi standar pelayanan minimal,
standar nilai aspek keterjangkauan kemanfaatan dan keadilan.

Sampel pengukuran standar nilai pelayanan ini akan dibagi berdasarkan masing-
masing standar nilai yaitu:
1. Standar Nilai Kemanfaatan
Sampel pengukuran standar nilai kemanfaatan akan menggunakan rumus slovin
yaitu n = N/ (1+ (N.e)2) dimana:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi / jumlah penduduk perkotaan
e = batas toleransi kesalahan yang ditetapkan yaitu 5%
2. Standar Nilai Keadilan
Sampel pengukuran standar nilai keadilan juga akan menggunakan rumus slovin
yaitu n = N/ (1+ (N.e)2) tetapi terhadap kelompok rentan perkotaan dimana:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi kelompok rentan perkotaan
e = batas toleransi kesalahan yang ditetapkan yaitu 5%
3. Standar Nilai Keterjangkauan
Pada standar nilai keterjangkauan, setiap perkotaan perlu dibagi ke beberapa area
terlebih dahulu secara proporsional untuk mengukur proporsi spatialnya, dimana
akan digunakan sampel secara proporsional random sampling untuk setiap area
perkotaan dengan menggunakan rumus alokasi proportional dari Sugiyono (dalam
Ridwan 2009) yaitu ni = Ni/> Ni x No dimana:
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Ni = banyaknya sampel dari tiap area
No = jumlah sampel keseluruhan dalam satu perkotaan Ni = jumlah
penduduk tiap area

> Ni = jumlah seluruh penduduk perkotaan

Pengukuran standar nilai pelayanan dilakukan berdasarkan persepsi masyarakat
dengan metode survey, dimana menurut Singarimbun (1987), Metode survei adalah
penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner atau
angket sebagai alat pengumpulan data pokok. Skala likert merupakan skala psikometrik
yang umum digunakan dalam kuesioner yang paling banyak digunakan dalam riset atau
survey. Skala likert ini digunakan untuk mengukur derajat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan perkotaan berdasarkan standar nilai kemanfaatan, keadilan, dan
keterjangkauan. Adapun Instrumen Indeks Pelayanan Perkotaan dapat dilihat pada

lampiran 9.

[ g) INDEKS KINERJA KECAMATAN )

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

mengisyaratkan  pentingnya kecamatan dalam pemerintahan daerah dan
penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong
terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial
yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya
merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya
menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Mengingat posisi
kecamatan yang sangat strategis, maka peran Camat perlu untuk lebih dioptimalkan
khususnya dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan yang merupakan unit kerja yang membidangi pembinaan
kecamatan dipandang perlu segera menyusun Indeks Kinerja Kecamatan sebagai
pedoman untuk mengukur kualitas dari kinerja kecamatan. Dasar hukum

penyelenggaraan kecamatan sebagai berikut:

a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

b) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa,;
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c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan
pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman
pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 Tentang Kode dan Data

Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Dengan dilakukannya penilaian kualitas kinerja kecamatan dilaksanakan

berdasarkan hasil kerja terhadap pelaksanaan:

1. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat;

2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan dan penyelenggaraan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan

4. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Terselenggaranya penilaian kualitas kinerja kecamatan diharapkan dapat
mengubah pola pikir (mind set) aparatur Kecamatan untuk lebih efektif dalam
menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tujuannya adalah agar pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, murah, transparan dan
berkualitas serta mendorong terciptanya mekanisme partisipasi masyarakat. Hal ini
sesuai dengan program Nawa Cita Pemerintahan Bapak Presiden, yaitu peningkatan
pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan iklim usaha dan kemudahan
Perizinan. Oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim
usaha yang kondusif dan jaminan kepastian hukum melalui pemberian izin dan non
perizinan, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu iklim
usaha yang kondusif, khususnya di daerah dapat dicapai dengan penyelenggaraan
perizinan yang mudah, cepat, ramah, dan berkualitas. Adapun Instrumen Indeks Kinerja

Kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 10.

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN @

A



BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

[ h) PERSENTASE DAERAH YANG SEGMEN BATAS DAN PEMBAKUAN ]

RUPABUMINYA TERINTEGRASI DENGAN INFORMASI GEOSPASIAL

Segmen batas daerah di Indonesia dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota
sejumlah 979 segmen batas daerah (165 segmen batas antar Provinsi dan 814 segmen
batas antar Kabupaten/Kota). Pada tahun 2021, sehubungan dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian
Tata Ruang, Kawasan Hutan, lzin, dan/atau Hak Atas Tanah yang mana dalam ruang
lingkup penyelesaiannya terdapat Penyelesaian Batas Daerah maka Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan melaksanakan percepatan penyelesaian segmen batas.

Perkembangan penyelesaian segmen batas sampai dengan akhir tahun 2021 telah
menyelesaikan segmen batas yang berkekuatan hukum (ditetapkan Permendagri)
sebanyak 695 segmen atau 71% (terdiri dari 139 segmen batas antar Provinsi dan 556
segmen batas antar Kabupaten/Kota), telah difasilitasi dan proses untuk
dipermendagrikan sebanyak 236 segmen atau sebanyak 24% (terdiri dari 21 segmen
batas antar Provinsi dan 215 segmen batas antar Kabupaten/Kota), serta 48 Segmen
5% (terdiri dari 5 segmen batas antar Provinsi dan 43 segmen batas antar
Kabupaten/Kota) tersisa untuk dilakukan penegasan batas daerah oleh Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan.

Selanjutnya, terhadap pembakuan Rupabumi yang telah diverifikasi dan telah
disampaikan ke BIG yaitu sebanyak 4855 Pulau pada wilayah Indonesia bagian Barat,
kemudian 4676 Pulau di wilayah Indonesia bagian Tengah, dan terdapat 7235 Pulau
pada wilayah Indonesia bagian Timur. Adapun tabel pembakuan Rupabumi yang telah

diverifikasi di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 11.

i) PERSENTASE DAERAH DENGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN YANG TERINTEGRASI DAN TERPADU

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya
pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah. Dalam memberikan pelayanan Perizinan dan nonperizinan, Pemerintah
Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memberikan dukungan informasi
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terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi
yang bersifat nasional dan terdiri dari informasi elektronik dan non elektronik.

Selain menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pemerintah juga
menerbitkan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 (empat)
Peraturan Presiden (Perpres) serta 195 (seratus Sembilan puluh lima) Peraturan
Menteri/Kepala (Permen/Perka) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan diantara 47
PP terdapat 2 PP yakni PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah, serta terdapat 22 Permen/Perka terkait NSPK yang
mengikat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.

Untuk mendorong standarisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang prima, Pemerintah telah menerbitkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP
Daerah. Kedua Permendagri tersebut mengatur antara lain tentang kelembagaan, tugas
dan fungsi, kewenangan, jangka waktu proses pelayanan, penyederhanaan prosedur
dan jenis layanan, maklumat pelayanan publik pemerintah daerah, manajemen PTSP,
Pelayanan Secara Elektronik, SDM dan Pelaporan. Permendagri tersebut merupakan
panduan bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan PTSP prima.

Perkembangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang
Terintegrasi dan Terpadu sampai dengan akhir tahun 2021 vyang telah
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah terintegrasi
dengan Online Single Submission (OSS) dan sudah berbasis elektronik serta dilakukan
dalam satu pintu/satu tempat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mencapai
80 daerah dengan realisasi sebesar 14,73% persentase kinerja sebesar 105,26% dari
target capaian sebanyak 76 daerah atau 14% dari total target 543 daerah. Adapun
rincian daerah yang telah menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

yang Terintegrasi dan Terpadu dapat dilihat pada Lampiran 12.

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN @

A



BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

CAPAIAN KUALITAS LAYANAN MANAJEMEN DAN

. DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA UNIT KERJA ESELON |

a. Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerh Tahun 2020-2024 dan
Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, Ditjen Bina Administrasi melaksanakan
Reformasi Birokrasi yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri
melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah
Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun
2020-2024 yang ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 100-444 Tahun 2019 tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah melaksanakan
Reformasi Birokrasi dengan nilai capaian 36,30 dengan memenuhi 8 (delapan) area
perubahan:

1) Manajemen Perubahan

Ditien Bina Administrasi melaksanakan perubahan secara konkrit yang

pelaksananya telah diformalkan dalam:

1. Kepmendagri Nomor 061/242 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi d
Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran
2021,

2. Keputusan Dalam Negeri Nomor 061/236 Tahun 2021 tentang Tim Agen
Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun 2021; dan

3. Rencana Kerja yang telah diselaraskan dengan Roadmap yang telah diformalkan
dalam Nota Dinas 060.1/097/SEKR oleh Sekretaris Ditjien Bina Administrasi
Kewilayahan.

2) Deregulasi Kebijakan

Harmonisasi kebijakan dalam sistem perundang-undangan telah dilaksanakan dengan
mengidentifikasi, menganalisis dan memetakan sinkronisasi setiap kebijakan untuk
meminimalisir kemungkinan terhambatnya proses penyusunan peraturan perundang-

undangan dan/atau bentuk penyimpangan lain yang akan menghambat kinerja
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organisasi dengan Matriks Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Bina Adminstrasi
Kewilayahan 2019-2020 dan Surat Sekretaris Ditjien Adwil Nomor 188.32/1509/BAK
tentang Penyampaian Matrik Usulan Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tahun 2021.
3) Penguatan Organisasi
Ditjen Bina Adwil telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan mempedomani
kriteria umum penyederhanaan struktur organisasi. Adapun Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 62 Orang dengan rincian:
a) Pejabat administrator sebanyak 6 orang
b) Pejabat pengawas sebanyak 56 orang
Tahun 2021, Usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
sebanyak 7 orang.
Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN, Ditjen Bina Adwil telah
mengusulkan 4 JFT baru bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan yaitu:
a) JF Pamong Kewilayahan;
b) JF Pamong Kecamatan;
c) JF Penata Perizinan; dan

d) JF Penata Trantibumlinmas
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4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
a) Dalam melakukan revisi anggaran, memperhatikan status kegiatan
b) Jika merupakan kegiatan utama akan dipertimbangkan untuk dilakukan revisi
c) Tersedia pedoman pengukuran indikator kinerja untuk mengukur capaian kinerja
dan penilaian capaian kinerja
d) Peningkatan kualitas SAKIP didukung dengan Penelitian Term of Reference (TOR)
bersama Pakar/Ahli Perencanaan.
5) Manajemen SDM
Dalam mekanisme inovasi manajemen SDM, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
telah melaksanakan inovasi, sebagai berikut:
a) Sistem Informasi Kepegawaian Ditjen Bina Adwil telah menggunakan sistem
secara terpusat melalui SIMPEG Kemendagri
b) Sasaran Kinerja Individu telah ditetapkan dalam SKP
c) Upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat sesuai dengan Standar
Kompetensi Jabatan secara bertahap.
Pelaksanaan penguatan akuntabilitas kinerja, Ditjien Bina Administrasi Kewilayahan
melaksanakan sebagai berikut:
6) Penguatan Pengawasan
Ditien Bina Administrasi Kewilayahan telah melaksanakan inovasi sistem penguatan
pengawasan, diantaranya yaitu:
a) Telah dibangun unit pengendalian gratifikasi Ditjen Bina Adwil dalam bentuk
(formulir gratifikasi & etalase pengendalian gratifikasi)
b) Aplikasi SAPA & LAPOR telah tersedia di Website Ditjen Bina Adwil
c) Telah diperolehnya Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Anti Penyuapan Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan
d) Pelaporan LHKPN telah dilaporkan secara menyeluruh melalui aplikasi E-LHKPN
KPK, sedangkan pelaporan LHKASN dalam proses tindak lanjut.
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7) Penguatan Pelayanan Publik
Dalam penguatan pelayanan publik, Ditjen Bina Administrasi Kewilayaha telah
melaksanakan:
a) Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Konsultasi
b) Pengembangan SIM Ditjen Bina Adwil
c) Optimalisasi pemanfaatan Website Ditjen Bina Adwil
d) Pelayanan Eksternal yaitu Optimalisasi pemanfaatan Website Ditjen Bina Adwil
dan Optimalisasi Penanganan pengaduan melalui SAPA dan LAPOR

e) Pelayanan Internal melalui Katalog Layanan Kesekretariatan

b. Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Ditien Bina Administrasi Kewilayahan sebagai salah satu pelaksana Unit Kerja
Eselon (UKE) | yang membina, mengawasi dan memberikan dukungan manajerial
terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon Il
lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Pada tahun 2020, salah satu UKE Il yaitu
Direktorat Toponimi dan Batas Daerah telah meraih predikat sebagai Unit Kerja dengan
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan tahun 2021, 5 (lima) UKE Il telah diusulkan kembali
untuk pembangunan zona integritas di lingkungan Kemendagri, dengan rata-rata nilai
capaian sebesar 85,6 dengan rincian yaitu:

1) Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dengan nilai capaian 88,5

2) Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, dengan nilai
capaian 92,74

3) Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Antar Negara, dengan nilai capaian
75,05

4) Direktorat Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan nilai
capaian 83,79

5) Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, dengan nilai

capaian 88,5.
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C IV. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN

Program di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri dan Perjanjian Kinerja Tahun
2021. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh masing-masing unit kerja harus dilaporkan secara berkala (triwulanan) baik secara
keuangan maupun secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam
Negeri Tahun Anggaran 2021, bahwa total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan Tahun 2021 sebesar Rp. 163.970.793.000,-. TA.2021, kinerja
program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan. Adapun perhitungan penggunaan anggaran berdasarkan pada nilai riil
yang sudah SP2D (disahkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu), dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Tabel Total Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-kewenangan

No. Kewenangan Pagu Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) %

1. Pusat 131,429,328,000 129,722,144,218 98.70
2.  Dekonsentrasi 29,691,465,000 27,796,076,230 93.62
3. Tugas 2,850,000,000 2,698,459,385 94.68

Pembantuan
Total 163.970.793.000 160.216.679.833 97,71

Tabel 3. 4 Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja

No. Jenis Belanja Pagu Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) %

1.  Belanja Barang 121,387,197,000 117,749,253,766 97.00
2. Belanja Modal 4,516,252,000 4,511,773,293 99.90
Belanja Pegawai 38,067,344,000 37,955,652,774 99.71
Total 163.970.793.000 160.216.679.833 97,71
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Tabel 3. 5 Total Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-Jenis Kegiatan

No.

Jenis Kegiatan

Pembinaan Penyelenggaraan
Hubungan Pusat dan Daerah
serta Kerja sama Daerah

Pembinaan Kawasan, Perkotaan,
batas negara, batas wilayah, dan
toponimi

Pembinaan Penyelenggaraan
Urusan Ketentraman, Ketertiban,
Umum dan Perlindungan
Masyarakat

Pembinaan dan Pengembangan
Jabatan Fungsional
Trantibumlinmas

Layanan Legislasi dan Litigasi
Bidang Administrasi Wilayah

Pengelola Keuangan, BMN, dan
Umum Bidang Administrasi
Wilayah

Pengelolaan Komunikasi dan
Informasi Publik Bidang
Administrasi Wilayah

Pengelolaan Organisasi dan
SDM Bidang Administrasi
Wilayah

Total

Pagu Anggaran

(Rp.)

48.143.024.000

25.783.674.000

21.538.258.000

2.207.174.000

1.635.700.000

60.180.358.000

2.298.230.000

2.184.375.000

163.970.793.000

Realisasi
Anggaran

(Rp.)
45.936.422.319

24.791.375.863

21.253.150.406

2.168.604.510

1.620.665.111

59.976.487.588

2.291.425.660

2.178.548.376

160.216.679.833

%

95,80

98,15

99,43

98,47

99,23

99,70

99,76

99,74

97,71
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C V. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
(& serana dan Prasarana

1) Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, memiliki

tanggung jawab terhadap pelayanan kepada pejabat serta seluruh pegawai yang
meliputi penyediaan sarana dan prasarana demi menunjang seluruh kegiatan Direktorat
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, adapun sumberdaya yang dimiliki dalam
mendukung kinerja Ditjen Bina Adwil tahun 2021 yaitu seperti Peralatan dan Mesin
sejumlah 3.701 buah/unit saldo per 31 Desember 2021, aset Tetap Lainnya sebanyak
22 buah/unit saldo per 31 Desember 2021, dan Aset tetap yang tidak digunakan
sebanyak 129 unit buah/unit saldo per 31 Desember 2021. Setiap penjabaran sumber
daya yang sudah disebutkan tersebut akan dilampirkan pada tabel dengan judul
Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel Rincian Per-Sub-sub
Kelompok Barang Tahun Anggaran 2021/Lampiran XIII

2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 sumber daya berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

{ b) Sumber Daya Manusia }

Total pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Tahun 2021 sejumlah

401 pegawai yang terdiri dari 270 Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 131

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian sebagai berikut:

No Unit Kerja Eselon Il Jumlah Pegawai
PNS Non PNS
1. Sekretariat Ditjen Bina Administrasi 67 pegawai 55 pegawai
Kewilayahan
2. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan 40 pegawai 24 pegawai
dan Kerja Sama
3. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas 48 pegawai 8 pegawai
Negara
4. Direktorat Polisi Pamong Praja dan 40 pegawai 19 pegawai
Perlindungan Masyarakat
5. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah 35 pegawai 16 pegawai
6. Direktorat Manajemen Penanggulangan 39 pegawai 9 pegawai
Bencana dan Kebakaran
Total Keseluruhan 269 pegawai 131 pegawai
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Pada tahun 2021 Ditjen Bina Administrasi Kewilyahan memiliki 17 (tujuh belas)

sistem Aplikasi berbabis web-based, 1(satu) layanan publikasi berbasis web dan 1

(satu) layanan penyimpanan dan berbagi data.

HASIL EVALUASI INTERNAL DITJEN BINA ADMINISTRASI

KEWILAYAHAN TAHUN 2021:

Ditien Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021 telah melaksanakan seluruh
kegiatan dengan anggaran yang dialokasi sebesar Rp 163.970.793.000 dan realisasi
sebesar Rp 161.242.944.481 dengan persentase 98,34%. Dalam pelaksanaannya,
tentu terdapat beberapa kendala dan hambatan yang telah dievaluasi secara internal
oleh Tim APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Dokumen
Laporan Berkala Triwulanan Ditjen Bina Adwil yang berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang dilaksanakan pada tanggal 9 — 11 Februari
2022. Adapun beberapa evaluasi dimaksud sebagai berikut:

a) Capaian Kinerja Belum Konsisten dengan Realisasi Anggaran

Target Kinerja pada masing-masing Unit Kerja telah diuraikan dalam Perjanjian
Kinerja Eselon | hingga Eselon IV dan Pedoman Pengukuran Kinerja Ditjen Bina Adwil
Tahun 2021. Pada capaiannya terdapat beberapa kendala seperti masih
berlangsungnya pandemi covid-19 sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa kali
refocussing anggaran yang mensyaratkan tidak terhambatnya dan terkendalanya
kegiatan dan target kinerja unit kerja, namun terhadap adanya mekanisme pemotongan
anggaran tersebut mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian waktu pelaksanaan
kegiatan yang telah disusun di awal tahun sehingga berpengaruh pada realisasi
anggaran. Setiap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai waktunya tersebut
disebabkan karena melonjaknya kasus Covid-19, dimana PPKM dan Work from Home
diberlakukan hampir kepada setiap pelaksana kegiatan.

Menyikapi hasil evaluasi ini, pada Tahun 2022 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
melalui Bagian Perencanaan membuat Instrumen Pengendalian terhadap Mekanisme
Anggaran berupa Form Checklist Revisi Anggaran yang akan berpedoman pada

Kerangka Acuan Kerja masing-masing Unit Kerja ketika akan mengajukan revisi
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BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

anggaran, mekanisme ini akan memudahkan dan mengantisipasi terjadinya
inkonsistensi capaian kinerja yang diuraikan dalam target dan pelaksanaan kegiatan.
Untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal, maka dalam penyusunan program
dan kegiatan perlu memperhatikan target indikator kinerja yang akan dicapai yang

diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja.

b) Kekhwatiran dalam melaksanakan pengadaan barang jasa (jasa
konsultan, jasa lainnya dan kontruksi)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi

Anggaran, terdapat 2 (dua) jenis belanja barang dalam mekanisme belanja
penyelenggaraan pemerintah pusat, yaitu Belanja Barang Operasional dan Belanja
Barang Non Operasional. Kegiatan pengadaan barang jasa yang didalamnya terdapat
jasa konsultan, jasa lainnya dan kontruksi termasuk pada klasifikasi belanja barang non
operasional yang target kinerja dan satuan kerjanya bersifat eksternal. Dalam
pelaksanannya terdapat beberapa kendala yang menjadi kekhawatiran kegiatan belanja
non operasional salah satunya belum adanya quality control terhadap dokumen
pengajuan kegiatan belanja jasa konsultan, jasa lainnya dan kontruksi, maka pada
Tahun 2022, Ditjen Bina Adwil melalui Bagian Perencanaan telah membentuk Tim
Quality Control terhadap dokumen-dokumen pengajuan belanja jasa konsultan, jasa

lainnya dan kontruksi oleh masing-masing unit kerja yang mengajukan.

c) Untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja, perlu dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut:

Penyusunan Pedoman Pengukuran Kinerja yang disertai dengan dengan
ketersediaan data dukung (evidence);

Pemetaan target kinerja bulanan/triwulanan untuk setiap indikator kinerja;

< 3. Pemantauan kinerja secara periodik bulanan/triwulanan.
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BAB IV
PENUTUP

Capaian Kinerja yang tersaji dalam Laporan Kinerja Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan tahun 2021 merupakan cerminan atas pelaksanaan kegiatan dan capaian
kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2021, yang merupakan media
pertanggungjawaban dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri
dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 060-415 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024.

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN @

A






www.ditjenbinaadwil. kemendagri.go.id e ditjenbinaadwil u Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan




m (I X %6°1.2) + (NI X %S 0p):
-+ (VX1 X %9°L¢) ueye sejjeny syepuj uep ‘esepn:
. sejllenyl syapu| Iy sejijeny syapu| jsodwoy:

(HTYI) dnpiy;
ueBunybul| sejieny s)epu;

NVONNYONIT
NVNVHY13%

- 0) mjeuaq BA jsiodoud uebBusp sewijwnqpuess
: uesnun }njun snsnyj MNI uep MSI ‘Mdl Hsodwoy:

: (001 - 0) nyepaq buek:
- 1s1odoud ueBusp MmNl uep MSI ‘Mdl dsodwoy;

sewiwngpues;
InpnJisedjul O_me_m

UNLINYLSVHANI
NVYNVHVL3M;

: (%) uasiad snjesas ijeyip uejeliaq unye) qgdv:
: ueynun|asay lejiu pyj eueouaq uebue|nbbueuad:
Isiodoud:

: ueeuesyejad ynjun agadv

euedusq uebuenbbueusd:
uesnin ueeuesye|ad:

Ymun agdv [elIN:

: (%001 x J9ysuel] eueq </avd <) Jojsued];
- eue@ ueisesaq depeyid} gvd uelesaq Isiodoid:

INONOM3:
NVYNVHVL3M:

: (%001 X npnpuad {/jaqeyp:
:ynpnpuad () uasiad snjesas ueyijeyip ynpnpuad:
: yejwn( jejo} pyj |2qeyip ynpnpuad yejwnl isiodoid:
SR T T S e ettt
: ) uasiad snjerss ueyieqip ynpnpuad yejwnf
:|ejo} pyj} upf -siw ynpnpuad yejwnl isiodoid:
: el1eyaq ynpnpuad {/eliay eisn ueynq ynpnpuad )
: snjelas ueyieyip jynpnpuad yejwnl [ejo) depeyss):
. Isiodo.d:
e T T g G o
: <) smesas ueyijeyip uendwaisad ynpnpuad yejwnf

cel1dy eisn ueynq Ynpnpuad yejwnl

- depeysay e -pje; ynpnpuad yejwn( isiodoid:
............................................................................... ( .._.mw.v._.m..._.._.\.m}._..am ............................................................
- 16asiad  Jsjowopy Jad  ynpnpuad  yejwnr:

IVISOS:
NVYNVHVY.LIM

SVIANITANNGILNVYL NVVIVOONITIANId SMIANI NIWNAULSNI

I NVAIdINV

(%S2) YNVON3g

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

: (%) uasiad snjesas ueyieyip:
: gd eueleseid-euelies uep gd sdojepsnd ueueAej:
- jedepuaw  BA esebau ebiem yejwn[ Isiodoid:
S AT
: snjesas ueyieyip ynpnpuad yejwnf jejo} depeyts):
- ueynejad ny1 BA esebau ebiem yejwnl isiodoid:
S AT
- shjesas ueyjijeyip anjeiede yejwnl |ejoy depeyts)
- ueypejad ny1 BueA unjesede yejwn[ isiodoid:
- (%) uasiad snjeias ueyi|eyIp ISeIjISUOYAI UBWINYOP:
- yejwn[ [ejoy depeyss) |ebaj/yes ueyejeluip uebuap:
- ledwes [seljisuoyal usawmjop yejwn[ isiodoid:
e e el Tes T o
‘ ddy uswnyop yejwnl [ejo} depeyss) |ebsjyes:
- ueyejeAuip BA gdy uawnyop yejunl isiodoid:

: (%) uasiad snjeias ueyieyp ynpnpuad:
: yejwn[ [ejo} depeysa} euesusq uemel ISeuwLlojul:
- yajosadwaw BA gyy 1p ynpnpuad yejwnl isiodoid;
e A S e
S gy)M uswmjop yejwnl [ejoy depeyss) [ebsjyes:
s ueyejeAulp B6A gyy uswnyop yejwnl i1siodoud:

Jeynjag yewsas:

aAoubuepy/neyeg ueny:

Wwe[y UejnH sejsuajuj;

Bunpui uejny sejsuajuj;

: (urod) emel g seynjeq yewsas:
. ‘onosBuewneyeq ueny ‘wefe uelny ‘Bunpuil:
- uelny ueseqas sejsudjul isiodoid jebaibe Joys:

HOLVMIANI I1SdIdIMS3d

9d eueJseseud:

-eueles uep gd sdojepsnd:
ueueAe| jedepusw 64 esebau:
ebiem yejwnl esejussiod ‘gl

|ebs| /yes ueyejeAulp uebuap:
ledwes gdy uswnyop:
uelessjeAuad asejussiad /|

ueynejad 1ny1 buek L:H\Emamm
yejwnl asejuasiad ‘9|

|eba| /yes ueejeAulp:
ebbuly Iseljisuodas uswnyop:
ueless|aAuad esejuasiad ‘G|:

|ebs| /yes uesejeAulp uebuap:
ledwes g4y uswnyop:;
ueless|oAuad asejuasiad ‘{1

BUBOUS( UBWEIUE:

siuaf lensas eueouad:

UBMEJ ISBWIOJUI Ydjosadwawi;
BA g9 1p ¥npnpuad:

yejwnl asejussiad "¢

|eba|/yes ueyejeAulp uebusp:
ledwes ‘gyy uswnyop:

ueye] cmhmo_mwm

dO1VMIANI

: VNVON3g NV
uelesajohusd esejuesied 'zl: ONVINOONVNI:

ISNINIA

NVSNdN 9ns

z
<
<
%
=
=
L
X
%)
<
o
T
2
Z
=
a)
<
<
Z
o
-
<
o4
L
a)
z
L
w
T
<
@
O
T
%
L
x
a
N
o
N
<
<
4
w
z
¥
z
<
o
o
o
<
-~




:m_Esq......u.&.....m»mc.mc..m.m.mmmmm......um.mm.mm.m...,.....w:.w_.._.._.mmw................... c mgmgcmwmz,mv_mvma ........................................ .............................................. @

g4y eped epesaq BA yewns yejwnl isiodoid: epesaq BA yewn. yejwnp: NN : :

s (G5 o e

: snjesas ueyieyip ueuefejad ewsuaw eAusnieyoss:

:B6A uequoy yejwnl pyj jeisosoyisd ueBunynp:

: ueueAlejad:
ewususw BA eueouaq ueqqoy yejwnl 1siodoud:

|eisosoyisd cmmc:v_sum
ueueAe| ewnsusw buek:
BUBOUS( UBQIOY Yejwn( "9g:

: (%) uasiad snjesas ueyijeylp: IqIjwip bueA:
: piipwip Buek uebundweuad jedwa) seysedey |ejo): IsbunBuad uebundweuad:
: depeyua) i1sbunbuaw Bueh ueqioy yejwnl isiodoid; Jedws) yejwnp "Gz
R e (7)o R m
: snjesas ueyieylp jejedasd) BA eueouaq ueqoy: Buepues:

W:N_Es_ |ejo} depeyts} Buepues jeyed uenjueq: joyed uenjueq ewnsusw buek:
- ewpsuaw BA eueousq ueqsoy yejwnl isiodoid:  euedusq UBQIOY YElWN( “HE:

(%) uasiad snjesas ueyi|eyip jejed.d): ueueye

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

: BA eueouaq uequoy [ejo} pyj ueueyew uenjueq: uenjueq jedepusw buek:
- jedepusaw BA eueosuaq ueqoy yejunl isiodoid: EBuedUSQq UBQIOY YBlWN( "CZ:
a T e e D e e
:yejwn[ |ejo} depeyss) euesusq ueueBueuad: wejep jiye bueh sebnjad:
‘wejep jpe BA  sebmad yejwn[ Isiodoid: yejwnl asejuasiad "¢z:
........................................................................................................ e
: (%) uasiad snjeias ueyieyip wefl jeiniep snjejs depas ynjun:
: 2 npjem [ejo} py} euedsuaq jeintep snje}s denes: wefl $Z 1lep Bueiny uodsa.:
ynjun wel pz uep Bueiny uodsai npjem isiodoid: uejedaooy asejussiad Lz
: : (g7M) eselq;
: (%) uasiad snjeuas: Jen| ueipeloy snjejs denos:
cueyieyip wel pz npjem [ejo} pyy g1y Sne)s: ymun wel g Wep uodsa.;
- depas ymun wef $z uep uodsal npjem isiodoid: uejedaosy asejuasiad "0z
e e e e e
:yejwn[ |ejo} depeyssy uebBunpuised uejejesad: uejelelad jedepusw Buek:

‘jedepusw BA eseBou eBiem yejwn( Isiodoid: eiebau ebiem asejussiad ‘6l

HO1VMIANI I1SdIdMS3d dO1VMIANI ISNINIA = NVSNdN 9ns




m>:w=._m:mm ..... Busk usiningey depeuisy m...w.cm_.m,.....................c.mgm._..mmm.mmvmmcwmm ........................................................................................
uebBuepeosuad 1se)o| uep ‘uesen| ‘yejwnl 1siodold: Isexo| uep ‘uesen| ‘yejunp ‘GE:
b (sl
: snjeJas ueyjljeyIp euesuaq ueq4oy emilyyebbuey ISE}I|ISed);
- yewnu yejwnl depeysa) isejljise; -19) BA eueosuaq: BueA eueousq ueqioy emil/:
- uequoy emifjyy febBue} yewns yejwnl isiodoid: MY /ebbue) yewns yejwnp “4¢:

R () asiad s

: snjesas ueyljeyqip eAusnieyss BueA ueyningay: ele} uswas [ebbury yedway
- : depeysa) esejuswds ueluny 1peflusw ueye: Ipelusw ueye BA emes yewn.:
< - BueA emas yewnu iseyo| uep jun yejwn( isiodoid: ISex0| uep jun yejwunp "gg:
= R B S R
m : snjesas ueyljeyip ueq4oy yewna jun yejwnl jejoy ubp |ensas |seyo[aJ/nieq;
- : Py} Isye euedual lensas Iseyojas /nieq unbueqip: unbueqip 64 eueousq;

BA euesuaq uequoy yewns pun yejwnl 1siodoid: UBQIOY yewnt Jun yejune ‘ze:
R A P e R T
S ueyleylp eueduaq Uueq4oy Yewna jun yejwnf  |sye euedual uebusp |enses:
: |ejo} py} Isye eueduas lensas ljequwdy unbBuedqip: Ilequay unbueqip BA eueousq;
- Buek euesuaq ueqioy yewnu jun yejwnl isiodoid: ueqioy yewnd jun yejwnp “Lg:

(%) uasiad snje.ss: :
uejieyip euedusq ueqioy yewnt yun yewnl oup oyeoys) ueBusp ieNses:
|ejo} depey.a) Isye eueduad Iensas Isejljigeyalip: Iselljigeya.ip bA mc.mocmnw
BueA euesuaq uequoy yewns yun yewnf 1s10doid: eq0y yewns yun yejwne -og:

" (9) uasiad snjesas: "
“ueyqieyip emil yy/ebbuey yewns yeqwnl |ejoy Weje eUBdUaq BUSNJS)
: depeysa) weje eueouaq eudysa) eAuyewns Buek  eAuyewns Bueh ueqioy emil:
- uequoy emilfyy febBue} yewns yejwnl isiodoid: M /ebbue) yewns yejwnp “6g:

(%) uasiad snjeias:

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

ueyieqip epe BueA yewna yejunl [ejoy depeyus): weje eueouaq mcmvtﬁm : :
. weje eueduaq eudysd) BA yewns yejwnl isiodoid; BueA yewns yejwnr "gz:
e bedostodof oot o v Mestd T ofopppfooti et Dessbutoatete- O deriveboioc AT ; m @

(%) uasiad snjeias ueyijeyip ueyyningip 6A :m::_._m eueouas uep (g4M) mcmocmgm

. HOLWMIANI ISdIYMS3a HOLWMIANI ISNIWNIA ~  NVSNdN 9ns




‘eped smjopaq ueynejad uexeuesye|ip smxma«.m ueme|ay cmmc_ngn_m @

" ISeNyeAS ueylje| ynsew.s):
_m:o_mov.o._a:muv___o_sncmv:mo___oEmAcm‘_mcmmmv_cmvcmx_v_ccmam

: BueA 1senyena ueyije| uep yiyesd ueynyejdw jiye: uesad/uajew depeyssy;
‘ uep ueieyeqay ueqloy IsenyeAd 8jnl unsnAuau yiignd ueseded) yignd:
: yeld)  (yejssyueqweq Qdo) Yessep yeyedy: uelepessy Uep UBYIpIpUSd:
R S SKiitBBuUBNBBLBSY i
: yedep yej9) ‘eAuuebuenbbueuad uep ueyebosuad: uep ‘ide ueseqoAuad: SSINAIUVLIUC:
: ‘ueaeyeqay eAeyeq Buejua) uenyejabuad: ueyebeouad ‘ueleredsy; ANV SSANIUVMY:

m_m:om:mE Inpinisiay Isesijeisos eAedn yeyedy: eAeyeq Buejusy cm:cﬁmmcwn_m MSIY TVNAIAIANIE

uelejiuad ejeys uebuap:  (Jseqweq NJS ueynuaswad):

lensas }nqasia) ueredeosuad Iejiu ueyliaq ‘Jejwe(q: uejewe|aAuad uep:
: INdS ueredeouad ueBunyiyiad uebuap uepesaq:  ‘uelexeqgsy uebuejnbbueusd:
uejuaqip yejd) BueA uenjualey ueyiesepiag: suodsal sejAa)3:

: ueieyeqay:
" ueyeuesye|ip: uemel BueA npjnijsespur uep:
canpinayseyul uep  Bunpsb  ueunbueq ide: ueunbueq Ide ueynbbuejey:
: ueynbbuejay ueyjebuiuaw ehedn euew ynelog: uexjeybuiusw ededn;
A vt el B b stk el S sl - S e o

. ueeseyljowad uep uellnbuad:
:  ueyeuesye|ip jedep ye|d} ueieyeqay ueyebaouad: ‘Isyjadsul) ueieyeqa;
- uejelbay uednyeo sen| edelaqag | 9seUdSOId: ueyebaouad uejelbad):

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

adoO) Yyesaeq jeybueiad _mmm_:mmgow :
wm:mv_ BUBOUDY Uep ‘(dMY) Yeseeq Yejuuswad: (%02):
-el19)] eueouay (QNrdy) yeiaeq yebuaus|y eybuer: yeloep: SNOILNLILSNE
‘ueunbuequiad euesudy ‘uswnyjop ueunsnAuad: ueeueoualad ueunsniuad: anyv: (%52)

JONVNYIAO0D: NVAVMVE3IN

‘wejep ueyBuequiiadip oyisl Jopjey euew ynefds:  welep oyisu ueBuequiue

(%) uasiad snjesos :mv___mv___um

HO1VMIANI I1SdIdMS3d dO1VMIANI ISNINIA = NVSNdN 9ns




Jesaq bueA yedwep uebusp ueieyeqay olLIBUI)NS: "
- idepeybuaw ynjun sepuejs 9y ide ueynbBBuejdy:  ||p ‘ueseseqsy ueynbbuejey;

m:mv_awv_m:_:o_.: ynjun yeybuel-yeybue| jiquebusw ueyiebulusw ynjun siusiq:
- slusiq yijiwad njueqwiaw ynjun judsul eAuepy: Isesiuebio epede) Jjussu;
Eremaientassanseesssastanenssnesesnssesessns tnsennasnsssssnnsssnanases shinsnsasnsssians S A T

Ip sejise; uep Bunpab ueunbueq ueseyeqay:
cojis  ejojpbusw  uep jBueinBuaw  ‘repluaws :
:)jnjun  jeqiue} Isueinse Jo)¥ds euew ynefag:  [SUBINSE I0}YSS BUSS UBISd:

M ] uejewe|dAuad uep ueieyeqay uebuejnbbueuay: ueieyeqoy:

-4 ‘seulq sebn} ueeuesyejod elioury ueiedeosuad:  oyisu depeyis) ueynbbue)ey; :

m ‘uep NdS ueynuawad ynjun pyaje euesas: ueledeouad ynun ueynpadip: (%02):

S - ueyiseyolelp Buek (qgdv) yesseq ueunbuequad: BueA uejeiboy enwas:  ALITIGVNIVLSNS:
- uelsebbuy (%) asejuasoid yeyedesaq: njun uebuensy ueeueouslad: ANV ALIDVdVYD:
- ‘4esep ueuefejad ueynuawad ehAedn weje(: uednynoay Uep uelepesay): JINONODF

uesexeqay eAeyeq depeyisy;
ueynbbuelay uexieybuluswi:
ynun uesejequad:

yeAem ip ueeyesniad:

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

: eAuuie| yeAejim neje uesejequad: ‘Isuinold ‘ejoy/usredngey;
- yeAejim 1p yessep uebBusp ewesitaq ueseleaquad: uebusp eweseliay;:
- uep ‘Iseulp.iooy ‘ewesel1ay uejelbay: uep uesefejoquiad eAedn:
.............................................................................................................................................. R

: epeday ueieyeqad)
: uebBunqueuisayiaq: ueme|ay sebny/ueleyeqay;
{BIBD3S  UB)NYeE|IP Ye9) UBJE)}EqdY UBMEJA. uebuenbbueuad:
: sebn} uep uelbeq 1ebegas ueieyeqay ueyebaouad: uep ueyebsouad:
 eAedn jeuabuaw Buuojuowjueynejdd yeyedy: eAedn/ueyneled ueeuesyelod;
b TGS SR ” m m
- epeday jeji9) eyweq AdO Mep uepnfuejayuaq;
‘uep bBuelusfiaq eiedcds Niqnd uejewe|asay: @
uep ‘uele)eqa) UBJeWE|9SdY ‘ueleyeqa) OyIsL: yesaeQq uelexeqady;

HOLVMIANI I1SdIdIMS3d dO1VMIANI ISNINIA ~ NVSNdN 9ns




T m—— T ——— A @
ynef yesel ejep ueuedwiAuad: ueded ‘uebued :iesep ueuele|:
c1seyo] Ip uedwisip BueAk ‘yiexa)  1seylde: 9 sesye) Jesep uednplya;
:uep Bupuad ueyipipuad ejep (%) asejusasold: HBunynpuad waisis ) sOSYY:
R S G
: 1p ueydesayp jedep uep ‘Bunsbueliaq snia) sniey:

gnd 8y ueueAe] yejepe Liesepusw BueA ewejn:

. |JeH “1wapued jees eped (O ) 10juey Lep eliayaq:

‘uep (H}M) yewns uep eliayaq uexyeuesyedw:

ynjun eyesn uepeq uendwewsa) yejepe siusiq: m
: uebunquweulsey ueeuesuasad Ynuaq Yojuoo: (Buiuueyd:
:jleq Buek siusiq ueBunqueuisay euedudy: Aynunuos ssauisnq) siusia:
- Djijjwaw  BueA sjusig/eyesn uepeq Isiodoid: uebunquieuisey ueeueousIdd;
Lt X
 ueBuap BunsbBuepeq jedep Aianooas ebbulyes:

: gnjeuop uep |esesaq ebnl jedep jeyeseAsews

: epeday uenjueg "yepual uejiseybuadiaq;

- JeyeseAsew epeday ‘iIseinbau uejeselsiad:

fiynuawaw BueA ‘yewny yepag wesboid |esip:

: *A19n0231 sasoud wejep ,YejuLswad ISusAIdluL,,

: uesad ynjuaq wejep ueyeuesye|p jedep Aionoda.

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

: wesboid “jisuayaidwoy BJIE2dS  UeIB}E(]); (%02):

uelpefey eosed Jwouoyd uep uewnnwad: ueieyeqay ueipeley eosed: ALINNILNOD SS3:

: ‘Bunpab ueunBbueq ueyinwad eAedn eAuepy: ueyiinwad ueeueouasad: NISNG/AYINODTY;

........................................................................................................ e R
- 1p (s9@S) s|eon juswdojana(; :

: ueunbuequad Jejid ¥ 196.1ey a|qeureisng) / (9d.l):

: ledesusw ye|a} yesaeq Ip (soas) ueinfuediag: ueinfuejeyieg ueunbuequiad;

- ueunBuequiad uenfn] uejedeouad yejyedy: uen[n| ueledeouad:

S L e

- emisuad suodsasaw wejep yessep jeybuesad: yesseq 1exbueled:

‘uep Buepiq Jejue ISEUIPIOOY eAuesebBusjasia): uep Buepig Jejue IseulpIood):

HO1VMIANI I1SdIdMS3d dO1VMIANI ISNINIA = NVSNdN 9ns




- uejuas BueA i1seindod yodwo|sy }njun ueseyeqady: ejual bueA 1eyeselsew:

ueynbbuejay ueeuesualad IPing  jedepia]: yodwo|ay cmﬂmg__._ﬁoxm
............................................................................ mwbm.wm.m_..—._.mmm .......................... . .mm.c.m.v_m.c._._.._.wmgmv._.m
- ynpnpuad yejun[ uebusp uemejas yejwn| oisey: uep [elsos uebungnyJa)ey;

B B O T
uensequiad ueYLISqUIBW:

" ueleyeqoy ISewoul; uep ewususw ebiem
‘uenseyeqwuiad  uejUdqWIAW  UBP  BWMIBUAWE  ue)uBBunNWaW }NJuUN dUluo:
- eBaem ueyunibunwaw ebbulyas auljuo wajsis Yya|o: wajsis Injejsw JIsedisiied uep:
- Bunynpip BueA 1sedisiied wsajsis ueeunbBuad: Isewlojul wajsls, ueeunbbuad;
.................................................................................................................... T
liep uenjueq euas ‘NS

uep ‘lewe uepeq ‘yessep:

1e)buelad yajo ueyelpasip:

uep npjem jeds) Buek:

. uenjueq sesyebusw ymun:

: ynsew Buek uebuenay: ebbue) yewnu uendwewsay;
: uenjueq uesieosuad uep uenjueq luebueusw ynjun: ‘leisos uewebuad:
- ‘ueseyeqay eosed ueinjebuad wa)sis ueeipasialy: Buuel waeysis ueelpasia}ey):
S e |
ueieyeqay uemejas ueeulquiadjyeyeselAsew: ueme|ay) sejunwoy uebuuel  (%0Z)ALIOVIVD:

Z
<
&
o
=
<
-l

z
<
<
%
=
=
L
X
%)
<
o
T
2
Z
=
a)
<
<
Z
o
-
<
o4
L
a)
z
L
w
T
<
@
O
T
%
L
x
a
N
o
N
<
<
4
w
z
¥
z
<
o
o
o
<
-~

m_www_:m?o uenwalad uelipeysy uep Isudnyald; sejApee uep uednyed:; IVIOO0S:
R O R R
:ynun uejeunBiadip uep 1sebiysaAul uejelbay: :
- uebusp  pnluepjepunip  BueA  uejewedAuad: ueleyeqey emisuad:
-uep ueleyeqdy uelpeldy (%) osejuasoid: lep uelelejpquiad sasold;
........................................................................................................ T
: ueseyeqay eAuipelia) Jeqnje (q1qnd: eueles ‘bunpab ueunbueq:
‘eueses uep Bunpab ueunBueq sepjeuoisbung  seyjeuoisbuny eAuuninuswi);
- ueununuad %) uejesnid)y eAusesaq yeyedelag: ueyesnuay 1exbul|:

(uexnpnpuaday Isew.oy

HOLVMIANI I1SdIdIMS3d dO1VMIANI ISNINIA ~ NVSNdN 9ns




ueqiualey ueesebbus|eAusd:
Jexs) ueyeliqey/3s/isenba;

. Isesl|eIsos eAuepe:
..................................................................................................................... sioviide Ustieuisd i
Nepnr/siunr/dos/iseinbai;
ynjuaq wejep:

1esjesehse|\ uebunpuiod:
ueelebbus|aAuad:
uewopad eAuepe:

yesaep Ip:

w<_>_z_._ ISONN4 uejexbuluad:

: 1exu8) BjOY/ qey/Isulnoid:
yexbun (ado):

seulp ejedsy uexdelayp:

BueA ueinje/ise|nbas eAuepe:

SVIINITISONNS eped:
yesebusw Buek qNrdy Hep:

ueibeq Isi\ uep IsiA eAuepe:

SVYIAINIT ISONN HexJsl:
(eo3ileM/mEdNg/INUIBGND);
yesseq ueuidwid ueydejs)ip:
BueA ueinje/iseinbas eAuepe:

¢eAuueiebbue:

edelaq ‘Ises||eals);

yero) buek SYIANIT:
ISONN4 yiexus) epwad:
uejelbey/weibold eAuepy:

SVIANIT:
_wOZDu_ Hexs) dnrdy wejep:
. uelsebbue |sexo|e eAuepy:

eAuisedisijied 1pynq :m_u

HO1VMIANI I1SdIdMS3d dO1VMIANI

z<x<2mm¥

NVHVOONY:
NVQ NVLVIO3N
WYA90¥d

(%S2)
SVINITLVYS
NIWIrVYNYIN

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

ISNINIA

NVSNdN 9Ns




uep eueduaq ‘sewuewngly
: uenbbueb ueuebueuad welep: VNVYVSVid
: eueleseld uep eueles eAuepy: -VNVIVS:

unye} o¢ Uep yigs| Ipgebusu;
BueA SyINNIT elobbue:
epeday (ueebieybuad):
piemal uelsquad eAuepy:

Isejsaldiaq;
BueA SyYINNIT elobbue:
epedsy (ueebieybuad):
. . piemal uelsquad eAuepy:
............................................................................................................................... Gieen s S
ejobbue uep sewur:
sebjeg 16eq |NQS selsedey;
- ueyeybuiuad uejelbey eAuepy:
e
uep uejeweosy ‘ejoy/qey:
Ip sewuljies ejobbue:
uep ejoy/gey sewul] sebles:  (INAS) VISNNVINE
© yejwnlxoyod eyep eAuepy:  YAVA ¥AFNNS:
S S, ot S S
: © JexJs) desuoy/elp eAuepy: :
s
- sebjes uexpnjuaquad Buejusy;
: yelsaep ejeday MS eAuepy:

Z
<
&
o
=
<
-l

NVVOVENI 1IN

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

eLes 1eyelefsel;
UBWEJIUS)SY UBp Wnw:

HO1VMIANI ISdIdMS3d dO1VMIANI ISNINIQ ~ NvSNdN dns

1eeIeASeN cmmcsvc_:mn_m @




e e T o o s T T e - @

ISenjeAs uswnujsul eAuepy:

R BT e
yipouad eseoss:
yeJep Ip sewul| uejeibay:
-welboid ueeuesye|ad:
Buuojuow uejeibey eAuepy:
........................................... sish
Ip sewul| uejelbay-welboid:
ueeuesye|ad buloyuow:
(Jo)sewas/uenMmL/uBURING): ISVNIVAZ:
yipouad uswnisul eAuepy: NvA ONIMOLINOI:

nyepaq bueA |SN 1
lenas SYINNIT elsury 1abJe;
ueledeo ueyieyBuiusw yMun:

ue|nb66un weiboid eAuepy:

wnqpued]:
uemel yesaep ueejaswad:
uejelbey-weiboid eAuepy:

SVIANIT NAS:
sejeny uexie)bulusw ynjun:
ue|n66un weiboid eAuepy:

jedwajes |e)0| uejieay:
uebuap ueyiensasip buek:

SYINNIT ueueAe| seyjeny:
uejexbulued welboid eAuepy: ISVAONI

yesaep yejuuawad:

lIEp UBJBYB(SY UBP BUBOUS]:
‘sewuenwingn uenbbueb:
eueleseld uep eueJes:
ueelpasialey ueynuswad:
wejep yeqy /uenjueq eAuepy:

HO1VMIANI I1SdIdMS3d dO1VMIANI ISNINIA = NVSNdN 9ns

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




epexyiad uep eplad:
:  uesebbuejad uemes yehem:
uesebbuejad uemes yehepm: uellepusbuad ueeuesye|ad:

ynun|as eped ejeytaq esesas Asuow eAueuesyela]: Isen|eAs uep BuLIOHUOA:
.............................................................................. mmmw_.._.w.n._..—._.mmm ....................... mv.mw_.bmm_..mmv.m@mm_.m
- eplad ynun|as depeysa} ueyebauad eAueuesyesa]: ueyebouad ueeuesye|od:

epeylad uep epiad:
: uesebBuejed uemes yeheim:
siwnp eAuelpasia): ueliepusabuad siuys) ynfunjed;

epeiad:
: uep epiad uexebsuad:
G_.s_a%_."_ow.ﬁ:a__oews._.m Em_m_on_Omcmmca_:n_m

epexJad;
: uep epiad uesebbuejed:
epeylad uep epiad ueirebbuejad: uemes yedem eped epeyiad:

Z
<
&
o
=
<
-l

uemes yehejim ynunes eped eAuisesijelsosia]: uep eplad Isesl|eIsos;
........................................................................................................ i

: ueiebbuejad: uep epiad uesebbuelad: (02)vavMyad:

- uemes yeAejim yninjes ueejpwad eAueuesyelsa]: uemel yede|m ueejowad; NVd vayad

epeyJad: NVYVOINId: (%S2)

‘uep epidd yninjds ueejowad eAueuesyelia]: epeyiad Uep eplod ueelowad; ISVINIWI1dINE ANNGILNVYL

T S e S A e S
|BUIBISYO-[BUIBIUI) YeIaep:
Ip sewul] ueeuesye|ad:
: Bulioyuow-isen|eAs |isey:
: - ueseyequwad uejelbay eAuepy:
T B s e
Ip sewul| uejelbay-welboud:
ueeuesyejad ueunyey:

Isenjeas uejelbey eAuepy: @

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

yeJep:
Ip sewul| uejelbay-welboud:

HOLVMIANI I1SdIdIMS3d dO1VMIANI ISNINIA ~ NVSNdN 9ns




sebn) ueeuesyejad Em_mvm
WvH ueiebBbuejad ueiode| eAuuelnwajip Mepil:

esap1o lwejebuaw Buek mumm
¥epn uep dOS lensas ueuebueuad eAueuesyelia]:

dOS lensas:
uep ejejiaq eisedds uequauad eAueuesyepd]:

yeyid yninjas epeday eipaw jebeqiaq:
eledas eAuuejyeuesye|iq;

wnquueJy:
depey.a):
Is)a)ep eAueuesyepa]:

injejaw uep Bunsbue|

uenbbueb uemel
ip yebads uep

yeAeim  yninjas
luip

me:m:E:n_am
siwne  eAuelpasia]

ueesebbuajaAuad deybuaj|

wnque.) :m:mm:mmm
eAueuesyea]:

wnqniueu) uenbbueb:
uemes yehejim yninjgs ueejawad eAueuesyepa]:

Isuajod ynunjges  isequiuapl

sebny ueeuesye|ad:
wejep WvYH ueynuswad:
Jexus} Jnjesede ueweyewad:

ueynsniey uep esed ynfun;
ueuebueuad ueeuesye|ad:

yelaep:

yejuswad Bunuad eseoedn:
uep uebunfuny I1sexo| ‘jese:
ueuewebuad ueeuesye|od:

ueyn|nAuad:
uep ueeulquad ueeues)e|od:

uip cmmmom
UBp IUIp IS)8}ep Ueeuesye|ad:

sewuewnqly:
uee.lebbus|aAuad:
siuya) Ynfunjad:

seliuenuing;
ueelebbus|sAuad:

wejep 4OS uebunyng:

wnqgnue.s:
uenbbueb ueyqgeqaiusu;
BueA isusjod Isexuiuapi:

wnqpues) uenbbued:
ueme. yeAejim ueejowad;

(02) sv:
WNITNNSILNYY L
A
JVOONIT1IANIL:
ISVANIWITdINE

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

HO1VMIANI I1SdIdMS3d

dO1VMIANI

ISNINIA

NVSNdN 9Ns




Nas
Isuajadwoy uebuequabuad:

: deybua| eiesas Jeuoisbuny uep |einpinays uejeqel: uep [einpiniis uejeqel Isewlo):
: Isewoy euas ueyningay uebunyysad eAuelpasia]: epss ueyningsy uebunjyiod;
T g e o T T
: deybua| esesas Jeuoisbuny uep: uejeqel eped elioy yun depes: (S1) VISNNVYIN:
- |leanpinyys uejeqel eped eliay jun denss eped elisy: eped eliey uegeq sisijeue uep: VAVA ¥439NNS:

. ejeyJaq eJedas Asuow ekuueynyeiq: IsenjeAs uep BuLIO)UON; z
........................................................................................................ R :
SNdd 1eji1as Dijjwaw yejs) dd jodyes ueurdwid: dd |odjes uveuidwid: w
- eAuuesebbue eipasia) yeja) uep SNdd ueleybuiuad:  SNdd selsedey ueeybuiuad: 2
- uejelbay uep weiboid unsnsip Buepas neje yeja]: uejelbay uep weibold: X
N “ ..... mx.—“—.m.am.t.—.m..m.m:—.bm..m_.v.mw“—.m.ﬂ....F,.—m—.m.ﬂn.mm.m.mmx.mﬂ—.m—...—”h.m.w..q.d.wuh.w.ﬂ.m ........................... W.Z.Lu.ﬁ.mm‘.—y.%mm.m:v.—.m m
m :Ye|d) SNdd ueyningay sisljeue uep BUBJUSY: UED SIS||eue Uep UBBUBIUSISJ: %
m R T A B R e J T e 2
< : eueduas uebusp lensas ueyeuesye|ip Buepas neje: uebuap lensss Isusjedwoy: 2
- ye|d) Isuajadwoy uebueqwabuad ueeuesye|dd: uebuequabuad ueeuesyelod; Z
S T S T @
- uebBusp Bunmynpip ye|dy uep deybus| unsnsis)  Isusjedwoy uebuequsbuad: &
ye|d) 1susjadwoy  uebuequabuad  eueoudy: eueoual ueunsnAuad; m
P P L e s e z
- uep unsnsid} yejd) uejeqel Isusjadwoy Jepueis: Jepuejs ueunsnfAuad; m
AP i b . ik S S i v S eSO T T S m
&
[a)
g
<
&

ueqaq sisijeue uep uejeqe( sisijeue eAuunsnsia]: uejeqel sisijeue ueunsniuad: NIWIrvNVIN: 2

e Eh e i e e e s 1 o s o A S A o BT A s S >

: wejep AVH ueynuawad: o

: e|eyJaq eieoas Asuow efuueynyejiq; IsenjeAd uep BuLIO}UON: : ; m

A A A A A A s AR T 3 A A LA A A A A AR o 5 A X T B AR AR e
: uee.lebbus|shuad: @
e|e)Jaq eiedas Asuow eAuueynyeliqg: Isen|eAs uep BulONUOIA: : ]

HOLVMIANI I1SdIdIMS3d dO1VMIANI ISNINIA ~ NVSNdN 9ns




" agdv wejep.
:yiga|] neje oG wnquues; ueiebBue asejussiod:
" uesebbue :m:E:nmv_m
: euesuas ueBuap lensas yejd) uesebBue uelesag:

: ueunjesad :m:Eﬁwv_m
- wejep uejeibay uep weiboid injepjuswou uebuap:
: eAuynunjas 1ensas yejd) ueunyej elisy eueoudy:

‘lenses ueunye} el19} euesual

" adyy:
:uep QNrdy wejep 9y weiBoid eAuiselBajulia):

addMy uep ainrdy :mm:wum
eAuunsnsia]:

dddv wejep E:Q_Embm
uelebbue uelesaq asejuasiad:

uelebbue ueyningey cmmcmum
uelebbue Ise)ole ueiensasay:

uejeibey uep welboud:
Injepuswou UelenNsasa):

wnqnue.s:
ueelebbus|eAuad ueunyey:
elia)) eueouay ueunsniusd:

ddXy uep dNrdy wejepay:
wnqnuel) ueesebbusisAuad:
welboud i1seibojui:

(1)
NVHVOONY NVQ:
NVVNVONI¥Id:

: e[eyJaq uep uini ejedss eueseseud:
‘uep eueles ueeseyljdwad uejyeuesye|lp yeldL:
................................................... m.m.._.g..u.mwmmm..mm._m.w.&w._.mmw_.mﬁw.
: uebuap Iensas euesesesd uep eueles ueepebuad:
: Iseyi}ijuapl |isey lensas eueleseud uep m:Emwm
: ueyningay ueeuesuasdad uswnyop eAueipasid]:
: deybus| eseses eueseseid:
i uep eueldes ueyningay Iseyiiyuapl m>::mv_=v_m__n_m

HO1VMIANI I1SdIdMS3d

eueleseld uep eueJes:
IsenjeAs uep Bullo)IUO:

eueleseld uep:
eueles uinl ueeleyljswad:

eueleseld UEp BUEJES:
ueepebuad ueeuesyelod;
eueleseld uep eueles:
ueyningasy ueeuesualad:
uswnyop ueunsnAuad:

uegaq lensas eueleseid uep:
BueJes ueyningay Isexiuapl:

dO1VMIANI

(51) VNVHVSV¥d
NVQ VNVHVS
NIWIPYNVIN

ISNINIA NVSNdN 9Ns

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




z
&
T —_———————— w_mvtmo_m._mooww:w:_v_
m . e[e)Jaq eiedas Asuow eAuueynyejig: uejedeosuad uenejuewad:
< .......................... ; m.q._.?..m.umw_..._..m.m.m..ww..___.m._m.c..mmw._.m._.h.mw._..m.._..m.mw..m.w.....m..mmc._.v._..mmv.m&.mﬂw.c.mm.h.,.‘_...w._.gmmm
- ueymje|ip juswysiund uep piemas uedesdudad: uep pJemal uedelsuad:
m..............................._.h.m.q._.u.._.h.mwwv._..._.m..mw.mw..:..m._m.m._.m..v._..._.mm..m.._..m.mw..m.w..............................m.m_.\.,._.mc._...m..ﬁ&.m_
- ueynyepip elisupy ueinynBuad uep uedessuad: ueinynbuad uep uedelsusd;
e b s s LA oo s AT AL AL s s s A3 A b s A e e shilieussyiad
euas uejelbay uep welboud:
. ueunsnAuad wejep Bunsbuej: (0L) VPYANIE
Bunsbue| Jeqi4a) njejas ueuidwig: 1eq4a) ueuidwid uswWHWOM:

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

1eeleAsew:

: uenpebuad ueuebueusd:

e|e)Jaq eiedas Asuow eAuueynye|iq: IsenjeAa uep BuLIO)IUO:

....................................... m._.ma.__.._Hm.m:mwm.._.QO_wmh..w:mmbwm..mmmm ............... w.mw_.m.h..m.xwm&.cmmmmmgwmm

: )NJuaq.ia) ye|a) uenpebuad ueueAe| ejojabuad jun: ueueAe| ejojabuad nun;

..................................................................... m._._m.q._.m.._.h.m._.h.mx.m_.mm.w............v._._._mmm..ch.mxm_wm.b.m..mc.@.ﬂm.m

: Jepue)s seje ueyieqJad uep niaas eAuueynye|iq: seje ueyieqiad uep NiIASY;
........................................................................................................ v___n:acmcm>m_ma
................................................................... SEEEEIIEEN Gy | JELEB UBELESHRE clo: (01) ¥i1and

: : Algnd: NVNVAV13d: m @
epeyad nejejuep epiad ynjuaq eAueipasia]: ueuelejad Jepuels sejebo: SY1IvnX:

HOLVMIANI I1SdIdIMS3d dO1VMIANI ISNINIA ~ NVSNdN 9ns




elebbusjoAuad 1iep ueuehejad
ysjosadwaw nejejuep

‘ueue/ejed sninBusw weep ueueAe] eiep
sejlieny uejeybuiuad uebuequeyiad ueyejobuad
Inyeobusw ynun ueinfuejexiaq uep ewusuad epeday uexeus)ip yeybuey
e[e)Jaq eiedas ueynye|ip sniey \MS| uebunqueuisayiag| BueA soybuo yejepe 1ul |eH Jue | /efelg -yexbue]| -y

‘nyepaq Buek wnwn yepiey ‘ueuefejad
ueyesepliaq uebunuadeyiaq Buel siual denes Liep ueueAejad
3euld epeday usjsisuoy Uep Jeusq soso.id ynun|as ueylessjoAuswi WMS
eleoas ueyqgemelbunbbueuadip ueunsnAuad
uep ueyeuesye|ip jedep jinjun uexnpiadip yeybue)
sniey AMS wejep Jnjeip bueA jey-jeH [agejunyy Buek npjem eybuel yejepe 1u| uelessjaAuad Nep -yeybue -¢
‘uenpebuad
‘eAuseusgas ynsewus} ‘ueuelejad
BueA 1anins |Isey ueyiedepuaw ewyauad uep uaquad iBeq ueynye|p
ynjun eAuule| yexua} yeyid uep BueA 1aains
1eveleAsew epss uesad ueseqiow uexnxeqip bueA ueuesejad Inpasoid uep }IUMS} UEep
sniey \MS ueeuesyedw weeq Jnedisiued Bled eje} yejepe Jnpasold| ‘awsiueys| ‘walsig| ueeuesyedd| -z
‘Jjedisiuiupe
undnew siuye) uejeleAsiad
1esesedsew yieq ‘ueueAe|ad siual njens
yninjas ya|o sasyelp yepnw ueyeunbip
uep ueyiseqigndip sniey (AMS) uesninbuad wejep [ynuadip BueA 1onins
1exeleAsel\ uesenday| 1I9AING |ISeH uelsedsuel | sniey BueA jeseds yejepe uj| uejelselsiad apodNl 'L
(¥) (€) () (1)
dnybuiq
disulig Jnsun-insun Bueny ‘ON

SVIINITANGILNVYL NVVIVONITIANId NVIVA LVIVHVASVIN NVSVNd3IXY SMIANI

NINNHULSNI NVONVINVY

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

‘[eyusw uep sy seyljiqedey
ueepaqJlad epas sielboab 1sexo| uep
uebuojob ‘ewebe ‘eAepng ‘1LLOUOYD

I9AINSIp ueye Buek ueueAe|
siual eyl ‘uie| ueeAueyuad
}njuaqg uebuap nuebip

1edep 1ul Jnsun ‘uewejebuad
uep ‘ueidwels)ay ‘ueljyeay
‘uenyelabuad nndijsw

‘Infue| yepun

snjejs ueyepaquwaw edue} ueuele) eueoual

eunbbuad enwas neybuelusw euesye|ad ysjo Hijiwip sniey euesye|ad uep 1IaAINs
shiey AMS ueeuesye|ad uejipeayf BueA uendwewsy yejepe Iu| Isuaj}adwoy lisey sisileuy| -9

‘ueuelejad siual 1Iseysads ‘INMS S3apu|

denas uep |iIsey ueyedniaw 1ul cm_m____mwm

ueueAejad ynpoud ‘ueydelaip cha.m_ma

yejo1 bueA uenjuaiey uebuap swsiueyaW

IBNSSS BUWILIBYIP UBP ueylIaqIp
BbueA ueueAejad |isey yejepe Iuj|

ueueAejad siusp
Iseyyisads ynpold

uep Isenjens
‘uenejuewad| -g

‘sijelb ueyeleAulp
Buepun-buepun yajo eAelq
‘dLY uelengqwad ynjun ‘Yyoyuo)
‘(uswnsuoy|) ueueAe| ewnsuad
epeday uexyuegaqip Jepl efeiq
uebuepuniad uelinjelad njens
wejep eyl ‘uie] ueeAueuad
}njuaq uebusp nuebip

1edep 1ul Jnsun ‘1eyelelsew
uep elebbuajoAuad eiejue
uejeyedasay ueyieseplaq
ueydejalp eAulesaq bueA

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

disunid

Jnsun-insufn




‘(Bunpab) yelabiaq yepn

BueA epuaq ¥ymun euelese.d
uep (uisaw ‘Jeyndwoy)
yesobiaq Buek epuaq ynjun
ueyeunbip euelesg ‘(3ohoid
‘ueunbuequwad ‘eyesn)

sasold njens eAuelsebbus|asia)
eweln buelunuad ueyedniaw

BueA njensas ejebas
yejepe eueleseld ‘uenlny uep
pnsyew ledeousaw wejep jeje

iebegas iexedip jedep bueA euBIESEIH
niensas ejebas yejepe eueieg uep eueleg

‘infue| yepuny uep uenpebuad
uey)nse uep
ueuebueuad ueeuesye|ad ‘ueleg ‘uenpebuag
eJed eje} yejepe |ul |eH ueuebueuad

"9)ISgaMm sisequaq
I9AINSIP ueye bueA ueuele|
siual eIl ‘uie| ueeAueyad

6 Bip 1ed
“eyidiaq epn uep ‘uebuojob ‘ipequd Amug .cm Usp huELIp jedep 1ul
uebunuaday reAundwaw ysjoq yepn Insun ueuefejad ueyuaquiBw

JoABAINS ‘NMS ueynyejow wejeq sejljeslaN welep sebnjad deyis yejepe Iul| euesyejod nyellad

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

"8)ISgam siseqlaq

dnybuiq
disund Jnsun-insupn Bueny "ON




Z
<
&
o
=
<
-l

Jejue

ueyisijasiad ueyisijasiad ueyisiesiad,  ueyisijesiad

yesse( jeuelaes ey | yedepia| ey g yedepua | ey ¢ yedepia | ISEIP3A
aydaq 'p 1edeu ueeueoualad

wejep seyeqip deye} wejep (%EL'E)

ueydejalp ye|oy yepns yesaeqg nieq yeiaeq yeiaep

yelsseq jelejones

yeloeq yeled epiad

yeled eplad

yeled epJad

yeled epiad

adda
Ip Jedes weep ueeueouasad (%eL°¢)
ueydejallp yeal seyeqip yepns| deye} wejep nieq Bueny
yelae(q jeuejanas Bueny eje| epiad  Bueny eje] eplod| bBueny eje] epiad eje| eplad
(%EL'E)
Jiyxess) Jiyxels} unyey Jiyyels) unyey addv
unye} ¢ weep nem Z wejep npiem | wejep npem uedejauad
yeisae( jeuejanes jeda) ueylode|iq jeda) ueylode|iq 1eda) ueylode|qg Iseing

NVHVAVIIM3X V1013 VLIVL NVVIVOONITIANId SMIANI
¢ NVAUIdINV

(%S2)
lesnd ue

yeuLswad
e
Jnuiagno

(%52)
ueebequa|ay

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



yeiae( jeuelones

siwapeye

uelley uswnyop
Djilwaw ueeuesualad
JOP3s %G/ Uep yigan

siwapeye uelley
uswinjop Byijiwaw
ueeueoualad
Jopjes

%G/ ledwes %05

siwapeye uelley
uawinx)op ijiwaw
ueeueduaJlad
SONEL

%0G 1ep Bueiny

(%EL'e)
yelaep
ueueosualad
nexs)
siwapeye
uelfey
uswnyop u
ee|pasialey

yelsseq jelelonas

%G/ seje
Ip ISepowoyela) buek
Iselidse asejussiod

%G/ ledwes
%0G eJejue

Ip ISEPOWIOYRIS)
BueA 1seuidse
asejuasiad

%0G 1ep Bueiny
ISepowoyela)}
BueA iseldse

asejuasiad

(%EL'E)
yeiaep ue
unbuequad
uep u
eeueouslsad
wejep
1eMeleAsew
Isesidse Isep
owoyebuaw
uendweway|

(%E1'€) €10
/ uayednqgey

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

(%29°1)

%G/ ledwes %0S Hep dsld
%G/ uep %06 eJejue|  Bueiny ueyjiseylp Ip ueuiziiad
yiga| ueyjiseyip buek Ip ueyjiseyip bueA BueA uizi Isesijeal
uizi yejwnl uebuap, uizi yejwnl uebusp yejwnl uebuap uep Iseyde (%€‘Q)
ueynsnip bueA ueynsnip bueA ueynsnip bueA yejwnl dsSld (%52)
dS1dinNda uizi yejwnl oisey uizi yejwnl oisey uizi yejwnl oisey oilsey ueueAejed MIlgnd ueueAejed
ueeueoualad (%€Le)
ddo edes wejep deyey agdv.
ueydejayp seyeqip yepns wejep yisew usyaq u
yepns agdv agdyv ¥sysp agdyv ¥suep| elepusbuad
}siop uelepusbuad uelepuabuad uelepuabuad wij u
yelsae( jeuelaiyos wi} ueynjuaquiad wi} ueynjuaquiad wij ueynjuaqwiad| e)ynuaqwiad
(%eEL'e)
(1snysip
‘slinu8)
ueydejayp wnjaq ‘auljuo)
unweu 4o ledeu ueeueoualad yesaep u
wejep seyeqip deye) weep,  eeueoussad
yepns yelaep yisew yeioep uawnxop
ueydelaup yepns ueeueoualad ueeueoualad yignd
yeloep ueeueoualad uawnyop uswnyop ISB)INSUOY
uawnxop yignd Niignd Iseynsuoy Nignd 1seynsuoy juswnJsul
yelsae( jeuelainos ISB}INSUOY UBwnJjsu| uswnJsu| uawnJsu|  eAuelpasio|

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



(%29°1)

(3SIdIdS)

Jluoaps|3

BJeo9g

ISBISOAU|

ueuizuad

uep

ISew.olu|

3SIdIdS 3SIdIdS|  3SIdIdS ueuedeT ueuekejad

ueuefe wajsls| ueuele]  walsIs| Wa)SIS gns wajsIs

dS1diNda gns ¢ ueeunbbusad qns gz ueeunbbuad| | ueeunbbusad| ueeunbbuad

(%29°1)

ejel-ejel

ue|nqg g ep Bueiny uejnqg ¢ lredwes ue|nqg ¢ 1ep yigs| ueuizuad

ueuizuad sosold| gz ueuizuad sesoid| ueuizued sasoud sosoud

dS.1dinda Iseianp ejel-ejey| Iseinp  ejes-ejey| Iseinp ejel-ejey Iseing
%0G 1ep Bueiny ado iedeu ueeueouasad

ueyjiseyip Bued  wejep seyeqip| deye) welep (%29°1)

uizi yejwnl uebusp| yepns ueuizuad yisew  ueuizued ueuizuad

ueynsnip BueA ueyejouad ueyejouad ueyejouad

dS1didd uizi  yejwnl oisey IsenjeAy Isenjens Isenjens

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

%06
ep bBueiny uep

%SY uebusp ewes %SY ep (%80°2)
%06 uebuap ewes| Jesaq yigo] wnuiw HBueiny wnuiw  wnuiw yeAe|
hep  yigal  wnuiw| MeAe yisiag| >eAel yisiaq yisiaq Jle
yehe) yisieq  Jde e ueynuswsad| ue ueynuaswad ueynuaswad
yeltoeq bunmueblis | ueynuawad uednye) uednye) uednye) uednye)
%0€
uebusp ewes Lep %6662 ledwes %G| 1ep Bueiny (%802)
yiga| Ingasia) Isuinodd| 9,61 1suinold nyens|  Isuinoad njens| neliy eynguie)
P nefly ejynquey Ip nelly exnqiey Ip nelly exnqisy Bueni
yeltoeq bunmuebis | Buen. Isiodoid| Buenu Isiodoid| Buenu 1Isiodoud ueelpaluad
(%80°2)
snsnyy|
ILoUOX (%€'8)

Iselsadolaq ueunbuequwad uejnsnbuad uesemey|| ueejoylad

yelaeq Bunjuebis | yepns M3ayl deye} weep 33y deye} weep H3IM  ueeopbusd| ueuelejad
(%29°1)
[EUOISEU B|B)SIaq e [euoiseu [euoiseu
ISE}SOAUI epu|  BIBASISQ ISBISAUl ppygiaq IsE)SOAUI e|eys.iaq
yejwnp uejeybuiuayl ‘BN UBIWNP  1gju yejwnp ISe)SaAUl
osejuasiod ‘046 uejexbuluad uejeybuluad IEjU yejwnp
sejelp uep uebusp asejussiad asejussiad, uejeybuluad
dS1diNda ewes ledepla]|  ‘%p-¢ ledepia]| ‘oz-I  ledepla] asejuaslod

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



(%G'2)

uebued|  (%S'2l)

0¢ ueueyeldy|| uejeyasay (%G2) eisnuep
ueluepusd seulg 0/ Mep yiga dylI| 0/ ledwes g dM|| Hep Bueiny gy S){pu| 1exbul | eAeq Jeaquing
ejoyj/usiedngey
abaN Jnuiagno) ysjo Jejue

wejeq ueusuaway| ueyesojesip BueA| ysjo ueyiessjosip (%21Y)
ys|o ueyiesajesip ejoyj/usiedngey] BueAk yeAe||
BueA ueyeesew.lad ueyejesewuad ueyejesew.ad sejeg
Yesseq bumuebis jedepia | jedepia | jedepsa]|  ueseBousd
(%LL'y)
unye)
Jad Isulnold
unyej uebusp

unye) Jad yeloep sejeq yesoaeq (%¢g‘g)

unye} Jad yelsep Jad yeusep sejeq ueyejesewsad sejeq ue yelsaeq

sejeq ueyejesewlad ueyelesewsad (L 0l ep| yeesewusad sejeg u

Yesseq bumuebis g iedwes | jedepio]| 1edwes g jedepia]| yigo) 1edepia | ipelia]| eejojebuay

%€ Hep Bueiny (%80°2)
uep 9%G‘9 uebuap %€ uebuap ynuwiny
%G‘O Uep, ewes Jesaq yiqa| ewes Jesaq Yigd| ebbue)
Bueiny ynwny ebbuey ynwny ebbue)| ynwny ebbue) yewnu
yeloeq bunjuebio | yewns  9SBJUSSIod| Yewnl 8SBlusslod| yewnl asejussiod asejussiad

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

yesseq Sdd

¥6°L L Uep yigs| NdI

v6°L.L
uebuap ewes
ep bBueiny uep

G9 Mep yigs| AdI

G9 uebuap ewes
ep Bueiny NdI

(%S2)
(eisnuepy ue
unbuequiad

syepul) IAdI

%Gz ep bueiny
uebuap ledwes

%G| uebusap ewes

%S¢
uebuap ewes

(%5'2) 1Aeg

%G| Wep Bueiny uep uyigs| 1keq uwep uigs|  IAeq uenewayl
uelBY9SOY| SeuIq 1Aeq uenewsay eybuy| uenewsy eybuy| uenewsy ex)buy eybuy
%9G'C| uebusp

%9G'C) uebusp ewes| ledwes %9'6 %9'6 ep (%5'2)

ep yigs| bBununys elejue Bunpunys, Bueiny  Bununys Bununms

uejeyasay| seuiq ejlleq asejussiad ellleq osejussiod ejeq osejusasiod ejlleq
%669 %L

%0G‘e| uebuep ledwes| uebusap ewes Lep (%52)

hep Bueiny ynuing  9%0G‘c 3n4ng 1zI6| yige ninq 1216 yning

uejeyasay| seuiq 1zI6 ejjeq asejusasiod, Ellleq osejusslod| Eellleq osejussiod| 1z19  ejeg

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



%01 (%EL'E)
uebusp ewes Lep ynpnpuad
Bueiny uep 9g uebuap
uebuap ewes uep %G 1ep Bueiny VINS
%0l Hep yigal yige|  npnpuad| npnpuad uebusp|  uejipipued
}npnpuad uebuep| uebusp VINS| VNS ueyipipuad sejl|ise}
VINS ueyipipuad|  ueyipipuad sejljise} sejljisey yejwnf
ueyIpipuad seuiq sejljise) yejwnl oisey yejwnl oisey yejwnl oisey oisey
%0¢
uebusp ewes uep
Bueiny uep %0l (%€EL'E)
%02 uebuap ewes lep %01 1ep seysIaAlLN
uep yige| seysieaun Uldel  SensiaAln Bueiny sejstaAluN ueyIpIpUaY
yesoeq ueyjipipuad ueyjipipuad ueyipipuad ynpnpuad
sSdg/ueyipipuad seuiq |  ynpnpuad oisey ynpnpuad oisey jnpnpuad oisey oisey
unyel (%G'z1) ue
unuey g} uep Buein (%g1'e)|  ndwessio
Zl uebBuep ewes| uep unye} 9 unye; 9 Lep ye|oses uep
yeloeq 1Iep yiga| yejoxes luep yiga| yejoxas, bBueiny  yejoyas ewe’| ueypipusd
Sdg/ueipipuad seuiq | ewe) ejel-ejey| ewe) ejel-ejey| ewe) ejel-ejey ejey-ejey 1exbul]

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

(%) (ueing

/endey
Jad einl g‘|
%0 uebuap ewes dy<) seje ay
ep bBueiny uep yebuauaw
% | uebusp ewes %0l LUep, eudey Jad
%02 Jep yiga| seje, 1ep yiga| seje 8y bueiny seje 9y uesenjgbuad
9y yebusuaw eydey yebususw eydey yebususw eudey uebuap
Jad ueienibuad Jad uesenebuad, ted uelenebuad ynpnpuad (9%9) u
uebuap ynpnpuad uebusp ynpnpuad ynpnpuad yodwo|gy elenjebuad
yesaeq sSdg yodwojay oisey| >Modwojey oisey Modwody oisey oisey| odwojay
9,0 uebuap
ewes uep Bueiny
uep 9%/‘c- uebusp (%S)
%0 M8P|  ewes uep uyige| 9%.‘c- uep Buesny epdey  Jad
yige| unyej Jed eyde)  ynyey Jod epdey unyey Jed eydey  uesenebued  (%G) endey
Jed uesenjgbuad, 54  yejenebusd Jed  uesenjebuad eAulesaq Jad u
uejeybuluad uejeybuiuad ueleybuiuad  ueieybuiuad| esenpbuad (%52) Jesed
yesseq Sdg asejuaslod asejuaslod asejuasiad asejuaslod yejwnp uendwewa)
%08
uebuap ewes Lep (%eL‘e)
Bueiny uep %0p %0¥ sele 8y |S
%0G| uebusp ewes Lep liep Buelny seyy Iseyuleny
1iep yiqs| seyy o Uiga| seyy ) LS ) LS Isexijileny uebusp
yelse(q LS Iseyieny] uebusp|  Iseyeny) uebusp uebuap epwad epwad
uelemebaday uepeg epwad NSV oisey| epwad NSV oisey NSV oisey NSV oisey

ISNIAO¥d LVMONIL I NVHVAVITIM3aX NVVIVOONITIANId VIOTaM VLVL SMIAANI

V1lvd VId3AN3d

[4

dJ3LINVIVd

JOLVMIANI

T3GVIRVA

d3ISNOXM

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




%G'g uebuap (%S)
ewes uep bBueiny %G L Isuinoud
uep 9%gG‘L, uep| uebusp ewes uep yeiaep
%G'C Mep yigal| yige| Isuiroid 1p|  Bueiny isuinoid Ip, 1P ISE}SOAUL (%S)
Isuinoid Ip ISBJSOAUI[  ISBISOAUI ISeSI|eal  ISB}SOAUl Ises||eal Isesli|eal] ISB}SaAUl U
Isesijeal ueieybuiuad uejeybuiuad ueleybuiuad  ueieybuiuad| eyeybuluad
dS1diNda asejuaslad asejuaslad asejuaslad asejuaslad yejwnp
unyey Jad (9%9) yeioeqg
%0 uebusp ewes njens eped
uep Bueiny uep unye}tad| eyngqie] ue
unyey Jad| 9,€Q‘L- uebuap| 9%¢8‘L- uebusp, JInbBBuebuad (9%9)
9,0 uebuap ewes Llep| ewes Lep yigd|| ewes uep bBueiny 1e)bul]|  e)yngue) uel
yigo| 1dl ueununuad| 1dl1 ueuninuad| |41 ueununuad ueuninuad| nbbuebuad
yesaeq Sdg asejuaslad asejuaslad asejuaslad asejuaslad 1exbul |
%01 (%G) yesoep
uebusp ewes Liep %G yejuuswad
Bueiny uep 9,G uebusp ewes Liep| ys|O0 UIpPUSS
%01 [Uep yiga|| uep yiga| yessep, Bueiny yelaep inBundip
yesoep  yejuuswad, yeuuswad ysjo| yeuuwswad ysjo uep
ysjo uipusas nbundip| wipuss  nBundip| wipuss  nBundip Jaguinsiaq (9%9)
uep Jagunsiag| uep Jagwnsiag| uep  Jaqunsiaq BueA yelsseQq
BueA uejedepuad| bBueA uejedepuad bHueA uejedepuad uejedepuad ISV u
yesoeq ueyeybuiuad ueyeybuiuad uelexbuiuad,  ueeybuiuad, ejedepusad
uejedepuad seuiq osejuaslad osejuaslod osejuaslod asejussliod yejwnp
ISNIAOYd LVMONIL Id NVHVAVTIM3M NVVHVOONITIANId VIOT3IX VLIVL SMIANI
€ c I
Vvivda VIa3AN3d d313NVdvd JOLVMIANI | T13aVIMVA d3ISNOM

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

ueing ¢
uebusp ewes
uep Bueiny

uep uejnq (%G2'9)
Z uebuap ejel-ejel
ewes ep
uejnqg g uep Bueiny T MRS uelnqg ¢ uep ueuiziued
ueuizuad sosold| g550.d iseinp Uld®| ueuizuuad sasoud soso.d
yelae(q jeuelanas Iseinp ejel-ejey ejel-ejey| Iseinp ejel-ejey IseinQ
ado
jedes  welep
seyeqip yepns (%S2'9)
ueydejalp ueuiziad ueeueoualad deyey ueuiziued
yepns ueuiziiad ueyejouad weep yisew ueuizuad ueyejouad
yelae(q jeuelanas ueyejouad IsenjeA] IsenjeAn]  ueyejouad IsenjeA] Isenjen]
%S.
ep Bueiny
uep %08
uebusp ewes (%5zZ9)
ep yiga| uejewesay
%G/ uebuap ewes uejewedsy Ip ueuizuad
llep yige| uejeweosy Ip  ueuizuad %0G 1ep Bueiny Isesijeal (%52)
Ip ueuizuad ISesijeal uejeweody Ip ueuizuad uep Iseyide uejeweody (%52)
yelae(q jeuelanas Isesiieal yejwnl oisey| yejwnl[ oisey Isesieas yejwnl oisey yejwnl oisey ellauny ueebequia|oy

V1OM/NILVANEVYH LVHMONIL A NVHVAVTIMIN NVVHVOONITIANT VIO1IM VIVL SHIANI

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



uelnq (%29°1)
e redwes ejel-ejel
ueng g uep bueiny g ueuizuad ue|ng ¢ uep ueuiziad
ueuizuad sosoud| sasoud Iseinp[ yigo| ueuizued sasoud saso.d
dS.1diNda Iseinp ejel-eley ejel-ejey| Iseinp ejel-ejey Iseing
ado
%06 1ep Bueiny jedes  wepep
ueyjiseyip Bued| seyeqip yepns (%29°1)
uizi yejwnl uebuap ueuiziiad ueeuesualad deyey ueuizuad
ueynsnip BueA ueyejouad wejep yisew ueuiziiad ueyejouad
dS.1diNda uizi  yejwnl oisey Isenjeng|  ueyejouad IsenjeAng Isenjen]
9,G/ ledwes
%0S  elee
P uejiseyip
BueA (%29°1)
%S/, lJep, uiz| yejwn| %08 dSld
yige| ueyjiseyip bueAk uebusp| uep Bueiny ueyseyp, Ip ueuizued
uizi  yejwnl uebuap ueynsnip| bBueA uizi yejwn( Isesijeal
ueynsnip bued| bBuek uizif uebusp ueynsnip| uep Iseydel (%¢‘Q) dS1d (9%52)
dS.1diNdd uizi  yejwnl oisey| yejwnl oisey| bHuek uizi yejwnl oisey yejwnl oisey ueueAejod Mijgnd ueueAe|ad
uizi Q| uebuap
ewes Liep
Bueiny  uep (%S2'9)
G lep Uyigsl ueleweoay
Uizl 0L|  yejeweosy oy uizi G uebusp ewes oy
LEP UIqs| UEIeLIEss) uesyedwip| uep Bueiny uejeweodsy|  uesyedwi|p
3y ueyyeduwiip Bueh| oy ueyyedwijip BueA
yesae( jeueljaiyas BueA uizi  yejwnp uzi yejwnp, Buek  uzi  yejwnp| uizi  yewne
ISNIAOYd LVMONIL Id NVHVAVTIM3M NVVHVOONITIANId VIOT3IX VLIVL SMIANI
€ c I
Vvivda VIa3AN3d d313NVdvd JOLVMIANI | T13aVIMVA d3ISNOM

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

(%80°2)

snsnyuy|
ueunbuequad [U8[e]0le) =] (%€‘Q)
Iseladolaq deyey uejnsnbuad ueseme)|| ueeloylad
yeltoeq bunjuebls | yepns MaM weep Y3 deyer weep  MIM ueeoebusd ueuelejed
|euoiseu
elexsIeg (%29°1)
[EUOISEU B|B)SIaq SR [euOISEU
ISE}SOAUI Pzl R ey [euoiseu eeysioq
yejwnp  uejeybuiuad uelxbuluad| geysiaq Isejsenul epu ISe}SaAUl
asejuasiad ‘oG asejussiad yejwnp ueeybuiusd lejiu  yejwnpe
sejelp uep uebusp ‘ot asejussiod  ueleybuluad
dS1dinNda ewes ledepia]| -¢  jedepial| ‘%z-L 1edepus | asejuaslad
(%29°1)
(3s1dIdS)
AluoJps|3
BJeosas
ISE}SOAU|
ueuizuad
uep
3SIdIdS ISewOU|
3SIdIdS ueueke] 3SIdIdS ueueke|ad
ueueheT walsis| waisis gns| ueueAeq walsIs wolsIS
dSl1diNda gns ¢ ueeunbbusd gz ueeunbbusd| gns | ueeunbBbusd ueeunbbuad

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Jad Isuinold

Jad uebuap
unyej unyej )
\2leEp _SEIEq yesoea  (%E's)
Jad yeseep| ueyejesew.lad Jad yelsep sejeg u yeseeq
sejeq ueyejesewlad 0l redwes Sered ueyejesewsad eyelesewIod seleg u
yesaeq bunjuebis | G ledwes | jedepial| 9 ledepia]| QL Kep yigs| yedeplia | ipelia| eejojpbuayd
%€ ep
Bueiny uep
%S‘'9 uebusp (%80°2)
_ ewes  1esaq %€l ynwny
%S9 Wep BueI| g5, ynwny uebuep ewes .essq ebbue)
ynwny ebbue) ebbuey yewns yige| ynwny ebbue) yewn.
yesaeq Bunjuebis | yewnu asejuaslad asejussiad yewnu asejuaslad asejuaslad
%06
ep Bueiny
uep %S¥
uebusp ewes
Jesaq  yig9| (%80°2)

%06 uebuap ewes

wnuiw  YeAg)

wnuiw YeAej

ep  yigs|  wnuiwl yisieq Je %Gy lJep bueiny yisiaq Je
yele] yisiaq Je ueynuswad| wnuiw 3eAe| yisiaq Jie ueynuswad
yeloeq bunjuebis | ueynuawad uednyed uednye)| ueynuswad uednye) uednye)
%6662
%0¢ ledwes
uebusp ewes uep| 9G| Isuinoid (9%%80‘2)
yiga| Ingassa} Isuinoid| nyens Ip %G| ep Bueiny nelly exng.s)
ip  nelly eynqsa) nelly eynqsa)l Isuinoid niens 1p neliy Buenu
yeisoeq bunjuebis | Buenu Isiodold| Bueniisiodoidl eyngua) Buenu isiodoid ueelpaluad
ISNIAOYd LVMONIL Id NVHVAVTIM3M NVVHVOONITIANId VIOT3IX VLIVL SMIANI
€ c I
Vvivda VIa3AN3d d313NVdvd JOLVMIANI | T13aVIMVA d3ISNOM

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

%9SCl
uebuap
%9G'cL ledwes %9'6
uebusp ewes Lep elelUE %9'6 (%5°2)
yiga| Bununys| Bunums eyeq uUep Bueiny Bunpunis Bununs
ueleyasay| seuiq ejlleq asejuasiad asejuasiad elleq asejuasiad ejlleg
%669 uebuap
redwes
%05‘'cl %05'c yung %l uebuap ewes Lep
uep Buesny yning| 1zi6 ejleq uige| ynung|  (%G°2) dning
ueleyasay| seuiq 1zI6 ejljleq asejuasiad asejuasiad 1zI6 eyeq asejussiad 1zI9  eleg
(%G°2) _
uebueq  (%S‘Ch) (%S2)
0. ueueyelay|| ueleyasoy eisnueln
ueluelsd seuid 0/ Mep yiga| dyll| ledwes Lg dM| 0€ 1ep Bueiny dy| s)apu| 1exbul | eAeq Jaquing
(%LL'p)
unyej unyey

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



uep %01
uebusp ewes
lep uiga) (%€1€)
%0¢ SEjISIsAIUN %01 SEjISJaAIUN
llep yige| seyisiaAlun uexipipued  HeP Bueiny sejsioAlun cmv_.__o_uc.w d
yelaeQq ueyipipuad ynpnpuad ueyipipuad ynpnpuad
Sdg/ueyipipuad seulqg ynpnpuad oisey oisey| ynpnpuad oisey oisey
unye)
21 uep Bueiny (%G'ZL) U
unhuey uep unue 9 (%gl'e) eldwessioy
Zl uebusp ewes Lep yIga| unyel g Liep ye|oxes uep
yesaeq 1lep yiga| yejoyas| yejoyes ewe| Bueiny yejoyes ewe ueyipipuad
Sdg/ueyipipuad seuiq ewe| ejel-eley elel-ejey| ewe) ejel-ejey eleYy-e1RY 1e)6ul |
v6'L.L (%S°2C)
uebuap ewes (eisnuep
ep ue
Bueiny uep g9 Go uebuap| unbBuequad
yesseqg sdd ¥6'L/ 11ep ulga| INdI| 1Uep yigs| NdI| ewes uep Bueiny NI s¥epul) NI
%S¢
lep Bueiny
uebuap

uejeyasay seuig

%S

1iep Bueiny
Ikeq uenewsay ex)buy

ledewes 9,G|
uebuap ewes

lep yiga|
1Aeq uenewsy
e)buy

%Gz uebuap ewes

1ep yigs|
IAkeq uenewsy exybuy

(%5'2) \Aeg
uenewsay
eybuy

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

%05 uebuap
ewes lep

Bue.iny uep
%0y uebusp

ewes luep (%€L€)
yigs| sely oY sejesy
%0S| 1S Isexueny %07 |5 1seseny
iep yiga| seyy oY uebusp liep Bueiny seyy oy uebusp
yelsaeq LS I1sexuiieny] uebuap epwad LS Iseyyieny uebusap epwad
uelemeBaday| uepeq epwad NSV Oisey NSY  oisey| epwsad NSY oised| NSV oisey
%01
uebusp ewes
ep Bueiny
uep %S
uebusp ewes
luep Ul (%eL'e)
ynpnpuad ynpnpuad
%01 Hep yiga| uebusp VS %G Hep Bueiny| uebusp VNS
ynpnpuad uebuap ueyipipuad| Mnpnpuad uebuap ueyIpipuad
VNS ueyipipuad sejlise)  VINS ueyipipuad sejl|ise}

ueyipIpuad seuiq

sejise} yejwnl oisey

yejwnl oisey

seyise} yejwnl oisey

yejwnl oisey

%02
uebusp ewes

ep Bueiny

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



. %0¢
uebusp ewes
Lep cmcm._:v_ AQmmv EM
uep %1 _:n_\ﬂ_ mv__mw
uebusp ewes En Sl
LEp yigo| seje Ses) S
oy yebususw yebusuauw
endey 1ad eydey  Jad
%0¢ ep yiqs| seje uesenjebuad %0}| uelenjabuad (%)
9y yebususw ejdey uebBusp| Mep Bueiny see oy uebuap
Jad uelen@buad ynpnpuad yebususw eydey Jad 3npnpuad -
uebusp  npnpuad yodwojey uesenjgBbuad ynpnpuad sodwojey &feniebusd
yesaeq Sdg yodwojoy oisey oisey odwoley oisey oisey Modwoay
9%,0 uebuap
ewes ep
Bue.ny uep
%/‘c- uebusp
ewes ep (%S)
%0 Mep| yige|  unyej %.'c eudey  Jad
yigo| unyey Jad eudey| Jted eudey Jad| - Lep Bueiny unye) Jed| uesenpbuad (%9)
Jad uelenj@buad uelen@buad| eydey Jad ueienabuad eAutesaq| ejdey ad u
uejeybuiuad uejeybuiuad ueleybuiuad,  ueieybuiuad| esenjebuad (%52)
yelsoeq Sdd asejussiad asejussiad asejussiad asejussiad yejwnp Jesed uendwewayy

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

unyey} Jad 9,0
uebusp ewes

(%S) yesseq

ep Bueiny njens eped
uep  %gg‘L- exngqe| ue
unye} Jed, uebusp ewes unye) Jnbbuebuay (%9)
%0 uebuap ewes uep| uep yiga| 1dl J49d  9¢eg‘L- uebusp 1exbul]|  eyngJe) ue
yige| 141 ueuninuad ueuninuad ewes uep Bueiny Jd1 ueuninuad JInbbuebuad
yelsaeq Sdgd asejussiad asejussiad ueuninuad asejussiad asejussiad 1ey6u
%01
uebusp ewes
ep Bueiny|
o,
Lol i (%) Yeloep
%01 Uep yiga| yejunewad fegizele) - MEITENES
yesoep  yejuuewsd| uysjo  uipues| BWES - Lep Bueiny| ysjo uIpuss
yo|o uipuss nBundip| INBundip uep YEIOEP yeyuuswad| nbundip uep
Jaquinsieq USIO MIpuss nBundip Jaquinsiaq
121 g ek Buekl uep Jaquinsiaq Buek (%S)
BueA uejedepuad uejedepuad Buek uejedepuad|  uejedepuad| UYEISEQA!ISY
yeleeq uejesbuluad ueyexbuiuad uelesbuiuad  uejeyBuuad, Ueredepusd
uejedepuad seuiq asejussiad asejuasiad asejussiad asejussiad yejunp

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



dS1diNdd

%SG‘C 4ep uigs|
Isuinodd  Ip  ISB)SaAUI
Isesijeal uejeybuiuad

asejuasiad

%S'C
uebusp ewes
ep Bueiny
uep %G‘L uep
yiga| Isuinoid
Ip ISE}SaAU

Ises|jeal
uejeybuiuad
asejussiad

%G| uebusp
ewes Lep bBueiny
Isuinodd  Ip ISBISeAUl
Isesijeal ueleybuiuad

asejuasiad

(%) Isuinoud
yelaep

P ISB}SaAUI
Ises||eal
ueleybuiuad
asejuasiad

(%3)
ISB)S9AUl U

ejeybuiuad
yejwnr

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

Hipuas Bunjyig

(%00°0S - 00'GZ<) yepuay O
(%00°G. - 00°0S<) Buepag O
(uasitad 00‘G/<) 166Ul O

(%001

X Jojsuel| eueq £/avd £) Jejsuel] eueQq
uelesaq depeyla) Qyd uelesaq Isiodoid

[BXSI} UBLIIpUBLLSY OISEY|

‘INONOM3 NVNVLN3Y

(uesiad | >) yepuay O
(uesiad ¢ - | <) Buepeg O

(%001 X ¥npnpuad </[aqejp ynpnpuad

eybuy wejeq (uesitad G - ¢<) 1I6Bul] O ) ussiad snielas ueyie)ip ynpnpuad yejwnl
ej0yj/usiedngey (uasltad g<) 166un Jebueg O [e101 py3 |8gesp ynpnpuad yejwnl isiodouid| [gesp Ynpnpuad oisey|
(uesiad 9>) yepuay O
(uesiad g - 9<) Buepeg O (9%001 X )ynpnpuad {jupysiw 3np -npuad
eybuy wejeq (uesitad Q| - g<) 166ul] O ) uasiad sniesas ueyie)ip ynpnpuad yejwn|
ejoyj/usiedngey) | (ussitad | <) 166uly jebueg O [B101 pyl upy -siw ynpnpuad yejwnl isiodo.id| uysiw ynpnpuad oisey|
(66>) Yepuay O (001 X elisxaq ynpnpuad
(Lol - 66<) Buepag O {eliay eisn ueyng ynpnpuad ) snjelas
exbuy weleq (2ol - LOL<) 166Ul O uesjijexip ynpnpuad yejwnl |ejo) depeys)
ejoyj/usjedngey (zoL<) 166un yebueg O el1ay eisn ueyng ynpnpuad yejwnlisiodoid uebunjuebliajey oisey|
(66>) Yepuay O
(Lol - 66<) Buepag O (001 x uendwsalad {/iel-iye| ) snjesss
eybuy wejeq (2ol - LOL<) 166Ul O ueyjijeyip uendwadlad ynpnpuad yejwnl
e]j0Yj/usiedngey (2ol <) 166un 1ebueg O depeyls) e| -ye| ynpnpuad yejwnl isiodo.id| ulwe|ay siual oisey|
(eyremil G<) yepuay O
(ey/emif 6 - G) buepaeg O
(euremil 61 - 0L) ¥eped o
exbuy weleq (ey (1epray/emil)
e]j0yj/usiedngey /emil gL<) 1eped jebueg o I6asiad Jajowo|y Jad ynpnpuad yejwnpe ynpnpuad uejepeday)|

1VISOS Z<Z<._.Zm~_m¥_

ejeq Jaquing

uelede) Buejuay

Jojeyipu| I1sdiysaqg

ueuele|ad J0je)Ipuj

VNVOION3E NVSNaN 9nNsS SVIANITNNEILNVYL NVVIVOONITIANId SMIANI NINNAJLSNI

€ NVUIdINV

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



(ey 0z>) yepuay = |
(ey 06 — 0¢) Buepes = ¢
(ey 0g<) 1B6uI] = ¢

Bunpuiq ueny seysuau| ‘e

Lipuas Bunyyig

(00'9>) l[eX9S yepuay O
(ulod 6 - 9<) yepuay O
(wod g} - <) Buepag o
(utod g <) 166Ul O

(uiod)

BMBI % JB)N|aq Yewss ‘enosbuewi/nexeq
uejny ‘weje ueny ‘Bunpul ueiny
uelseqas seysusjul Isiodoud jebaibe JoxS

ueye| ueieqes

dnpiH uebunybul
seuld yajo Bunyyig

(00'0%>) l1e)8S yepuay O
(00°'09 - 00°0t<) Uepuay O
(00'08 - 00°09<) Buepaeg O

(00°08<) 166U O

(MM X %6°12) + (NMI1 X %S‘0) + (WMI

X %9°/€) UBYET sejifeny] s3apuj Uep ‘eJepn
sejljeny] syapu| Iy seleny syapuj lisodwoy

(HMI)

dnpiy uebunybul| sejeny syapuj

:NVONNMONIT NVNV.LNIY

epaddeg
(4npynnysedu))
eueleseld % Yisi4
Buepig Bunyiyig

(00'0%>) l1ed8S yepuay O
(00°09 - 00°'0%<) Yyepuay O
(00°'08 - 00'09<) Buepsg O

(00'08<) 166u1) O

(001 - 0) Nepaq
BA 1siodoid uebusp sewijungiuel; uesnin

ynun snsnyyj AN Uep MSI ‘Mdl isodwoy)|

sewljwngnue.l Jnpjniselul oisey|

epaddeg
(unpnnysedu))
eueleseld % Yisl4
Buepig Bunjyig

(00°01>) lledes yepuay O
(00°'09 - 00°0t<) Uepuay O
(00'08 - 00°09<) Buepeg O

(00°08<) 166U O

(001 - 0) Nyepaq Buek

Isiodoud uebuap p\N| Uep MS] ‘MdI iisodwoy|

yeAe|im Jnpjniseljul syapuj

ANIMNYLSVHANI NVNV.LNTY

uipuss Bunyyig

(uasitad p>) yepuay O
(uesiad 9 - y<) Buepag O
(uesiad g - 9<) 1BBuI] O
(uasiad g<) 166un 1ebueg O

(9 ) ussiad snjelss

llexip uejeliaq unye} Qgdy ueyninjasay
Iejiu pyl euesusaq uebuenbbueuad
ueeuesye|ad ynun qgdy !siodoid

eueouaq uebuenbbueuad uesnin

ueeuesye|ad ynjun qady !elIN|

(%00°GZ>) lIeyes yepuay O

1VISOS NVNVLNIYUIN

ejeq Jaquing

ueleden Buejuay

Jojeyipuj 1sdysaqg

ueueAe|dad J03eyipuj

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

uipuas bunyyig

uasiad gp‘gz uep bueiny o

ussiad 000G - 1L0'Ge T

ussiad 00‘G/Z - L0'0G O
uasiad Q| ebbuly L0‘g.L O

(94) uasiad snjelas ueyieyIp
gady uswnyop yejwnl |ejo depeytay |ebsj/yes
ueyeleAulp BA gqy uswnyop yejwnl isiodoid|

|[eba] /yes uexelelulp
uebuap ledwes gdy uswnyop
uelesa|aAuad asejuasiad|

Hipuas bunyyig

uasJtad 0p‘Gz 1ep bueiny| O

ussiad 00°0S - 10'GZ O

ussiad 00'G/ - 1L0'0G O
uasiad go| ebbuly Lo‘GL O

(9) uasiad snjeles

uexijeyip snpnpuad yejwn( |ejo} depeylsy
BUBOUS(Q UBMEJ ISEW.IOUI ydjoladwaw
BA gy 1p ynpnpuad yejwnl isiodo.d|

BUBOUSQ UBWEOUE
siual lIensas eueoua(q uemel
Isewojul ysjosadwaw BA gyy
Ip ¥npnpuad yejwnl esejuasiod

Lipuas Bunyyig

uasiad gp‘gz uep bueiny o

ussiad 00°0G - 10'GZ O

uasiad 00‘G/Z - L0'0G O
uasiad Q| ebbuly L0‘g.L O

(9) uasiad snjelas ueyieyIp
gy uswnyop yejwnl |ejo} depeyta) |ebsj/yes

ueyejeAulp BA g4y uswnyop yejwn( isiodoid|

|[ebaj/yes uexejeAulp
uebuap ledwes ‘gy) uswnyop
uelesa|aAuad asejuasiad|

‘'VNVON3E NVONVINOONVN

(ey 0z>) yepuay = |
(ey 06 — 0¢) Buepes = ¢
(ey og<) 16BuI] = ¢

eMey ‘o

(ey 0z>) yepuay = |
(ey 0G — 0z) Buepag = ¢
(ey 0g<) 166Ul = ¢

ieyjnjag yewss 'p

(Y 0Z>) yepuay = |
(ey 06 — 0g) Buepes = ¢
(ey 0g<) 166Ul = ¢

anoJBueyy/nexeg ueinH o

(Y 0Z>) yepuay = |
(ey 0G — 0¢) Buepes = ¢
(ey oG<) 16BuI] = ¢

we|y uejny seysuau| 'q

1VISOS NVNVLINIY3IN

ejeq Jaquing

ueleden Buejuay

Jojeyipuj 1sdiysaqg

ueueAe|od J03eyipuj

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Hipuas bunjyig

uasitad 0p‘Gz 1ep Bueiny| O

ussiad 00°0S - 10'GZ O

uesiad 00°'GZ - 100G O
uasiad go| ebbuly Lo‘gL O

(94) uasiad snjelas ueyieyip wel yz npjem
|10} py} BuEBDUSQ Jelniep sniels denas ynjun
wel $z uep Bueiny uodsal npjem isiodoud|

BUBOUS( ]Jeiniep snjels
denas ymun wel {z uep bueiny
uodsal uejedaosy asejuasiad|

Lipuas Bunyyig

uasiad gp‘gz uep bueiny o

ussiad 000G - 1L0'Ge T

ussiad 00'G/Z - L0'0G O
uasiad Q| ebbuly L0‘G.L O

(9) uasiad snjelas ueyieyIp
wel g npjem |ejo} pyy g1y sniess denes
ynun wel $z uep uodsal npem isiodold|

(g71)) eselq ten| ueipeley
snjejs denas ynjun wel
liep uodsal uejedaday asejuasiod|

Hipuas Bunjyig

uasJtad 0p‘Gz 1ep bueiny| O

ussiad 00°0S - 10'GZ O

ussiad 00'G/ - 10'0G O
uasiad go| ebbuly Lo‘GL O

(94) ussiad snjeltas ueyieyip ynpnpuad
yejwnl jejo1 depeysay uebunpuiad uejejelad
1edepuaw B4 eseboau ebiem yejwnl isiodo.id|

uebunpuiued uejejelad jedepusw
BueA eiebau ebiem asejussiod|

Hipuas Bunjyig

uasJtad 0p‘Gz 1ep bueiny| O

ussiad 000G - 10'GZ O

uasiad 00'G/Z - LO'0G O
uasiad go| ebbuly L0‘GL O

(9) uasiad snjeltas ueyieyip gdl
eueleseld-eueles uep g4 sdojepsngd ueuehe|
1edepuaw BA eiebau ebiem yejwnl isiodoud|

gd eueleseid-eueles uep gd|
sdojepsnd ueueAe| jedepuaw 6A
elebau ebiem yejwnl asejussiod|

Hipuas Bunjyig

uasJtad 0p‘Gz 1ep bueiny| O

ussiad 00°0G - 10'GZ O

ussiad 00'G/Z - LO'0G O
uasiad go| ebbuly L0‘GL O

(94 ) uasiad snjelas ueyieyip
ynpnpuad yejwnl jejo} depeylsl ueyne|ad
11 BA esebau ebiem yejwnl isiodold|

|[eba] /yes uexeleAulp
uebuap ledwes g4y uswnxop
uelesajoAuad asejuasiad|

Lipuas Buniyig

uasitad 00‘Gz uep bueiny O

ussiad 00°0G - 10'GZ O

uesiad 00°'GZ - 100G O
uasiad go| ebbuly Lpo‘GL O

(94) ueslad snjeles

ueyiieyip Jnjesede yejwnl jejo) depeyssl
ueynejad 1ny1 buek smesede yejwnl isiodolid

ueynead jny!
BueA injeiede yejwnl asejuasiad|

Lipuas Buniyig

uasiad gp‘gz uep bueiny| O

ussitad 00'0G - L0'GZ O
uesiad 00°'GZ - 100G O
uasiad go| ebbuly Lpo‘GL O

(94) uasiad

Snjelas ueyI|eyIp ISeljiIsuoyal uswnyop yejwnl
|ej0} depeysa} [ebaj/yes ueyeieAulp uebuap
ledwes Iseljisuoyal uawnyop yejwnl isiodoid

|eba] /yes uexejeAulp
ebbuly IseljiIsuoyal uswnyop

uelessj@Auad asejussiad|

IVISOS NVNV.LNI™HIN

ejeq Jaquing

ueleden Buejuay

Jojeyipuj 1sdysaqg

ueueAe|dad J03eyipuj

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

Lipuss Buniyig

ussiad 00'G/ - L0'0G O
uasitad Q| ebbuly L0‘G.L O

eueouaq euaya) BA yewns yejwnl isiodoad|

euayJa) buek yewnu yejwnp

Hipuas Bunjyig

uasJtad 0p‘Gz 1ep bueiny| O

ussiad 00°0S - 10'GZ O

uesiad 00°'GZ - 100G O
uasiad Q| ebbuly L0‘GL O

(9) uasiad

snjelas ueyjleyip uejyningip b6A yewnu
yejwnl py; eAuueuebueuad euedual JnylIaq
a4 eped epeiaq 6A yewnu yejwnl isiodoud|

eAuueuebueuad eueouas uep
(gyM) eueousq uemes uesemey|
eped epelaq BA yewnu yejwunp

Hipuas Bunjyig

uasJtad 0p‘Gz 1ep Bueiny| O

ussiad 00°0S - 10'GZ O

ussiad 00'G/ - 1L0'0G O
uasiad Q| ebbuly Lp‘GL O

(9) ussiad snjeles
ueyjljeyip ueueAejad ewlisusw eAusnieyss
BA ueqioy yejwnl py jeisosoyisd uebunynp

ueueAejaed ewlsusw
6A eueouaq ueqioy yejwnlisiodoid|

|elsosoyisd
uebunynp ueueAe| ewlsusw
BueA eueouaq ueqioy yejwnp

ipuas bunyyig

uasJtad 0p‘Gz 1ep bueiny| O

ussiad 00°0G - 10'GZ O

uasiad 00'G/Z - LO'0G O
uasiad oo} ebbuly L0‘GL O

(94) uasiad
snjelsas ueyleyip Mijiwip bueA uebundweuad

1edwa) sejisedey |ej0) depeylal
Isbunbuaw BueA ueqioy yejwnl isiodoid

ijwip bueA 1sbunbuad
uebundweuad jedws) yejwnre

Hipuas Bunjyig

uasJtad 0p‘Gz 1lep bueiny| O

ussiad 00°0G - 10'GZ O

ussiad 00'G/ - 1L0'0G O
uasitad gQ| ebbuly L0‘GL O

(94) uasiad
snjelas ueyieyIp jejealts) BA eueosuaq ueqioy
yejwnl jejo1 depeysa) buepues 1axed uenjueq

ewausw BA eueousaq uequoy yejwnl isiodoid

Buepues 19)ed uenjueq ewlBuUaW
BueA eueouaq ueqioy yejwnp

Lipuas Buniyig

uasitad 00‘Gz uep bueiny O

ussiad 00°0G - 10'GZ O

uesiad 00°'GZ - LO'0G O
uasiad go| ebbuly Lp‘GL O

(94) uasiad snjeias ueyieyip 1ejeo.a) bA
BUBOUS( UBQIOY [B}0} Py} UBUBYEW UBNjuE(q
1edepusaw BA eueouaq uequoy yejwnl isiodoud|

ueueyew uenjueq jedepusuw
BueA eueduaq ueqioy yejwnp

Lipuas Buniyig

uasiad Qp‘gz uep bueiny| O

ussitad 00'0G - L0'GZ O
uesiad 00°'GZ - 100G O
uasiad go| ebbuly Lp‘GL O

(%)
uasiad snjelias ueyjijeyip epe bueh sebnjad

yejwnl jejo1 depeyis) eueouaq ueuebueuad
welep jipje BA sebnjed yejwn( isiodoid|

z
<
<
%
=
=
L
X
%)
<
o
T
2
Z
=
a)
<
<
Z
o
-
<
o4
L
a)
z
L
w
T
<
@
O
T
%
L
x
a
N
o
N
<
<
4
w
z
¥
z
<
o
o
o
<
-~

eueouaq ueuebueuad wejep Jipje
bueA sebnjad yejwn( esejuasiad|

1VISOS Z<Z<._.2m~_m¥_

ejeq Jaquing

ueleden Buejuay

Jojeyipuj 1sdiysaqg

ueueAe|od J03eyipuj




uasitad 0p‘Gz 1ep bueiny| O

uasiad 000G - L0‘GZ T (9) uasiad snjesas ueyieyip eAusnieyss
uasJtad 00‘G/ - LO‘0S O BueA ueyningay depeysay ueye| uebuepeouad ueye| uebuepeouad
LIpuas bunyyiq uasiad go| ebbuly Lo‘GL O Ise)o| uep ‘uesen| ‘yejwnl i1siodo.id ISE)O| uep ‘uesen| ‘yejwnp Z
uasiad Qp‘gz uep bueiny o (94 ) uasiad snjelas ueyieyIp W
uasiad 00‘0S - 10°GZ O eueouaq ueqloy emilyyebbuey yewnda yejwn| S
uasiad 00‘G/. - 100G T depeyJa) Isejljise) -18) BA eueouaq ueqloy| Ise}ljisens) buek eueousq ueqioy 2
LIpuas bunyyiq uasiad go| ebbuly Lo‘gL O emil;yy /ebbuey yewns yejwnlisiodold emil/ 3y /ebbuey yewnu yejwnp w
uasiad gp‘Gz uep bueiny| O (94 ) uasiad snjelas ueyieyp eueduaq =
uasiad 000G - 1L0‘GZ T eAusnieyss bueAk ueyningay depeylal ueqgJoy elej uswas |ebbun o
uasiad 00‘GL - 100G T elejuawas ueluny ipelusw ueye bueAk 1edwsa) Ipelusw uexe BA emas =
Lipuas Bunyyig uasltad go| ebbuly Lo‘g2 Of emas yewnu iseyo| uep yun yejwnlisiodoid| yewnJ ISe)0| uep jun yejunp =
uasiad Qp‘gz uep bueiny O (94 ) uasiad snjelas ueyieyip ISYe Z
uasitad 000G - 10‘SZ T ueqJoy yewnu jiun yejwnl |ejoy pyj Isye| eueoual ubp 1ensas Iseyojal/nieq “
uasiad 00‘GL - 100G T BUBOUAI 1BNSSS ISeY0]al /nieq unbueqip BA unbueqip BA eueouaq &
Lipuas Bunyyig ussiad 00|} ebbuly L0'G/ O]  eueousq ueqioy yewns yun yejwn( isiodoid| uBQJOy yewnu jiun yejwunpe m
uasiad Qp‘Gz uep bueiny| O (9 ) uasiad snjelas ueyieyip 5
uasiad 000G - LO‘GZ Ol  eueouaqg UeQgJOy yewnd jun yejwnl [ejo} py IS)e eueoual uebuap lensas m
uasiad 00‘G/Z - LO‘0G O  ISYe eueoual lensas llequay unbueqip buek llequay unbueqip b6A eueouaq ©
Lipuas Bunyyig uasitad go| ebbuly Lo, Of euedsuaq ueqsoy yewnd jun yejwnlisiodoid uBQJOy yewnd jiun yejwunpe w
UERIEE OO JED e (9) uasiad snjelas ueyieyIp eueOUS( 2
uasJtad 000G - LO‘SZ T cm&ox ewnJ Jun yejwnl [210) depeyse ISYe euedual uebuap m
uasitad 00‘G/ - 10°0S O IS)e BuBOUAI IBNSSS ISe)l|iqeyalip bue lensas Ise}ljiqeyalip BA eueouaq <
LIpuas bunyyig uasisad Qg e6buly |o‘g, Of Bueduaq uegloy yewnd yun yejwnf isiodoid ueqJoy yewnd Jiun yejwnp m
uasiad gp‘gz uep bueiny o (94) uasiad snjesas ueyieyIp Z
uasiad 000G - LO‘sz O emil /MM/ebbuey yewns yejwnl jejoy depeyssy weje eueosuaq z
uasiad 00‘G/ - 100G O weje eueduaq euaxa) eAuyewnl Buehk ueqioy euayJa) eAuyewn. bueh ueqioy 5
lIpuas Bunyyiq uasitad go| ebbuly L0‘GL O emilyy /ebbuey yewns yejwnl isiodold| emil/ ¥y /ebbue} yewns yejunp m
uasJtad 0Q‘Gz lep bueiny| O (94 ) uasiad snjelas ueyieyip
uasitad 000G - L0‘'Gz Ol  epe bueA yewns yejwnl jejo} depeysa) weje weje eueosuaq
CIVISOS NVNVLINI™HIN
ejeq Jaquing ueleden Buejuay Jojeyipuj isduysaqg ueueAe|dad J03eyipuj




Z
<
&
o
=
<
-l

ISESI|BISOS UBYNYE|Ip wnjeg

epeyiad uep

epiad uesebbuejed ueme. epeylad
yeAem ueibeqas eped uep epiad
e ISeSI|eISOS ueynye|ip yeg | uesebbuejad
epelad uemel
uep eplad uelebbuejad yehAejim eped|
uemel yeAem yninjas eped epeylad uep
ol S S ISEeS||eISOs uejnyejip yeigl| ¢ Bplod ISes|eIsog
uelebbuejad uemel yeAe|im
L ueejawad unsnsip wnjag
uesebbuejad
uemel yeAe|im ueibeqes epeylad
e ueejawad unsnsip yelo ]! uep epJod
uelebbuejad uelebbuejad
uemels yeAe|im ynin|as uemels yeAe|im
Gl S S ueelowad unsnsip yejga]| ¢ ueejowad|
I ue)nye|ip wnjag
epeylad
uep epiad ueejawad (0Z) epexiod
€ ueibeqgas ueynye|ip nieq uep epJad
epeylad uep epiad ynin|as epeylad uep ueyebauad
00S 001 Gl S S ueelowad unsnsip yejg]| € eplad ueejowad| Iseyuswajdwy| |
dIHMY ISN3IIA dOLVYIANI HOLVMIANI  IVIN 10909
SM3ANI SM3ANI IVIN dOMS VIVAS AVAYILNI SVI13M 10909 dOL1VMIANI NVd ISNINIa ON

NNAN NVEILY313Y NVA NVINVEILNILIY NVVHVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL13N

NNFGILNVYL NVSNAN gNS SYIANITANNGILNVYL NVVEVOONITIANId SMIANI NIINNHLSNI

¥ NVAUIdINV

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



e[e)laq eledas yepl} neje
uesebbuejad uemes yehe|im
ueibeqes eped ejeyiaq

uep epiad
uesebbuejad
uemels yeAe|m

¢ | eseoss Asuow ueyeuesye|iq ueljepuabuad
uelebbuejad uemel yeAe|im ueeuesye|ad
yninjas eped ejeylaq ISen|eAd
ol S G | eseoss nsuow ueyeuesyelq 2z uep Buuojuoy
epeylad
uep epiad ueyebauad
L ueyeuesye|ip wnjag
epelod
uep eplad ueibegas
depeyJa) ueyebauad
o ueyeuesye|p yejo L epeylad
epeylad uep epiad yninjas uep epJlad
depey.s) ueyebauad ueyebauad
0z S S ueyeuesye|ip yejell ¢ ueeuesye|od
SiuXe} epeyiad
L ynfunyad unsnsip wnjag uep epJad
siuya} ynfunjad ueunsnAuad uesebbuejad
e sosold wejep buepag uemel yeAe|m
SIUX9) uelepuabuad
Gl G S ynfunjed unsnsip yejgl| ¢ siuya} ynfunjed
| dOS epe wnjag epeyad
dOS uep eplad
€ ueibeqgas bunynpip nieq ueyebouad
dey)bus| dOS wejep
Gl G G ueBusp Bunynpip yeel| ¢ dOS uebunynq
HIHAVY ISNGWIQ  MOLVMIANI ¥OLVMIGNI | IVIN logog
SM3ANI SM3ANI IVIIN HOMS  VIVMS AVAYILNI SY13IM logog HOLVMIANI NvaISNIWIa ON

ANNAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL13N

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

ueelebbuajoAuad siuynl

e ueibeqgas unsnsip yea]!
sewuequwnq sewuenwnqmn
ueelebbusjoAuad deybus| ueelebbusajoAuad
0l S S siuynfunsnsip yeel| g siuxe} ynfunjad
dOS
L uebusp Bunynpip wnjag
deybus| wnjaq unweu 4OS Sewuewnql
e uebuap Bunynpip yeja | ueelebbuajoAuad|
deybus| buehk 4OS wejep
0l S S uebusp Bunynpip yeell ¢ dOS uebunynq|
wnqgnueJ; uenbbueb Isuajod
I ISE)IJUSPI uByNXe|ip wnjag
wngnue.
uenbbueb Isusjod ueibeqes wnqnuel)
€ ISexjipuapl uexnye|ip yes | uenbbueb
wnqnue. ueyqgeqgaiusw
uenbbueb Isusjod yninjes BueA 1susiod
ol S S Isexijijuapl uexnyejip ye;gl| ¢ Isexiuap|
L ueejawad ueynye|ip wnag
wngnueds} uenbbueb
uemel yeAe|m ueibeqes
€ ueejawad uexnyelip yeo | wnqiuel (02)
wngnueJ) uenbbueb uenbbueb, sewuenwngi u
uemel yeAejim yninjas uemel yeAem| eesebbusiaAuad
001 oL S S ueejowad ueynyelp yepl| g ueejswad| Isejuswa|dwil| ||
L ABUOW ueyeuesye|lp wnjag
uesebbuejad
uemel yeAejm yninjas eped epeylad|
HIHMVY ISNGWIQ  ¥OLVMIANI ¥OLVMIANI V1IN logog
SM3ANI SM3ANI IVIIN dOMS  VIVMS AVAYILNI SY13IM logog HOLVMIANI NvVaISNIWIaQ ON

ANAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL3N

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Injejaw uep bunsbue)
L BJRDSS UBYNYE|Ip WNnjag
yeyld uelbeqes

epeday eipaw lebeqiaq
Injejaw uep Bunsbue|

e BIEDDS UBRYNYE|IP Ye|o |
yeyid ynin|as

epeday eipaw lebeqlaq ueynjnAuad

Injejaw uep bunsbueg| uep ueeuiquad

g o S BIEDDS UBRYNYE|IP Ye|o | L ueeuesye|od
wngnue.

uenbbueb uemel yeleim
depeyJa) 1uIp yebad uep
l IUIp IS¥}8)8p uenyejip wnjag
eAuyiiegas

neje e|eyJlaq eJedas wnjaq
unweu wnqgyuel; uenbbueb
uemel yeAe|im yninjas
depeyJa) 1uIp yebad uep

€ IUIp IS)8)8p uednyelip ye|s ||

wnquiue.ly
uenbbueb uemels yehe|im

ynunjas depeyuay 1uip yebao uip yebad

uep uIp IS48}ap ejexiaq uep uIp Is¥ajep

G G o] BJedas ueynye|ip yeell | ueeuesye|od|

sewueuwnqn
ueelebbusjaAuad

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

L siwnl unsnsip wnjag
sewuenwnqr
HIHMVY ISNIWNIA | HOLVMIANI ¥OLVMIANI | IVIIN logog
SY3ANI SY3ANI IVIN dO)MS  |VIVMS AVAYILNI SY13M logog HOLVMIANI NvVaISNIWId |ON

ANNAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI
NVONNLIHY3d VAOL13N




Z
<
&
o
=
<
-l

e|eyJlaq eieoas ueqiusuad
ue)n3e|ip yepljjwniag

eAuyleqes
neje e|eylaq eJeoss
wn@q unweu 4OS lensas

€ ueqiuauad uexnye|ip yeld |
dOS

IeNnsas uep e|exJaq elesss ueqiuauad

o] o] S ueqiJauad ueynye|ip yed L L ueeuesye|od
L | uejemebuad ueynye|ip yepiL
e|exJlaq eijedsas
wnj@q unweu uejemebuad
€ ueqnye|ip yeja |

e|eyJlaq eiedas uejemebuad uejemebuad

S S S uelnye|ip yejs | I ueeues)e|ad
ueuewebuad

F uejnyejip 3ep! yelsoep

B[exJiaq eJeoss yejuewad|

wnjaq unweu ueuewebuad Bunuad eseoedn

€ ueynye|p yed uep uebunfuny

e|ex)la ISEeYO| ‘19sse

eledas ueuewebua ueuewebuad

S S S ue)nye|ip yelo | L ueeuesye|ad
L llodyed uexnyeip wnjeg
liey denes ejeylaq
BJeoas wnjeq unweu
9 llosyed uexnyelp yejoL

liey denes ejeylaq eieoas ljosed

S S S llosyed uexnyelip yeo L I ueeues)e|od
elpaw lebeqlaq

HIHNV ISNINIQ  HOLVMIANI ¥OLVMIANI V1IN lo8g0€g
SM3IANI SM3AANI IVIIN HOMS  VIVMS IVAYILNI SY13IN lo8go09g HOLVMIANI NVAISNINId ON

ANAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL3N

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




G S S BIED3S ABUOW Ue)NYe|Iq L uep BuloyuoN| @
I Asuow uejnye|ig Jep! L
B|eyJaq BIedas wnjaq sewuenwnqmn
e uNWeu ASUOW UB)NYe|IC ueesebbusjaAuad 2
ejex)iaq ISen|eAs <
ol S S Bleoas Aauow ueynyelql ¢ uep Buliojuo S
unNYeas NPem uniny 2
wejep sebn) ueeuesyejad w
wejep NVH uelebbuejad g
uelode| ebi} uebuap 0
L ewes neje yiga| yedeplta | z
unyelas NPem uniny wejep 2
sebn) ueeuesye|ad wejep sebn) Z
INVYH uelebbuejad ueisode) ueeuesye|ad| «®
e ebiy uep Bueiny jedepus | wejep s
sebn) ueeuesye|ad INVH ueynuawad| m
wejep NVH uelebbuejad 1eyJ9) Jnjelede 5
ol S S uesode| epe yeplyl| ¢ ueweyewad| m
dOS lensas ueuebueuad o
| uejeues)e|ip Yepl | w
BISPIO o
Iwejebusw bueA epe unweu P
dOS lensas ueuebueuad m
o ueyeuesye|ip yejo L essew &
elaplo lwejebuaw ueynsniay Z
BueA epe yepn uep uep esel ynfun Z
dOS lensas ueuebueuad ueuebueuad 5
G G o] ueyeuesye|ip yejo L L ueeuesye|od m
dOS lensas uep
HIHAVY ISNGWIQ  MOLVMIANI ¥OLVMIGNI | IVIN lo8g09g
SM3ANI SM3ANI IVIIN HOMS  VIVMS AVAYILNI SY13IM logog HOLVMIANI NvaISNIWIa ON

ANNAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI
NVONNLIHY3d VAOL13N




Z
<
&
o
=
<
-l

eJeoas |euoisbuny uep
[eanpinas uejeqel ueyningoy

€ uebunyiyiad eipasis} yeo | [euoisbuny
deybus| eleoss |euoisbuny uep |einpnns
uep |ednpjnJis uejeqel uejeqel 1Isew.oy
ISEW.IO} BlSS UByningoy Bl8S ueyningay
o] S S uebunyiysad eipasia) yeo | L uebunyiyiad
|leuoisbuny
uep |einpnJis ueeqel
eped eliay jlun denes
eped eliey uegaq sisijeue
uep uejeqel sisijeue 9,6/
L liep Bueluny unsnsia} yejo |
|[euoisbuny
uep |einpjnas ueleqel eped
el1ey 1un denas eped eliay
uegaq sisljeue uep uejeqel |euoisbuny
sislleue %G/ uebusp ewes uep |einpinis
€ neje yiga| unsnsisj ye|o | uejeqel eped|
deybug| eleoss |euoisbuny elilay nun denss
uep |einpjnas ueleqel eped eped eliay ueqgaq
eliay nun denss eped eliay sisijleue uep (g1) eisnuepy|
ueqaeq sisljeue uep uejeqel uejeqel sisijeue eAeq Jequing
G/ o] S S sIsl|jeue unsnsia) ye|o | L ueunsnAuad| uawsaleuep |||
wmm:;
I Asuow uejnye|ig yep! L ueeuesye|ad
BleyJaqg eledas wnjaq wejep
€ unweu Asuow uexnie|ig INVH ueynuawad|
elexyJaq ISen|eAa
HIHMVY ISNGWIQ  ¥OLVMIANI ¥OLVMIANI V1IN lo8g0€g
SM3ANI SM3ANI IVIIN dOMS  VIVMS AVAYILNI SY13IM logog HOLVMIANI NvVaISNIWIaQ ON

ANAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL3N

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




uNsSNs.I9) Wn|aq Isusjadwoy
L uebuequabuad euedsuay
lensas bueA

uelebbue uebuap Bunynpip
wnjaq unweu dex)bug)

unsns.a) ye|a) Isusjadwoy uelsebbue

oy uebuequabuad euedsuay uebuap 1ensss

uelebbue uebuap Isuajaduwoy

Bunynpip ye|a) uep deybus| uebuequwabuad

unsns.a) ye|a) Isusjodwoy BuUROUAI

0l G G uebuequabuad euedsuay Z ueunsnAuad|

uNsSNsJa) Wwn|aq
L uejeqel Isusjodwoy Jepuels
[luosiad uejedwauad
wejep uenoe Ipelusw
wnj@q unweu unsns.a) ye|a)
e uejeqel Isusjodwoy Jepuels

[luosiad uejedwauad uejeqel

wejep uenoe Ipeflusw Isuajodwoy|

yepns uep unsns.a) ye|ay Jepuels

ol G G uejeqgel Isuajodwoy Jepuelg| ¢ ueunsnAuad|

|euoisbuny uep [einpnJis
uejeqel Isewloy} euas
ueyningay uebunyiysad
I ue)nye|ip wnjag
eAuyiiegas
neje deybus| eijessas
BIpas.a) wnjaq ueleqel
ISewJo} unweu deybug)
HIHAVY ISNGWIQ  MOLVMIANI ¥OLVMIGNI | IVIN logog
SM3ANI SM3ANI IVIIN HOMS  VIVMS AVAYILNI SY13IM logog HOLVMIANI NvaISNIWIa ON
ANNAN NVEILY31L3IYM NVA NVINVYILNILIM NVVEAVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL13N

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

0l

wn|aq SNdd ueynngey
sisl|eue uep BUBOUSY

eAuuesebbue

BIPaSJa) WN|aq

unweu deybus| unsns.a)
yelg} SNdd ueyningay
SiSl|leue uep euedsuay

eAuuelebbue eipas.a)
yejal uep deybus| unsns.ol
Ue|dl SNdd ueyninga
SIS||leue UBp BUBDOUDY

SNdd ueyningay,
uep sisijeue uep
ueeueoualad|

0l

ueyningay
uep euedoual uebuasp
IBNSSS UB)EBUESYE[IP WN|3q
Isuajadwoy uebuequabuad
ueeuesye|od

ueyningay
uep eueoual uebusp lenses
winj@q unweu uexeuesye|ip
Buepas neje ye|o)
Isuajadwoy uebuequabuad
ueeuesye|od

ueyningey uep eueoudl
uebuap 1ensas ueyeuesye|ip
Buepas neje ye|o)
Isuajadwoy uebuequabuad
ueeuesye|od

ueyningsy
uep eueoual
uebuap lensas

Isuajadwoy
uebuequwabuad
ueeuesye|od

ueunsnAuad
soso.d wejep buepas neje

dIHNAY
SM3ANI

ISNIWIA
SM3ANI

AOLVMIANI
IVTIN

AOLVMIANI
AOMS

IVTIN

VIVAS

TIVAYALNI SV13X

logodg

AOLVMIANI

logodg
NVva ISN3NIa

ON

ANAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL3N

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




dey)bus| eieoss eueleseld uep eueles| (g}|) eueseseud @
uep eueles ueyningay ueyningay uep eueles
G. Gl S S Iseyyjusprunsnsis} yelg|, ¢ Isexjjusp| uawafeue| Al
I Asuow ue)nxe|ig ¥ep!L

B|eylaq eiedas wnjaq Nas _mcmgmanv_
e unweu Asuow ueynye|iqg uebuequwabuad
e|e)laq ISen|eAs
S G S BIBROSS ABUOW uByNye|Iq L uep Bulojiuo

SNdd ¥epiip inyjibusw
)¥Nun ueyNsnip wnjaq

uep SNdd 1exiiuas pijiwsw
I wnjaq dd |odies ueuidwid
SNdd ¥epiip inyjibusw
e Buepas 44 |odies ueuidwid
SNdd 1exiiss pijiwsw
Ueld} dd odies ueuldwid, ¢
SNdd ueieybuiuad uejeibay
L uep welboud unsnsip wnjag
eAuuelebbue

BIPaSIa) WN|aq

unweu SNdd ueleybuiuad
uejelbay uep weiboud

e unsnsip Buepas neje yejo ||
eAuueiebbue eipasia) ye|ay

SNdd
Iseijienyiaq dd
|jodies ueuldwid

0l g g

‘SNdd seyisedey

uep SNdd ueieybuiuad
uejeiboy uep welibo.d

ueleybuiuad
uejelboy

ol o S unsnsip buepas nele yejp|l g uep weibo.id
ueunsnAuad
soso.d wejep buepas neje
HIHAVY ISNGWIQ  MOLVMIANI ¥OLVMIGNI | IVIN lo8g09g
SYM3IANI SMAANI IVIIN HOMS VWIS IVAYILNI SYI13IN lo8go09g HOLVMIANI NVAISNINId | ON

ANNAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL13N

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

oL S S uexeuesie|lp ye|gl, ¢ ueeJeyljawad|
eueleseld uep eueles
L ueepebuad epe yepi |
uenjualey
uep awsiueyaw uebusp
lensas wnjaq eueleseid
e uep eueles ueepebusad eueJleseud|
uenualey Uep awisiueyaw uep eueles
uebusp lensas eueleseld ueepebuad
0z g S uep eueles ueepebuad ¥ ueeuesye|od
eueleseld uep eueles
ueyningey ueeueoualad
L uswiNXop eIpasla) wnjag
Isexijuapl
[ISey lensas wnjaq unweu
eueleseld uep eueles
ueyningey ueeuesualad eueleseud|
3 uswiNX)op eIpasla | uep eueles
ISE)IIUSPI [ISey [ensas ueyningay
eueleseld uep eueles ueeueoualad
ueyningey ueeuesualad uswnyop
0z S S uswnyop elpasia|| ¥ ueunsnAuad|
dey)bus| eieoss eueleseld
uep eueles ueyningay
L ISBYI{JUSpPI UNSNSI8) Wnjag
dexbus| eieoss
eueleseld uep eueles
ueyningsy Isexiuspl elisy ueqaq
e ueunsnAuad sasoud wejeq lensas eueleseud|
HIHMVY ISNINIQ  HOLVMIANI ¥OLVMIANI V1IN lo8g0€g
SM3IANI SM3AANI IVIIN HOMS  VIVMS IVAYILNI SY13IN lo8go09g HOLVMIANI NVAISNINId ON

ANAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL3N

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




ddMd neje/uep
ANrdy uebuap iensas

wnjag unweu ueunye) eliay wnquueJ)

o BUBOUSIJ unsSnsia)} ye|a || ueelebbuajoAuad|

ad ¥ uep dnrdy uebusp ueunye}

lensas ueunye) eliay eliay] eueouay

ol S S eueoual unsnsiay yePyl| ¢ ueunsnAuad
ddMd vep diNrdd
L wejepay Iselbajulla) wnjag

ddMyd wejep wnjueossy adyy uep

wnjaq unweu gArdd dNrdyd wejepay

€ weepay Isesbajulisy yejo | wnqiuel (01)
adMy uep ainrdy ueelebbusajoAuad uelebbue uep
0S ol o] S wejepay Iselbojulidy yeg]l z | weuboud iseibaju| ueeueoualad| A

I ASuoW ue)nye|iqg Yep! L
e|ey)Jlaq eiedas wn|aq

e unwieu Asuow ueynye|iqg eueleseld uep

e|e)taq BURJES ISEN|BAD

ol S S BIEDaS ABuOoW ueynyeql gz uep Bunojuop|
eueleseld
uep eueles ueeleylswad
I uexeuesie|ip yepl |
e[eyJaq uep uinl eJjeoss
wnjaq unweu eueleseld
uep eueles ueeleylswad
€ uexeues)e|ip ye|s |
e|e)laq

uep unni ejedss eueleseud eueleseud|

uep eueles ueeleylswad uep eueles unnl

HIHNV ISNINIQ | HOLVMIANI | ¥OLVMIANI  IVIN logog
SYM3IANI SMAANI IVIIN HOMS VWIS IVAYILNI SYI13IN lo8go09g HOLVMIANI NVAISNINId | ON

ANNAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL13N

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

0l

addv wejep
yiga| neje 9,G wnqiuedy
uelebbue asejuasiad

uesebbue
uelesaq
asejuaslad|

0l

................... Cmgmmmcm
uelesag

uelebbue ueyningay
eueduUal uebuap 1ensas
wn|aq uesebbue ueiesag

uesebbue ueyningay
eueoual uebuap 1ensas
yejo) uelsebbue uelesag

uesebbue
ueyningsy
uebuap
uelebbue Iseyo|e
uelensasa)|

0l

uesnjelad uenjua)ay wejep
uejelbay uep weiboud
Jnjepuawou uebuap
eAuuiensesay %,G/ yemeqip
ueunye} eliay eueosuay

uelniesad

uenjuajey weep uejelboy
uep weiboud injepuswou
uebuap 1ensas ye|a)

%G/ ueunye) eliay eueousay

uelnjesad uenjuajey wejep
uejeiboy uep welibo.d
Jnjepjuswou uebusp
eAuynin|as 1ensas ye|ol
ueunye) eliay eueouay

uejelboy
uep weiboud
Jnjepjuswou
uelenNsasa)|

|

eAuwnjagas

unye) eliey eueoual
eped ueyiesepip eAuey
ueunye) eliay eueouay

dIHNAY
SM3ANI

ISNIWIA
SM3ANI

AOLVMIANI
IVTIN

AOLVMIANI
AOMS

IVTIN

VIVAS

TIVAYALNI SV13X

logodg

AOLVMIANI

logodg
NVva ISN3NIa

ON

ANAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL3N

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




0g

0l

)}NjuaqJa) ye|a) uenpebuad
ueueAe| ejojabuad jun

ueueAeg|
e|jojebuad jun|

0l

ol|gnd ueueAe|ad Jepuels
Seje NiAaJ ueynye|ip wnjiag

ueueAejad ueyieqJad Jesep
ueyipellp wnjagq unweu
yiilgnd ueueAejad Jepuels
Seje niAaJ ueynye|ip yes ]!

3i|lgnd ueueAejad
Jepuejs seje ueyleqiad
uep niAal ueynye|ip yero

Yiignd ueueAejad
Jepuejs

seje ueylequad
uep niAnay

0l

BIpasIa) WN|aq dOS

™

ueunsnAuad
saso.d wejep yisew 4OS

BIpasIa) Yefa) dOS

Yiignd ueueAejad
Jepuels
ueeuesye|ad|
dOS

0l

eAuule|

)Nuaq neje epeylad
neje/uep eplad ynjuaq
wejep eipaslia) wnjog

epeylad
neje/uep eplad uie|es
ynjuaq wejep eipasia) yee ]

epeylad hejejuep eplad
)njuag wejep eipasial yeja ]

yiignd ueueAiejad
Jepuess seyljebo]

(01)
Yiignd ueueAiejad

sejeny)

A

addyv wejep
%¢ yemeqip wnqgiueJ)
uelebbue asejuasiad

&

dgadyv wejep %S
ledwes 9,z ejejue wngiued)
uelebbue asejuasiad

agdyv
weep wngnued

dIHNAY
SY3ANI

ISNIWIA
SM3ANI

AOLVMIANI
IVIN

AOLVMIANI
AOMS

IVIN

VIVAS

TIVAY3LNI SVY13X

logodg

AOLVMIANI

logodg
NVva ISNIWIa

ON

ANNAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL13N

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

ewes cmv_:um__b yepi} elisuny
uelnynbuad uep uedessusad

eAuyiieqes
neje uenjualey I1ensas
unweu ejeylaq eleoss
ueynye|ip sepl} eliauny

€ uelnynbuad uep uedelauad
1ensas cmcvmmwmﬂwm NpIAIpUI eliaupy
BJE0aS UBYNYE|Ip eliaur uenynbusd
0l S S uelnynbuad uep uedeisuad 4 uep uedesauad
eAuueeuesyejad
eLIas uejelbay
jeqilio] uep welboud
| yeusad yepiy ueuidwi ueunsnAuad
¢ | mucusecsiecsehec | wepp Guncoue
Bunsbue Jeqia) ueuidwid (01) elauny
0S 0c S S leqiue) niejes ueuldwid v Uswijwoy SellIqelunyy/ [IA
I ABUOW ueyNye[iq Yep! 1eyeledsew
ElexJaq eJedas wn|aq uenpebuad
e unweu Asuow ueynye|iqg ueuebueuad
elexyJaq ISen|eAa
ol S S BIEDaS ABUOW ueynNyelq 2 uep Buuoyuop|
)}NjuagJa) wnjaq uenpebuad
L ueueAe| ejojabuad nun
)ieq uebuap |euoisesadolaq
wnja@q unweu
)}njuagJta) yeje) uenpebuad
e ueueAe| ejojabuad 1un
yieq 1e)eleAsew
uebuap |euoiseladolaq uep uenpebuad
HIHMVY ISNGWIQ  ¥OLVMIANI ¥OLVMIANI V1IN lo8g0€g
SM3IANI SM3AANI IVIIN HOMS  VIVMS IVAYILNI SY13IN lo8go09g HOLVMIANI NVAISNINId ON

ANAN NVEILY313M NVA NVIAVYILNILIM NVVAVOONITIANId SMIANI

NVONNLIHY3d VAOL3N

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




ASUOW ueNYE|Iq YEp! e[esaq
e[exJaq BIB9S Wn|aq

unWeU ASUOW UB)NYe|I( Ewomww QM_%M_M

elexlaq !

ol Bleoas Asuow ueynyeqgl ¢ uenejuewsd
NS
yeusad yepi Juswysiund
uep pJemas uedesausd
UEN}Ua}ay| IENSaS UEp
US)SISUOY BIBISS UBMNYE|IP
wn|aq Juswysiund

uep piemals uedelsusad m_.._wc_v_ Qmﬁmc._wu_

UEp USIISUOY, BIEoBS jusuiysiund

ueynye|Ip Juswysiund g et

0l uep piemal uedessusad ¢ uedelausd|
|lexos

-

EEEEE—

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

IP SYIAINITT ISONNA
uejeybuluad jiexta)

B0}/ ge)/isuinoid
1exbul (ado) seulp
ejeday ueydejayip buek
ueinie/ise|nbal eAuepe | g
SVIANITISONNA
eped yesebusw Buek
aAlNrdy uep ueibeq
ISIN uep ISIA eAuepe ¥
SVYIANIT
ISONNA Hexs) (&)
LPAqd oyllem/nedng/inuiagng))
anrdd yeloeq ueuidwid
uawnyop ueydejaup bueh N
uB9S/0)0} ueinie/iseinbal eAuepe | ¢ | ¥MVrIgaM
eAu uelebbue
edelaq ‘Isesi|eals)
«PAqd yers) bued SYIANNIT
Ise|nba. ISONNL yexus) epwad
uawnyop uejelboy/welboud N
ue0S/010} eAuepe Z | VHVOONY
«PAqd SYINIT Nvd
Ise|nba. ISONNH ¥exis) dinrdd NVYLVIOIM
uawnyop es u wejep ueiebbue NYY9O04d! SYWNITN
uBedS/0}0} 8Q/19Y| eleweda)| ejoy//gey | ISsulnold iIseyo|e eAuepe L JNIrVYNVIN
lenpyeq . oo HO (‘wia ] jeuonipuo))
UswWIN)O(d oswnysu; qunserey ¢ JsoquinseseN gz Joquinserey | Jaqunsesey 3N jen}je4 Jojejipuj ‘ON Isusuwiqg Anasuoyf

LVNVHVASVIN NVONNANITIdId NVNLVS NIIWIFVNVIN NVVEHVOONITIANId SMIANI

S NVUIdINV

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



ueyeln|ay/esap

Ise uep ueleweddy
juswnyop ‘BJ0M/qEY Ip Sewuljjes (nas)
uep ejobbue uep ejoy/qey VISNNVYIN
uejelboy sewul] sebjeg yejwnl VAVd
usuwnyop yoxod ejep eAuepy 0L | d34dINNS
Ise
juswinyop sewul
uep NOIN sebjes JOS et}
uawnyop dasuoy/yelp eAuepy 6
Ise sewul
juswinyop sebies ueyynjuaqwad
uep NON Buejus) yelsep NVYVO
usuwinyop ejeday| MS eAuepy 8 | VAaWNII3aM
1e)eIRASEN
uebunpuliad
elIas 1eyelefsel)
Ise uewelIaUdY
juswinyop uep wnwn ueqiualey
uep ueelebbusjaAuad J1eyio)
weuboud ueyeligey/3g/1seinbal
uawnyoQq Isesl||eisos eAuepe /
ejoy/qey
yejuuswad 16eq ye)
ANr/siuNr/dOS/iseinbal
ynjusq
wejep 1exelelise
uebunpuijued
uee.lebbusjoAuad
uewopad eAuepe 9
yeioep
lenpyeq . oo HO (‘wia ] jeuonipuo))
UBWINYO(d | oswnysuj| qunsesenN| ¢isqunseseN | zasqunseren| | ssqunsesey| 1D jen}je4 Jojejipuj 'ON | Isuauwiqg ynisuoyf

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

yelaep yejuawad
liep uelsexeqay uep
eueoua(g ‘sewuenungin

Ise uenbbueb
juswinyop eueleseld uep
uep BURJIES UBEBIPSS.I9)0Y
uejelbay ueynuswad welep
uswnyop yeqy juenmueq eAuepy | Gl
yesaep
Ise den} 1p ueleyeqgay uep
juawinyop BUBOUS(Q ‘Sewuelwnqgl
uep uenbbueb ueuebueuad VN
uejelbay wejep eueleseld voVSvYyd
uswnyop uep eueles eAuepy vl | -VNVYVS
Ise unye} 0¢ Uep yiqa|
juswin)op Ipgebusw buehk SYIAINIT
uep ejobbue epedoy
uejelboy (ueebueybuad) piemau
uawnyop uelaqwad eAuepy el
Ise Iseysaldiaq
juswinyop BueA SYIANIT
uep ejobbue epeday
uejelbay (ueebieybuad) piemau
uawnyop ueuaquad eAuepy rA)
Ise yeJaep Ip sewuljjes
juswinyop ejobbue uep sewui
uep sefjeg 16eq NAS
uejeiboy selsedey uejeybuiuad
uawnyop uejelbay eAuepy Ll
lenpyeq . oo HO (‘wia ] jeuonipuo))
UBWINYOQ oswnysu; qunseseN ¢ isquinseseN gz Jaquinserey | soqunsesey 1D jen}je4 Jojeyipuj ‘ON Isusuwiqg ynasuoyf

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Ise yipolad
juswinyop B1B23S yelep Ip Sewul|
uep u uejelboey-weliboid
eyljlwadey ueeuesye|ad buLiojiuow
uawnyop uejelboy eAuepy L2
Ise
juswinyop yeJep Ip sewul| uejeiboy
uep -welboid ueeuesye|ad
-osapqol Bunioyuow (18}
uep sawas/ue|nmuy/ueue|nq) ISVNIVAL
JnpnJls yipouad NVd ON
uswin3op uswnJjsul eAuepy 0Z | IMOLINOW
nyelaq
akuedwey Bueh |SNL 1enses
Ise SYINNIT eliaury 1eb.e)
juswinyop ueledeod ueyeybuluswi
uep NON }nun uenbbun
uawnyop welboid eAuepy 61
wnqguiuel] uemel yeiaep
ueejawad uejelbay
-welboid eAuepy 81
Ise
juswinjop SVIAINIT NAS
uep sejjeny ueyeybulusw
uejeiboy }nun uenbbun
uawnyop welbolid eAuepy Ll
Ise jedwales |e)o| uejlieay
juswinyop uebusp ueyiensasip
uep Buek QYNNI ueueAe|
uejelbay sejljeny ueje)buiuad
uawnyop welboid eAuepy 9L | ISVAONI
lenpyeq . oo HO (‘wia ] jeuonipuo))
UBWINYO(d | oswnysuj| qunsesenN| ¢isqunseseN | zasqunseren| | ssqunsesey| 1D jen}je4 Jojejipuj 'ON | Isuauwiqg ynisuoyf

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

(yesoep
yejuuswad |eula)sya

Ise -|eulajul) yeiaep
Juswinyop Ip sewulq] ueeuesye|ad
uep Bulojluow-isenjeAs
uejeiboy [Isey ueseyequwad
uawnyop uejelbay eAuepy A
Ise
Juswinyop yeJep Ip sewul| uejelboy
uep -welboid ueeuesyejad
uejelbay ueunye) IsenjeAa
uawnyop uejeiboy eAuepy (o4
Ise
juswinyop yeJep Ip sewul| uejelboy
uep u -welboid ueeuesyejad
eyliwaday ueunye) Isen|eAa
uswinyop uswnasul eAuepy YA
(49}
Sawas/ue|nMu}/ueue|ng)
lenpyeq . oo HO (‘wia ] jeuonipuo))
UBWINYOQ oswnysu; qunseseN ¢ isquinseseN gz Jaquinserey | soqunsesey 1D jen}je4 Jojeyipuj ‘ON Isusuwiqg ynasuoyf

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




e T 1 T R s S
ueieybuelas
dnyeouaw
1Ngas.a}
Bueouay ¥
‘uedap esew
‘oISl sisequeg Ip isedisijuelp
eyesnlag ueuizuad  bBueA uep
ueesebbusaAuad Iul jees oyisi
Buejusy 1zoz Suodsaiaw :(ado)
unye] g Jowop BunsBue Yesse( jexbuessd
dd (9) ‘€269 JowopN eisedsas bBuek SESlEDE
' eliay] eueosuay
eIsauopu| yiignday (inpnaseuul uep (adyy)
eiebaN uelequaT yokoud yesoeq Yejuuaway
‘HexJs} lemiad ueyeque]  uep ejoy eliay] eueouay
‘qexied ‘Gy¢ JOWON OgOz| ueynqunyuad (QWrdy) yeleeq
‘qnbled unye| eisauopuj ‘eAujesiw) se yebuaus|y exbuer
‘Yesoeq yiignday eiebaN 1ioud/uexepuny ueunbuequied
ado eluay ueinjeiad BUBOUSY ‘uawnyop
'S ANFdY ‘ado eluoy ueliequwa]) eliey] ueieybueliss ueunsnAuad weep
© yeseep uep ‘Qqyy | ©4dIo Bueius) 0zoz|  dnyeousw ueyBuequiiadip yelaep ueeuesuaiad
: ueeueoualad ‘anrdy unye] || JOWON  Jngasisl oyIsl ueunsnAuad wejep
uawnyoQq uswnjoq |buepun-buepun (e)] eueousy o Jopje} euew ynelog oyisu uebuequiad L
ueynpiadip
BueA
: (22UBpING) Isewoju|
- eAuwnjages uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnyysu| pue
‘jedeus uejejed IejIN yojuos uelnjy Jese(q e|e)s uelein ejeys | J03e)ipu| 9JUBUIDAOD : L delld  V

NVAVMVE3IX NVSNAN 9NS SYINNITANNGILNVYL NVVAVOONITIANId SMAANI ISVINGVL

9 NVUIdINV

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




IMNQg epy I
‘B)oy
BURBOUSI LIep
|eibajul ueibeq
ueyedniaw
Jieq
Buek oyisu
uelejiuad

I6ojopoje Z
B10Y
OISl Jopje}
liep sejal
uepewes)as
uebuap uey
Buequnaiadip
ueeuedualad

S)21U0Y e
‘lul jees
Isex|jijusplis}
BueA oyisL
suodsalaw
Bunsbueg|
eleoas buek
(anpynuyseldyul
yahkoud
uep ueejoxad
ueynqunuad
‘eAujesiw) se

Z
<
&
o
=
<
-l

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




uewopad
epYy "eIpasia)
BueAk oyisu

uerejuad z
ueyJesepiaq z
1ex)Js) yeiaep ueybuequayip %
Ip eAuuie] JIe19) uedep S
uawnyop uebuepuniad Besew Ip ejoy v
nee dMdsiy ueinjelad ueynquwnyad 2
MdSIY welep uep .dMdsid uep lul jees m
JoRI=NIE Bueus] - ueejoylad z
ISewoul "‘ON uebaN weeq |ueunbuequad z
uep uswnX)op | UBJUS|A ueinjelad 3}nun ueleyeqay eAeyeq uelexeqey P
ueelpasialoy uebueouey eAeyeq ejod elad eAuelpasia | eAeyeq ueejawad z z
"ueeueoualad 3
wejep ue i
siBuequipadip 2
Jepl} oisiy m
.3
BjoM : ;
ueeueoualad &
Wi wejep -
sen| eJeoas L9
Iweyedip ¢
(ueunibunwoy &
x ekeyeq) g
OISl emyeq - Z
eueoual o
wejep F2
ueynpiadip
Buek
: (22uUBpING) Isewoju|
- eAuwnjages uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnysuj pue
‘Jedeu uejejen IejIN yojuos ueln)y Jese( e|ey)s uelein | d03e)ipu| 90UBUIOACD : L delld V




ueunbuequwad
}Njun elpas.ia)
eAeyeq ejod e
‘epe
ueasjal bueh
uewopad
uep Iul Jees
ueejoyad
ueunbuequwaed
}njun epe
eleyeq ejod ¥
‘(ueeulq
uebunybul
wejep Isebiiw
eynw.ejue
Buenjad
‘Isejdepe
Isejebusw
Jeejuew
Jadas)
Iselbajulio)
Bleosas
|elopes
Sejul| yejesew
luebueusw
liep jeejuew
lebequaq
YNsew.s)
ueAsjal buek

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



euBOUSI BPY

ueybuequaip
Buepas
Ul yees
oyis1 depey.al
jnisuss
BueA ejoy u
ebueqwabuad
uep
ueeueousalad
npuewaw
}Njun
ueAsjal bueh
uewopad uep
eAeyeq ejod

"OYISl
depey.o)
Jljsuss
BueA ejoy u
ebuequabuad
uep
ueeueousalad

npuewaw
}njun
uewopad
epe Xepy
idejay 1ul Jees
ueejoyJad

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

yeioep
ueunsnAuad
asejuasoud

1eyr

BueA ejoy u
ebueqwabuad
uep
ueeueoualad
npuewaw
¥njun
ueasjal bueh
uewopad
neje/uep
eAeyeq
ejad uey
Bueqwabusw
)}Njun euesual

epe Xepi]

u
ebuequwaxiad
uep
oyIsll depeyJa)
jisuss
BueA ejoy
ueeueoualad
npuewaw
¥njun
ueAsjal buek
uewopad
uep eAeyeq
ejad uey
Bueqwabusw
¥nun

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



:yeuaep Ip ejep ueyeybuluad | wnwn ueelieyad | ueyewniad ueyiexbuiusw Ide ueynbbuejay
:  epe yepns uejeiboy ejeq | L8jUs|\ uelnjelad |ledeplts) yepl] eAedn euew ynelog | ueyjeybulusw eledn
%0¢
Liep bueiny
%0¢
dnyeouaw
ye|s L
%01
dnyeousaw
yeg L
%09
dnyeousw
yeg L
Bunpab
ueunbueq
%08
dnyeouaw
yes L
"1eyJa) yesaeq
ueinjelad uep
‘uebunybui] uep
Bunpec) ueunbueg uexeuesye|ip 1edep
cEcmMmM_ox __mv_w#ohn_ Bunpab yejo) ueleyeqay (uesexegay I1sysj0.d
cSE_mWw.mevn__. mv_cm._mcﬁ ueunbueq ueyebaouad wajsIs ueeleylswad
ddO ueunyel | o455z unye] 9z "ON %001 uejelbay uednyed uep uellnbuad
uelode wnw ueeliayad dnyeosusw sen| edelagag ‘ISyjodsul) ueieyeqoy
‘ddO elusy | usjus|y ueinjeiad yelal | ©sejuasold ueyebaouad uejeibay
"OYISU
depey.s) eyad
ueynpiadip
BueA
: (22uUBpING) Isewoju|
- eAuwnjages uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnysuj pue
‘jedes uejejen IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|eys uelein | 103eqipu] 90UBUIBAOD) : L# Jejid

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




1edepla |

Z
<
&
o
=
<
-l

"lunyJa}
yeheim
%G| Jesages
ynwinyj
uewiynwliad
ueq ynwny|
ueyewniad
1edepla |
"lunyJa}
yeheim
%G Jesagas
ynwinyj
uewiynwJiad
ueq ynwnyj
ueyewniad
1edepla |
‘ynwinyj
uewnjnwliad uep
ynwny| ueyewnliad
depeysa) sejeny BIpaSIa)
"ynwiny uejeybulusd ueieyeqoy
uewnnwJiad Buejuey ISy9101d
uep ynwny 9102Z/IN/Ldd/c0 | Inpnaiseju] uejeues)e|ip
ueyewniad | JOWON BISBUOPU| | uUep ynwnyj JnpjnJiselul uep ueleyeqoy
depeyla) yignday 1eAyey | uewnpnwiad Bunpab ueunbueq | uemels BueA inpnuseljul
sejlieny ueyewniad uep ueq ynwnyj iIde ueynbbue)ay uep ueunbueq
ueynpiadip
BueA
: (22uBpING) Isewoju|
- eAuwnjages uswnyop Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAuelad (%02) suonnysuj pue
‘jedeus uejejed IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|eys uelein | 103eqipu] 90UBUIBAOD) : L# Jejid

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




uejewe|oAusad
uep
ueleyeqoey|
wepewad

NS
ueleded ejeqg

Jepuels eped
leseq ueuehejad
S|uya] Jepuels
Buejusl g10¢
NNHVYL1 ¥#L1 'ON
[4OVANINGId

%
00| 'edeosa |

ueyliaq ‘Jexweq
INdS ueledeouad
uebunyiysad uebusp
uejiexiaq ueuaqip
yela} bueA uenjusiey
ueyleseplag

(1eqweqg
INdS ueynuswad)
uejewe|aAuad
uep ‘ueiexeqay
uebuenbbueuad
suodsal sejAnya)g

INdS uerede)

"lunyJa}
yehAem
%G Jeseqas
ynwnyj
uewnjnwiad
ue@ ynwny
ueyewnuad
yedepio|

‘lunyJe}
yehAem
%G¢ Jesaqos
ynwny|
uewpnwJiad
ue@ ynwny|
ueyewnuad
yedepio|

‘lunyJa}
yehAeim
%Gz Jesaqas
ynwiny|
uewjnwiad
ue@ ynwny|
ueyewnuad

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

eAuwnjaqgas
‘Jedeu uejejed

ueynpiadip
BueA
(ELIIETJVE))
uswnyop
yojuodn

Isewoju|
Jagquingjueinjelad/
uein)y Jeseq

ueanynbuad
e|eyg ueleln

ueeAuepiad
[ 103e)1pU|

(%02) suonniysuj pue
90UBUIBAOY : L# Jejid




Z
<
&
o
=
<
-l

unyny %S, 14
ejoyj/usiedngey “ynpnpuad ys|o
yelsae(q ueieyeqey ewayip 1edep ye|al
"1eyeleAsew uesnin qns ‘eAuuebuenbbueuad
¥Njun [ewluly ueuelejad uep ueyebaouad
ueieyeqoy Jepue)s eped ‘ueleyeqay
eAeyeq Jeseq ueuelejad eAeyeq Buejus) eAuuebuenbbueuad
Buejusy s|luya| Jepuels uenyejabuad uep ‘ide
ISesl|eIsos Buejusl g10¢ leusbusw ueseqgaAuad ueyebaouad
uejelbay NNHVYL L1 'ON (1Y) ebbueje | Jnp{nJisia) Isesljelsos|  ‘ueleyeqay eAeyeq
ueleded eleq | 1¥YOVANINYIL | unyiny %001 o eAedn yeyedy Buejus) uenyelebuad L

%
Ip redeoss |

09 Yyemeq

%09 ledeaus |

%0/ ledeats |

%08 lededass |

% 06 ledeats |

<t MAN|[—|O

yeleeQq

ejoyj/usiedngey
yelsae(q ueieyeqey
uesnin qns
[ewiuly ueuelejod

‘uele|iuad
e|exs uebusp
IBNSaS INQ9sIa)
ueledeouad Ieiu

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



T ——— T Lt (e P
ajnJ/ejad @

elpasio) yepl | v

gsp
‘llye/sijeue
eled ys|o
ISepljeAlp uep
yeheim %G/
lep yigs| 1p ¢leuolsajoud
ueyeuesye|ip uep yiqnd
ueunyej ueyieqiow buek
: ISenjeAs ueyne| ISenyeAa ueyie| uep
:IsenyeAs ajnl ueynel ueieybuel yipeld ueynyejow
: uejenquad uejelbay ST JIpje uep ueleyeqay ISenyeAs ueyle|
"qsp [|Up ISejuswNyop ‘undwiysaq ueqJoy| ISenyeAa |ynsewls) (uelepesay uep
uonenoeAs uep ISenyeAd ISe)0| a)nJ unsnAuaw ueyipipuad uesad/usiew
ueynye|aw ajnJ/ejad uep Isenyena yejal (1extayaexweq| depeyls) yiignd ueseded)
<- ueyein|oy (ueitodey) ajnJ/ejad ado) yiignd uelepesay
uep ‘esep %, ISejuawinyo elpesioyye@]| ¢ yesoaep yeyedy uep ueyjIpipuad Z

(1Y) ebbueys |
uminy %S|
liep Bueiny 0

(1Y) ebbueys |
uniyny %S| !
(1Y) ebbueys |
uniNy %0¢ Z
(1Y) ebbueys |
uniNy %05 €

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

ueynpiadip
BueA
: (22uUBpING) Isewoju|
- eAuwinjaqgas uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnysuj pue

mumam._ uejejed IejIN yojuon uein)y Jese@  e|eyS uelein ejeys | 103eyIpUu| 90UBUIBAOYD) : L# de|ld VY



Z
<
&
o
=
<
-l

‘llye/sijeue
eled Lep
IsepljeA edue}

‘yehe|m %05
llep yigsj 1p
ueyeuesye|ip
ueunye}
ueynej
ueieybuel
Blos
‘undwiyJaq
ISEX0|
uep Isenyena
ajnJ/elad
BIpasIa) ye@ |

‘asp
‘llye/sijeue
eled ys|o

ISEPI[EAID UBD
yeAeim %0g
1lep yigsj 1p
ueyeuesye|ip

ueunyey
ueynej
ueieybuel

BloS
‘undwiyJaq

ISEX0|

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



epe wnjag

‘Jexus)
ddo 1nun
ueyynuniadip
eAuey ueyne|
uelieybuel
uep sejeq.s)}
dnybul wejep
undwiylaq
ISeX0|
uep Isenyena
ajnJ/ejad
BIpasJa) yed |

‘asp
‘llye/sijeue
eled ys|o

ISEPI[eAIp uep
yehe|im %05
liep Bueuny 1p
ueyeuesye|ip
ueunye}
ueynej
ueieybuel
elas
‘undwiyJeq
ISe)0|
uep ISenyeAd
ajnJ/ejad
BIpasJa) yed

‘qsp

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



.................................................................................................................... T e B S
uep ueyneied, ¥
‘Isuajadwoy|
[npow
yninjas uep Z
ueieyeqoy W
‘(eAeqeing wepewad <
Jejweq ueme|a. =
seuigey) ngasJay/e X
z 1eyesedsew 10y/usiednqgey m
= epeday Ip u &
o ueynelad ‘ueme|al eyein|ay/esap w
m ueyaquaw yejwnl uep yejwnl uep 9, ueJeyeqey ueme|al 2
| epn uemejay esap yejwn( 00} 'P'S %08 epeday yexus) g
‘(1epgpay) ueyJlesepiaq dnyeousw /ejweq ado Hep o
Jeywep ueledeouad ‘ueleyeqay uejnluej@yiaqg uep m
ueme|al ueinyn ueme|al Buelualiaq eieoss u
ueynelad ueyliag epeday| jiex.s) YIignd uejewe|asay| &
: Inpow wejep ‘yeloep [eyweq uep ‘ueleyeqay m
: euewiebeqes ueiexeqoy ado ysjo uejewe|asay o
© ueynejed ueme|ol ueyeuesye|ip ‘ueleyeqay m
© |npow-|npow Isuayadwoy Iln ueunye} oyisl eped x
. 1seyide ue uep ueynejad (uswsese) snyouaq ueyneldd =
“ybuequiuadip uejeiboy uelejiuad ueyeuesye|lp yelae(q ueieyeqey 5
: Jeby ueledeo ejeq uep ueyneledl G yeyedy ueme|9y ueeuiquiad ¢ m
ueynej z
epe yepH <
uep ISen)eAd <
ajnJ/ejad o
ueynpiadip S
BueA
: (22uBpING) Isewoju| @
- eAuwinjaqgas uswnyop Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAuelad (%02) suonnysuj pue
mumam._ uejeled IejIN yojuod ueinjy Jese(q e|e)s uelein ejeys | 103eqipu] 90UBUIBAOD) : L# Jejid .




ueieyeqoy
wepewad
ueme|al 9,
09 dnyeosusaw
‘ueleyeqoy
ueme|al
epeday 1ex.o)
/ieyweq
ado usio
ueyeuesye|ip
ueunyey
(uswsase)
uelejiuad
uep ueylje|sd

‘Isuajadwoy
[npow
ynin|as uep
ueleyeqay
wepewad
ueme|al o,
08 dnyeosusaw
‘ueleyeqoy
ueme|al
epeday 1exyo)
/eyweq
ddo ysio
ueyeuesye|lp
ueunyey
(uswsese)

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



ueme|a
epeday jiex).a)
/eqweq
ddo usio
ueyeuesye|ip
ueunye}
(uawsase)
uelejiuad
uep ueylejed I
‘Isuajadwoy
[npow
yninjas uep
ueleyeqay
wepewad
ueme|al %,
0 dnyeosuaw
‘ueleyeqoy
ueme|al
epeday 1exy.9)
/eqweq
ddo ysio
ueyeuesye|p
ueunye}
(uswsase)
uelejiuad
uep ueynedd| ¢
‘Isusjodwoy
[npow
ynin|as uep

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




ueme|oy ¥
‘eAuyeie|im
Ip 1eyeledAsew
epeday
(ueuelnq
9) Miponad
eleoss
eAuuebunybul|
Ip lUIp ue ‘uebunquieulsayiaq
Buenb6bueuad Bleooas
eAedn uenye|ip yejal
uep selidies ueleyeqay ueme|al 1e)eledsew epeday
ueeleyljowad sebny 1ep uelbeq ueieyeqe)y ueme|oy
/ Bulojuow lebeqes ueleyeqoy sebny/ueieyeqay
‘ueynejad ueyebaouad uebuenbbueuad
ueyuaquaw eAedn leusbuaw uep ueyebaouad
ueleyeqey Buliojyuowyueyneljad eAedn/ueynejad
ueme|oy S yexedy ueeuesye|od ¥
ueynej
EpE Mepl | 0
‘Isuajadwoy
[npow
yninjas uep
ueleyeqoy
wepewad
ueme|al %,
Of uep Bueiny
dnyeousaw
‘ueie)eqay|

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

ueynpiadip
BueA

: (22uUBpING) Isewoju|

- eAuwnjages uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnysuj pue

‘jedes uejejen IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|e)S ueleln ele)s | 103eqipu] 90UBUIBAOD : L delld VY




(ueeyuiwiad
Iensas) ooy-pe
eledas bulioy
luowyueynelad
ueyLIaqwaW
uelseyeqay

ueme|oy Z

‘eAuyeleim
Ip 1eYeledAsew
epeday (unyey

¢ Wejep ljex
njes) yipouad

Bleoas

Buuoyuow

uep ueynejad
ueylaqUIBW
ueieyeqey

ueme|oy ©

‘eAuyede|im
Ip 1eYeledAsew

epeday
(unyejos 1Y
njes) yipouad

Bleoas

Burioyuow
uep ueynelad

ueylaqUIBW
ueieyeqey

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



............................................................................ . @C_wmglmc_wm—t ”_.m_.‘_mum.._v_ww ........................ C@@COUNENWLODEN%N__\S_U CNNC@WDLOQ ............... .. @

: u yesoe( leuejaiyas | ‘ueweyedasoy uelselejaquad ‘Isuinold ‘ejoy/uajedngey "

- emeyasueyed Ip yeloep Jejue ejou uep ‘ISeuIpJooy uebuap eweselloy

: NOIN yojuo)H eweseliey ueibeg | eAujedepls | G ‘eweseliay uejelbay| | uep uelelejoquad eAedn| ¢

: "YMUaqJa)}

wnjaq

ueseyeqay

ueme|oy 0

"1eyeledsew
epeday
JeyweQq
seidies

ueeleyljpwad

/ Bulojuow

uejelbay neje
uep ueynejad
ueyuaquiaw
wn|aq
unweu ‘qdo
liep ueynejad

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

ueyjedepusw
uep )njuaq.a}
yepns
ueseyeqay
ueme|oy L
‘eAuyeleim
Ip 1eyelJeAsew
ueynpiadip
BueA
: (22uUBpING) Isewoju|
- eAuwinjaqgas uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnysuj pue

‘jedeu uejejen 1ejIN yojuon uein)y Jese@  e|eyS uelein ejeys | 103eyIpUu| 90UBUIBAOYD) : L# de|ld VY



Z
<
&
o
=
<
-l

%G . uebuap
ISewJoul
ueleynuad
uep ewesiaq
ueynejad
‘ewesiaq
leLiejaInes
‘ueweyedasay
ejou
eAujedepus |

‘uejewe|aAuad
uep
ueieyeqey ue
Buenbbueuad

‘ueyebaouad
eAedn wejep
eweselioy
‘Iseyiunwoy|
‘ues ueyeybuiusw
ejequad/ueleyaplaq ¥nun
BueA uesejeqtaq
yesoep uebuap | Buek yeisep
ewe)nIa) yelaep yninjas
Jejue eweselioy uebuap
uelluelied ISewJoul
uswin)op Ynjuaq ueseynuad ueseyeqey eAeyeq
wejeq ‘eweslaq | uep ewesiaq ‘eAuuie| yeAe|im depeyss) ueynbbue)oy
jeLielanes ueynejad neje uesejeqtad ueyieybuiusw
ynuaqwawi ‘eweslaq yeAem 1p yelaep )ynun uesejeqJad
ueynpiadip
BueA
: (22uBpING) Isewoju|
- eAuwnjages uswnyop Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAuelad (%02) suonnysuj pue
‘Jedeu uejejed yojuoo uein)y Jese(q e|eys uelein | 103eqipu] 90UBUIBAOD) : L# Jejid

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




‘Iseyiunwioy|
ueyieybuiuaw
}njun
uesejeqJaq
BueA
yeiaep %0S
uep Bueiny
uebuap
ISew.Jojul
ueseynuad
uep ewesiaq
ueyneled
‘ewesiaq
jeuelalyas
‘ueweyedasay
ejou
eAujedepia |

‘uejewe|sAuad
uep
ueieyeqey ue
Buenbbueuad
‘ueyebaouad
eAedn wejep
ewesellay
‘Iseyiunwioy
ueyieybuiuaw
¥nun
uesejeqJaq
BueA yesaep

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



wn|aq uep
‘uesejeqJaq
BueA
yeiaep %09
Liep Bueiny
uebuap
‘ueweyedasay
ejou
eAujedepia | L
‘ewesliaq
ueynejed
uejelboy
ueyeuesye|ip
ye|s} uep
‘uesejeqtaq
BueA
yeiaep %0S
ep Bueiny
uebuap
‘ueweyedasay
ejou
eAujedepus | Z
‘uejewe|aAuad
uep
ueieyeqey ue
Buejnbbueuad
‘ueyebaouad
eAedn wejep
ewesellay

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




euewiebeqag ueunbueqwad INdS ueynuswad
:ueyninu [Isey-jisey ¥Nun JIya)e eleoas
ueyeunbbusw uebunpuiad ueyjiseyolelp bueA
yojuoo 1ebeqgag eAedn (ggdv) yeleeq
‘agdy depeyss) | ueyjedwausw ueunbuequad ueseyeqoy oyisi
Jeyweq seuiq uebuap uesebbuy depeylta) ueynbbueloy
sebn) ueeuesyelad | uebuenay (%) @sejuasolid ueledeouad }njun
ynjun uelebbuy | ueeueoussad yeyedesaq ueynpadip bueA uejelboy
(9,) @sejuasoid ueunsnAuad ‘Jesep ueuelejad | enwas ynjun uebuenay
"Jesep ueue/ejad eAedn ueynuswad ueeueoualad uednynosy
ueynuswad 1edeplia | S eAedn wejeq uep ueliepesay] L
ueynpadip
BueA
m (9ouspina) isew.oju] (%02) Aupqeureysng
- eAuwnjages uswnyop Jaqwngjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAuelad pue Aj1oede)n
‘jedeus uejejed IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|e)S ueleln eje)s | 103eqipu] o|jwouo923y : $# Jejid 9
uesejeqiaq
Buek yeissep
uebusp
ewesellay
ueweyedasay
ejou
epe wnjag 0
"BWESIa(q
ueynejed
uejelboy
ueyeuesye|ip
ueynpiadip
BueA
: (22uUBpING) Isewoju|
- eAuwnjages uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnysuj pue
‘jedeus uejejed IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|e)S ueleln ele)s | 103eqipu] 90UBUIBAOD) : L# Jejid \v4

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

yiignd ueueAe|
ueynuswad
uep
ueunbuequwad
['sey-jisey
uebunpuied
eAedn
ueyjedwausaw
uebusp
uebuenay
ueeueoualad
ueunsnAuad
eAedn
1edepla |

‘NS

Buejus) 8L0z/¥ 1 |
lubepuswiad

uelsidwe] wejep
Bunsoo uebunyysad

ue.ieyeqoy
oyIsll depeyJs)
ueynbbue)ay
¥njun
ueynpadip
Buek ueyepun
(%001)
enwas ueybu
equiadwaw
uebuap
sejloud
lebeqoas Jesep
Yiignd ueueAe|
ueynuswad
uep

‘uejewe|ohAuad
uep ueseyeqay]
uebuejnbbueuad
seuiq sebny
ueeuesye|ad eliaury
ueledeouad uep

eAuwnjaqgas
‘Jedeu uejejed

ueynpiadip
BueAk
(22uBpING)
uawnyop
yojuos

Isew.ou|
Jaquing/ueinjelad/
ueinjy Jeseq

uein)ynbuad
e|e)s ueiein

ueeAuelad
[ 103e)ipu]

(%02) suonniysu| pue
92UBUIBAOY : L# Jejid

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




equiadwaw
uebusp
sejoud
lebeqos Jesep
Nignd ueueAe|
ueynuswad
uep
ueunbuequwad
lIsey-lisey
uebunpuiad
eAedn
ueyjedwauaw
uebuap
uebuenay
ueeueoualad
ueunsnAuad
eAedn
jedepla |

ueieyeqoy
oyisl depeyJa)
ueynbbue)ay
}Njun
ueynpadip
BueA uexepun
(%08) uexbu
equiadwaw
uebuap
sejoud
lebeqes Jesep

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




ynun
ueynpuadip
BueA uexepun
(%0%) uexbu
equiadwaw
uebuap
sejoud
lebeqos Jesep
yijgnd ueueAe|
ueynuaswad
uep
ueunbuequwad
l'sey-lisey
uebunpuiad
eAedn
ueyjedwauaw
uebusp
uebuenay
ueeueoualad
ueunsnAuad
eAedn
1edepla | Z
ueieyeqoy
oyIsl) depey.a)
ueynbbue)ay
ynun
ueynpuadip
BueA uexepun
(%09) uexbu

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



ye|s}
BueA Bunpab
ueunbueq
yejwnp

(%08<)
ueJeyeqay
Isyejo0.d
TN
ueyedepuaw
ye|s}
BueA Bunpab
ueunbueq
yejwnp

"yesoep
Ip Se}l|ise} uep
Bunpab ueunbueq
ueleyeqoey
oyIsl ejojabuswi
uep 16ueinbusw
‘lejiusw ynyun
}eqiua) Isuelnse
Jopyes euew ynelag

Isueinse
Jopjes epas ueiad

‘ueeueoualad
epe yepl} neje
jleq eueouals)
Yepn ‘epe eyl
‘uesenjabuad
— sejoud

epe Xepi]

‘leisueysgns
Buek
uebueluasay
uebuap 1dejs)
epe eueouay

ueleyeqey
oyisu depey.s)
ueynbbuejoy

eAuwnjaqgas
‘Jedeu uejejed

ueynpiadip
BueA
(ELIIETJVE))
uswnyop
yojuodn

Isewoju|
Jagquingjueinjelad/
uein)y Jeseq

ueanynbuad
e|eyg ueleln

ueeAuepiad
[ 103e)1pU|

(%02) suonniysuj pue
90UBUIBAOY : L# Jejid

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




BWaYS
ueyedepuaw
yejel
BueA Bunpab
ueunbueq

yejwnp 3
(%02<)
ueieyeqoy
Isyej0.d
BWOYS
ueyjedepusw
yejel
BueA Bunpab
ueunbueq

yejwnr 4
(%0t<)
uele)eqay
Isyejo.d
BWOYS
ueyjedepusw
yejel
BueA Bunpab
ueunbueq
yejwnr €
(%09<)
uele)eqay
Isyaj04d
BWOYS
ueyedepuaw

Z
<
&
o
=
<
-l

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




T B @

wojsIs
Isyadsul :

ueueAe] : z

‘LISNpuUl IS Jesaq BueA m

ejejsul/bunpab yedwep uebuap %

ueunbueq ueleyeqey OUeudys w_

(4718 IdepeyBusw T

liwsw uep }Njun Jepuels 2

Iynuswawl) 9y Ide ueynbbueyoy =

Isbuny ueyeybulusw m

Jig| ISIpuoy ynun yexbue 1P 5

ueejepuad -yexbue| Iquebusw | ‘ueieyeqey ueynbbuelay M

edniaq s|usiq YIjwed ueyeybuiusw z

Jpuasul walsIs njueqwiaw JNun | ynun siusiq Isesiueblio 3

elpasia | Jnuasul eAuepy epeday jnuasu| e &

(%G 2

1iep Bueiny) >

uelexeqay &

Isya301d -2

Beways @

ueyjedepusw o

yele) : 3

BueA Bunpab <

ueunBueq &

yejwnp g

(%G<) L3

ueieyeqay o

1sy9101d F2
ueynpiadip
BueA
: (22uUBpING) Isewoju|
- eAuwnjages uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAuellad (%02) suonnysuj pue
‘Jedeu uejejen IejIN yojuos ueln)y Jese( e|ey)s uelein | d03e)ipu| 90UBUIOACD : L delld V




Isyadsul
ueueAeg|
‘Uysnpul Is
ejejsul/bunpab
ueunbueq
(47s
Mijjwsw uep
Iynuswawl)
Isbuny
Jle| ISIpuoy
ueejepuad
edniaq
Juasul walsIs
BIpaSIa | ¥
‘ueunbueq

%001
ueledeouad

uebuap ‘MdS
}Njun yelaep
Isnquyal
epe Yepl uep
‘ueebieybuad
ueuaquad
‘ewno-ewno
BIB23S ||lIp
uonenoeAs
pue
all} uejelbay
‘ueseyeqay|

Z
<
&
o
=
<
-l

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




‘uysnput Is
ejejsul/bunpab
ueunbueq
(418
Mijjwsw uep
Iynuswawl)
Isbuny
Jle| ISIpuoy
ueejepuad
edniaq
Juasul walsIs
BIpasIa |

‘ueunbueq

%S .
ueledeouad

uebuap ‘YdS
}Njun yelaep
Isnquyal
epe Yepl uep
‘ueebieybuad
uelaquad
‘ewno-ewno

BJeoas (|Uup
uolienoeAs
pue
all} uejeibay
‘ueieyeqay
Isyejo.d
wajsIs

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

ueunbueq
(4718
BHijlwsw uep
Iynuswawl)
1Isbuny
Jle| ISIpuoy
ueejepuad
edniaq
Juasul walsIs
BIpasIo |

‘ueunbueq

%08
ueledeouad

uebuap ‘YdS
)}Njun yelaep
Isnquyal
epe Yepl uep
‘ueebieybuad
ueuaquad
‘ewno-ewno
BIB23Ss ||lIp
uonenoeAs
pue
all} uejelbay
‘ueleyeqoy
Isyej0.d
wajsis
Isyadsul
ueueleg|

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



‘ueunbueq

%S¢
ueledeouad

uebuap ‘NdS
)}Njun yelaep
Isnquyal
epe Yepl uep
‘ueebieybuad
uelaquad
‘ewno-ewno
B1B23S ||lIP
uonenoeAs
pue
all} uejelbay
‘ueleyeqoy
Isyejo0.d
wajsis
Isyadsul
ueueleg|
‘ysnpul Is

ejejsul/bunpab

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



"INy NJa)
elisauy uebusp
‘eAuule)
yelsaep
1e)buelad
uebuap
ISBUIPJOO)JB)
eleoas sebn)
ueyeuesyelaw

uep |[ebbuny ueieyeqay emisuad
[I66ued JowoN suodsalaw wejep
uebuap yeuoep jeybuelad
aluan uep Buepiq
puewwon) Jejue ISeUIpPIOOY yeldae( 1e)bueiad uep
eAujedepia | G eAueiebbusjesia| | Buepig Jejue ISBUIpIOOY | ¥

elep
eipasia} Mepll| 0
AdS
Isyadsul uep
uebuesewad
)yNjun yelaep
Isnquyal
ueyeuayIp
yisew
ueunbueq
uep siusiq
Isesiueblio °
JJUasUl WalsIs
elpasia) Yepl | |

Z
<
&
o
=
<
-l

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

ueynpiadip
BueA

: (22uBpING) Isewoju|

- eAuwnjages uswnyop Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAuelad (%02) suonnysuj pue

‘jedeus uejejed IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|e)S ueleln ee)s | 103eqipu] 90UBUIBAOD) : L# Jejid




ISEUIPJOOY
unbuequa)
wnj@q unweu
‘lebbuny
[I66ued JowoN
uebuap
ueieyeqoy
emisuad
ueibbued
¥Njun asus)
puewwo)
eAujedepus |

ueseyeqoy
wepewsad
seulqg
dnybull wejep
Ip Buepiq
uebusp
ISEUIPJOOYJS)
BJeoas sebn)
ueyeuesyelaw
uep |ebbuny
I66ued JowoN
uebusp
alua)
puewwon)
eAujedepus |

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



: Jedwody] - Juswdojanaq ‘ueunbuequiad

‘ueunbuequiad a|qeule}sng) Je|ld v 1ebue}

: Jejid / (adl) ueunbuequwad ledeousw ye|s} yesaeq Ip (s5as)

“ y weepayu uejnluedyiag Je|id yedwaay yesoeq Ip (s5as) s|eos) juawdojana

- eyISeyIISeIp ueunbuequwed dnyeouaw uelnfuejeylag a|qeuleisnsg)

: BueA uenln) uenin] yeal ueunbuequiad / (gd1) ueinlueayiag
/1 Djijjwaw ueledeouad g4l 19b.e) uenin] ueunbuequwad
sSOHAS/ 9d.l uelodeT ueledeouad G ueledeouad yeyedy uenln| ueledeousad G
"ISEUIPIOOY

ueeueosualad
EPE Mepl | 0
ue.leyeqoy
emisiiad
ueibbued
¥njun
wel yz anuan
puewwo)
BIpas.a)}
wnjsg |
yewel uep
wnwn bbued

Jowou uebuap

ueleyeqoy
emisuad
ue|bbued
}Njun aJ43ua)
puewwo)
eAujedepus | 2
eyweq

Z
<
&
o
=
<
-l

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

ueynpiadip
BueA

: (22uBpING) Isewoju|

- eAuwnjages uswnyop Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAuelad (%02) suonnysuj pue

‘jedeus uejejed IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|e)S ueleln ee)s | 103eqipu] 90UBUIBAOD) : L# Jejid




(91 ueniny
dnyeosusawi)
e[o|8)] eje |
uep wn)ynH
‘ueunBuequiad
© Jeid
ieuss (gl uep
AN AN
i uenlng
dnyeouswi)
: uebunybul
:ueunbuequwad
ioJdeld /L
i uep‘oL'6'8.L
ueninj
dnyeosusawi)
{ lwouoy3
:ueunBuequiad
Jejd (g
uep ‘y'¢z‘L
ueninj
dnyeosusawi)
|e1sos
‘ueunBuequwiad
: Je|id ‘nndijow
:  Ingesis)
‘ueunbuequad
. led

yeloeq Ip
(s9QAs) s|leos

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



uexnje|ip
wnieq 9d.1
ueinynbuad
eAedn 0
106.e)
ledeousw
wnjaq 1deja)
‘ueynyelip
yejs}
dd1 eAedn L
ueunbuequwad
Jejid (nes)
| dnyeousw
yelel
dd.1 1eb.e)
ueledeouad 2
ueunbuequwad
Jejid (enp)

Z dnyeousaw
yelel
dd. 1eb.e)

ueledeouad e
ueunbuequwad
Jejid (ebn)
¢ dnyeousaw
yejs}
dd. 1eb.e)
ueledeosusad

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Alanooal ebbuiyss
‘lnjeuop uep
|eselaq ebnl jedep
1exeleAsew epeday
uenjueg ‘yepuau
uejiseybuadiaq
1e)elelsew epedoy
‘iIse|nba. uejeleAsiad
lynuawauw
Bueh ‘yewny yepag
welbolid |esiy

“ignd ‘Alanooal sasoud
ueunbueq wejep ,yejuLswad
¥Njun wnwn ISUBAJIBLUI,
ueelieyad uelad ynjuaq wejep
seuiqg ueyeuesye|ip jedep
neje |eisosg ueieyeqey Aianooal welboid
seuig ysj|o eosed ‘ue|nq ‘Jisuayalidwoy
ueyeliayip 9 Bueiny BIRO9S
Bueh npjem wejep ueieyeqgay ueipelay
ISYNJISUON DI ueyeuesye|ip eosed |wouoys uep
uep 1edep uewynwad ‘bunpab ueie)eqay
Ise}ljigeya. ueylinwead ueunbueq ueyljnwad uelpeloey eosed
uejeibay ejeq S98s0.d o eAedn eAuepy ueyinwad ueueoualad L
ueynpadip
BueA
: (22uUBpING) Isewoju| (%02) Ayinuuos
- eAuwinjaqgas uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad ssauisng/A1anooay
jede. uejejed 1e|IN yojuod ueinjy Jeseq Bje)S ueleln eje)s / 103eqipuj : v# Jejld a
: ueynpiadip
BueA
: (22uUBpING) Isewoju|
- eAuwnjages uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnysuj pue
‘jedeus uejejed IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|e)S ueleln ele)s | 103eqipu] 90UBUIBAOD : L delld VY

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




LAMPIRAN

‘ueleyeqey
eosed
‘unye} € ‘p's ¢
npjem wejep
ueyeuesye|ip
ueylinwad
aso.d

ueiexeqoy
eosed
‘unye} g 'p's
L Npem wejep
ueyeuesye|ip
1edep
ueyiinwead
$98s0.d

ueieyeqoy
eosed ‘unyey
l ‘P’S ueInq
9 Npjem wejep
ueyeuesye|ip
1edep
ueyiinwead
S9s0.d

- TES
ISIpUcy LEep ¥leq

yiqo| ‘edao uebuap

Bunsbuepaq jedep

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



"BJOY U9|0 ‘lwepued jeeseped| T T @
IsepleAlp bueA (OJM ) Jojuey Lep
ueeuedsualad eliayoq uep (HIM)
Iswnse yewnu uep eliayaq z
“Wignd ueyJiesepiaq ueyeuesye|aw m
ueueAe| uep siusiq )ynun eyesn %
eyesn uepeq uebunsbue|oy uepeq uendweway S
OIM Uep HIM eueoUAal yejepe siusiq Ly
ueeuesye|ad }njuaq uebunquweuisay 2
ejep edelsaqaq ueeueosualad =
‘eyesn uepeq Mijjwsw Jynjusq Yooy m
Ip Siusiq u uemeliey ieq BueA siusiq z
ebunqueulsay 0l uep uebunquieulsay (Buiuueld M
ueeueoualad yigo| uebuap BUBOUDY DyI[lwaw AJInunuoo ssauisnq) z
ueeuesyeyad eyesnbuad (o, BueA siusig/eyesn | siusiq uebunquieuisay 2
eleq 001) enwas uepeq Isiodoid ueeueoualad Z &
‘ueyiinwad .2
seso.d Ipelis) o
epn uep P8
ueeueosualad m
epe yepl| o
‘ueyeuesye|ip -
wneq 1deja} 3
‘ueleyeqay <
eosed &
ueylnwad s
sesoud Z
ueeuesuasad o
epe yepns F2
ueynpiadip
Buek
: (22uUBpING) Isewoju|
- eAuwnjages uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnysuj pue
:jedeus uejejen yojuoo uein)y Jese(q e|eys uelein | 103eqipu] 90UBUIOACD : L delld V




Z
<
&
o
=
<
-l

emisuad
depeyley
uejual
Inyelayip Xeph
BueA |1ouadiay
ISe)0| Ip
wel $z npjem
wejep sasyelp
jedep uep
ueybuepeolp
uninJ eJeoss
yexss) Iseyijde

ynel yesel ejep
ueuedwiAuad 1sex0|
Ip uedwisip BueA

(ueqnpnpuaday
ISewJojul wa)sIs
elas ‘ueyipipuad uep
ueded ‘uebued uesep

uep Bunuad ‘NexJa) Iseyide uep | ueueAe| oy sasye) lesep
ueyjipipuad Bunuad ueyipipuad | uednpiysy Bunynpuad
BjEep enwas ejep (9,) asejuasolid LB]SIS 9Y Sasyy
‘nyey
Jepl} neje %0
(193 YIg9|
neje %01} |
%0€ 4
%0G €
%08 14
‘s|usIqg elunp
Ip uexdeusyip jedep
uep ‘Bunsbuejiaq
snJa) sniey
yiignd 8y ueueke|
yejepe Liesepusw
BueA ewejn jeH
ueynpiadip
BueA
: (22uBpING) Isewoju|
- eAuwnjages uswnyop Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAuelad (%02) suonnysuj pue
‘jedeus uejejed IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|eys uelein | 103eqipu] 90UBUIBAOD) : L# Jejid

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




yexss) Iseyide
uebuap
‘Bunuad
ueyipipuad
ejep yiqo|
neie %09

yexsa) Iseyiide
uebuap
‘Bunuad
ueyipipuad
ejep yiqo|
neje %0.

yexus) Iseyijde
uebuap
‘Bunuad
ueyipipuad
ejep yiqo|
neje %08

yexJs} iseyide
uebuap
‘Bunuad
ueyipipuad
ejep yiqa
neje %06

‘ejoy |
yniebuadwawi
BueA undede

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



"0,GZ lesaqas
(seyjeuoisbuny
eAubueinyiaq)
ueyesniay
Ipelis | €
"9,0] Jesaqges
(seyjeuoisbuny
eAubueinyiaq)
ueyesniay
Ipefia | 14
ueiexeqoy
emisuad
leqgne
‘sejljeuoisbuny
ueununuad
ueyqgeqaAuaw ‘ueseyeqay
BueA eAuipelia) 1eqije
ueyesnioy (ngnd eueles uep
lwejebusw Bunpab ueunbueq ‘ueleyeqay jegne
Mepn seyeuoisbuny (ngnd euedes ‘Bunpab
yiignd eueles ueuninuad ueunbueq sejljeuoisbuny
‘Bunpab %) ueyesn.ay eAuuninuswi)
ueunbueg G | eAulesaq yeyedelag ueyesniay 1e)bul | ¥
yexss) Iseyijde
uebusp
‘Bunuad
ueyipipuad
ejep %09
liep bueinyy 0

Z
<
&
o
=
<
-l

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

ueynpiadip
BueA

: (22uBpING) Isewoju|

- eAuwnjages uswnyop Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAuelad (%02) suonnysuj pue

‘jedeus uejejed IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|e)S ueleln ee)s | 103eqipu] 90UBUIBAOD) : L# Jejid




T — p——— SSSGIA SRR T T L R Rt @
: ¥Njun ueyeunbip uep ynjun ueyeunbiadip :
ueynye|p ‘IsebisaAul uep 1sebisaaul
Isebnsanul uejelboy uejeiboy uebuap
uejelboy uebusp nnluepjepunip bueA
1eyeleAsew nnfuepjiepunip uejewe|aAuad uep
uep liex.a) ueiexeqey ueleyeqey uelpeloy ueseyeqey emisiiad
Seulp ynun ueipeldy %00L| S (%) @seuasold |uep uelelejoquiad sasold| G
‘llequia)
unbueqip
sniey ‘ljlequiay|
ueyeunbiadip
Jedep yepy
‘ueleyeqoy
lwejebusw
Buel
Yiignd eueles
‘Bunpab
ueunbueg 0
‘9,09 Jesaqas
(seyjeuoisbuny
eAubueinyiaq)
ueyesniay
Ipelia | L
"o, 0f Jesaqas
(seyjeuoisbuny
eAubueinyiaq)
ueyesniay

Ipelia | 4

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

ueynpiadip
BueA

: (22uUBpING) Isewoju|

- eAuwnjages uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnysuj pue

‘jedes uejejen IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|e)S ueleln ele)s | 103eqipu] 90UBUIBAOD : L delld VY




‘uelelejaquiad
sosold ynun

ueyeunbip uep Z

‘IseBiisaAul W

uejelbay <

uebusp =

lnfuepepunip -

- ueseyeqay <
& uelpel®y %08 | ¥ b
o : Zz
= : >
< ‘ueebeisdelsay 2
= - ueypeyBulusw <
: ynjun @

- ueselejaquiad m_

- ueyjedepusw W

. ¥Njun m
uesexeqay ke
uelpeloy o
Isebljsonu| =
‘eAuiebeqgas o

uep N

Isuajadwoy Q

© ‘piepuels 3
-‘1sejnbai ‘dos i

: Dlequadwaw m

© ynun &
uedap 8y ‘ueselejoquiad ‘ueselejaquiad m




‘ueselejoquiad
soasold ynun
ueyeunbip uep
‘IsebljseAul
uejelbay
uebuap
infuepiepunp
ueleyeqoy
uelpelsy %0z

‘uelelejoquiad
saso.d ynun
ueyeunbip uep
‘IseblseAul
uejelboy
uebuap
infuepiepunip
ueleyeqay
uelpefsy %0y

‘uelelejaquiad
sasoud ynun
ueyeunbip uep
‘IseblsoAul
uejelbay
uebuap
lnfuepiepunip
ueieyeqoy
uelpefsy %09

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




LAMPIRAN

‘1eyeledsew
yodwo|oy
%SG/-0GXMun, ¥
"Jn}ela)
BIED3S dIpey
‘lewuoy uesad
Buebowad
yejwnl
Jeywep uemel@l | xQ| uep Islp
ueeulqwad uejelbay uesadiaq Buek
uelebbuebuad eljeuosJad ‘ueseyeqay
wejep njuequwialy | Bnwas ‘ue|nq uemejal ue
‘ueyeuesye|lp  |Jad uenwsauad euiquad/jeyeledAsew
uelnfuejeylaq njes Isesiuebio (esop sisequaq
Bleoas ‘1eyeledsew uenwsaad uele)eqay| ueme|ay)
ueleyeqay| ueme|ay yodwojay uelipeyay sejiunwoy ueburel
ueeuiquiad %G/< YNunN S uep Isuanyai SelAIa)e uep uednye) L

uelelejaquad
eAedn uep
Isebnsanul
uejelboy

epe epl|

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



yodwo|oy
%08-G¢ ¥nun

‘eAuule]
uenwauad
epe
Jepi] “lipey
BueA uelad
Buebawad
yejwnl x ¢ uep
Jels pljiwsw
uelad enwas
— |eneny
Jad uenwapad
njes
‘1eyeledsew
yodwo|ay
%0G-G¢ dNuN

‘eAuuie)
uenwauad
epe
epi] Jipey
BueA uesad
Buebowad
yejwnl x g uep
Jels Nijiwsw
ueJad enwas

— |eueny
Jad uenweypad

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



e)bus) bueA yieq |eisos yepns uelieouad uep | npjem jeds) bueh uenjueq

yepns uewebuad Buuel | uep ‘deybusg) uenjueq luebueuaw | sesyebusw ynun ebbue)
e|lq wajsis buejusy BueA isenbal }Njun ‘ueleyeqay yewns uendweway

G loys Jnjebusw Bueh Blpas.a) eosed ueinjebuad | ‘jeisos uewebuad BuLel

=S Ise|nbau jedep.us | yepns S Ww9)sIS ueelpasta | Wa)SIS ueeIpasialoy] 2

uenwauad
EpPE epl ] 0
‘seisnjue
yodwo|oy
ys|o uipeylp
eAuey uep
‘1eyeledAsew
yodwo|oy
%S¢ Jep
Bue.uny 1p ooy
pe uenwsalad L
‘eAuule|
uenwauad
epe
Jepil lipey
BueA ueisad
Buebawad
yejwnl
X ¢ uep jejs
Ijlwaw uelad
Benwas ‘unye)
Jad uenweyuad

Z
<
&
o
=
<
-l

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

njes
ueynpiadip
BueA
: (22uBpING) Isewoju| @
- eAuwinjaqgas uswnyop Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAuelad (%02) suonnysuj pue

Jedel uejejed 1eIN yojuoo uein)y Jese@  e|eyS ueleln ejejys | 103e)IpU| 92UBUIBAOY) : L# Jejid




LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

‘cI10YS BIpasIa)
[ESIN yepns
Al
pelods
eljeosss
ueyeu ‘uejeiniepay
esye|ip uep
yejal ueleyeqay
uep Is emisiiad
e|nba. edeiagaq
e yNun yieq
Ipasia) uebuap uey
d sejuswa|dwip
eybuaj yepns
yepns uep ‘deybus|
e|llq BueA 1sejnbal
 10YS BIp9SIa)
- |esIIN yepns
leq u
ebusp :
Ise
Juswie ‘uejelniepay
|[dwiia) uep
yelal ueleyedqoy
uep Is emisiiad uews)-uewsay
e|nbau yehueq uep legelay Lep uenjueq
e "gsp ‘[ewe uepeq }Njun yieq BSOS ‘NS uep ‘lewe
Ipasia) ‘yessep 1eybuesad | uebuap ueyi nsew Buek uepeq ‘yelaep 1exybueiad
d ys|o ueyieqiaw | sejuswajdwiip uebuenay uenjueq ya|0 ueyeIpasIp uep
ueynpiadip

Buek

: (22uUBpING) Isewoju|
- eAuwnjages uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnysuj pue
wumam._ uejejed IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|eys uelein | 103eqipu] 90UBUIOACD : L delld V




1edep ‘wnjaqas ys|o bunynpip auIuUO WL}SIS INjejaw
90 ISewJoul BueA i1sedisiued | isedisiued uep isew.ojul
uapInS enwas G wajsis ueeunbbuag | walsis, ueeunbbuad o
‘ueeuedsualad
EPE Mepl | 0
‘ueydeuallp
1edep upjbunwi
wnjaq uep
dexbus) epn
neje ueibeqes
ueinjebuad L

‘eA
uueeuesyelad
wejep
uenbeloy
1edep.ua)
ebbuiyss
‘ueMyubls
dnyno Buek
uebueinyay
Mijjwsw
ueinjebuad 2

‘ueyeu ‘uey|
esye|p sejuswa|dwiip
! IPiele
PingJ8} MngJa) wnjaq
wnjaq uep ‘dexybusg|
unweu BueA isenba.
ueynpiadip
BueA
: (22uBpING) Isewoju|
- eAuwnjages uswnyop Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAuelad (%02) suonnysuj pue
‘jedeus uejejed IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|e)S ueleln ee)s | 103eqipu] 90UBUIBAOD) : L# Jejid

Z
<
&
o
=
<
-l

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --m-_-m-w ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -m @
nyuape} Ado

eped sejequo)
‘nped.s}
wn|aq
‘eIpasia}
yepns aJjuad
[|leo eueleg o

"9aJ3ud9 ||ed
BuUeJES INjejoW
JIje eleoas
ISew.lojul
ueylIaqUIBW
1edep
1e)eIRASEN ¥
‘ISew.ojul
wajsIs Injejaw
(1sewuoyul
ewisusw uep
ueyaquaw)
IS)eJajulIaq

1edep ‘ueleyeqay Isew.oul
1eyeledsew uenJeyequad
‘qsp ‘@uljuo eueles ueyllaqUIBW uep
‘Ise Ip BIPSSIa) ewausw ebiem ‘ueleyeqay Isew.oul
wojul ueieyeqey ueyubunwaw uenJequwad ueylaquaW
wa)sIs ye|alos ebbuiyes uep ewusuaw ebiem
edniaq uep ewejes auIuo WalsIs ueyubunwaw ynjun
ueynpiadip
BueA
: (22uUBpING) Isewoju|
- eAuwinjaqgas uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnysuj pue
jedeus uejejen 1ejIN yojuoo uein)y Jese(q e|e)S ueleln ele)s | 103eqipu] 90UBUIBAOD : L delld VY

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

eme|al
yodw
ol|ey/u
eme|al
yejwnl
‘90
UspIAg

wejep
iunybuad uebuap
uebungny.alay
njuequiaw wejep
ueme|al Isuajadwoy
yexbun uep
yejwnp :uejeje)

uensedey
ueyuaquaw
¥Njun
1eeleAsew
Isesiueblo Lep
elpasia) dnyno
ueme|oy

BaJe sen| uep

ynpnpuad yejwnl

uebuap uemejal
yejwnl oisey

uebunybul| 1ISayoy uep

|eisos uebungnyJaiey

Niignd
Isedisiued
wio)sIs
epe yepl|

‘eles adO
uebunybul
¥njun
eIpas.ta) eAuey
ISew.ojul
wejsis

P
‘syo] uesad
neje |asuod
ueeunbbuad

Injejaw
ueyubunwip
eAuey
- euindwas
wn|aq
Isedisijed
wiolsIs
ueeunbbuad

eAuwnjaqgas
‘Jedeu uejejed

ueynpiadip
BueAk
(22uBpING)
uawnyop
yojuos

Isew.ou|
Jaquing/ueinjelad/
ueinjy Jeseq

uein)ynbuad
e|e)s ueiein

ueeAuelad
[ 103e)ipu]

(%02) suonniysu| pue
92UBUIBAOY : L# Jejid

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




T B B B T e B T T T e S
wy/iseyl ("gsp ‘sede| 1eqI4e) Jnje.a) )}Njun ueleyeqey @
unwoy| Ip ueeuliq eblem | eJe23S UBUBI ueynbbue)oy
eleo :y ‘elsue|/en}buelo yodwo|ay ueeueoualad uejual buel jeyeledsew -
0Juo) ‘[2geyip yodwo|a) enwas S Inq jedepis | yodwojey uejeqiueey | G i I

ueme|al .=
epe epl| 0 w_
Bueiny m
neje %09 I 2
Jynpnpuad i
%0. z .z
ynpnpuad z
%08 € : 3
welz| E 5
npem wejep 3
ynpnpuad 0
esap Jad | %06 b .2
IS H
ejndod m
oiseJ u e
ebuap &
Jexss | ‘ueJeyeqsy E o
'ISU8) uelpeloy m
adwoy yeroles wel g| <
1ex6un npem wejep &
uep 1Bungnyp -
ued uexe Z
ejauad ueieyeqay Isewuojul|  ynpnpuad o
WS/u ueyledweAusw | 900 emyeq m
ueynpiadip
Buek

: (22uUBpING) Isewoju|

- eAuwnjages uswnyop | Jaquingjueinjeldd/ ueinynbuad ueeAueliad (%02) suonnysuj pue

wumam._ uejejed IejIN yojuoo uein)y Jese(q e|e)S ueleln ele)s | 103eqipu] 90UBUIOACD : L delld V



-.......................... .............. ............................ ...................................... T e ....................................... ................................................ ............ .
ueynbbue)ay
uejeybuluad
uep
ueyeboouad Z
efedn wejep W
Jipje eieoas <
Jeqiue) ‘e =
103/usjednqgey w
z Ip uejual <
s ueyIsiulepIp &
a BueA -
m 1eyeledAsew 2
= Jesaq <
yodwo|ay o
enwasg % m_
"Jusys} a)
I &
eAuad e
Buepu g
eAuad =
‘Isexyl E
jusplip ‘uelexeqsy &
yepns efeyeq 5
‘ depeysa} 3
1eJeASI ueynbbue)ay u
e uejeyBbuiuad m
seyeq uep ‘eAuisedisied inq <
ueyeu ueyebaouad uep uejual buek m




depeylo)
ueynbbuejoy
uejeybuluad
uep
ueyebaouad
eAedn
wejep uejual
yodwo|oy
uejeqijieey
leusbusw
ISew.Jojul
jedeplia |

‘ueJeyeqoy
eAeyeq
depeyley
ueynbbue)ay
uejeybuluad
uep
ueyebaouad
eAedn wejep
JIpje eleosas
Jeqiia) ‘uejual
1eyeledAsew
Jesaq
yodwo|ay
ylgs|
neje njes

‘uelexeqoy
eAeyeq

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

‘uejual
yodwo|oy
eAuepe Is

eyuspibusw
¥njun
ueeueoualad
jedep.s} yepl |

"1eyeleAsew
yebuey
Ip uejual
yodwo|ay
uexjeqiisw
Jeph
ueieyeqoy
ueynbbue)ay
uejeybuluad
uep
ueyebaouad
uejelboy

‘uelexeqoy
eAeyeq

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




(%€1L‘e) yessep

ueunbuequwad

uep ueeuedsualad

wejep!

%G/ %06 lep bueiny 1eyeledAsew

%G/ sele Ip ledwes 9,0G eJejue ISepowoye.la)| Iselidse

Isepowoyels) bueAl  Ip Isepowoyels) bueh BbueA iselsidse| Isepowoyebusaw

yelsaeQ jeLielones Iselidse asejuasiod Iselidse asejuaslod asejuasiad| uendwewayy

(%E1°€) e10|

/ uajednqgey Jejue

ueyisijasiad ueyisiasiad ueyisijasiad ueyisijasiad

yesseq jenejasyas ey | yedep.a || llex g yedep.a | llex ¢ yedep.a | ISEeIPa
ueeueoualad
adda 'p yedei deyey

yelae( jeuelanes

ueydejayp yeo)
yelaeq yeled epiad

wejep seyeqip yepns
yetae(q yeled eplad

wejep nieq yelaeQq
yeled epJad

(%€l ‘€) yessep
yeled eplad|

uexdejalip ye|s)

ayda Ip edel
wejep seyeqip yepns

ueeueoualad
deye) wejep nieq

(%€l 'g) bueny

yelsaeQ jeLieones Bueny eje] epiad Bueny eje] epiad| Bueny eje] epiad eje| eplad Jesng u
Jiyxelsy Jiyxelsy Jiyxels) c::E_ (%€L'e) eyejuuswad
unyej ¢ wejep npjem unye} z wejep npem | weep npjeml  Qgdy uedejasuad [IMEeA
yelaeQ leuejanyos 1eda) ueylode|iq 1eda) ueylode|iq 1eda) ueylode|ig| Iseinq Jnulagng
€ c l
V1vd VId3AN3d d313NVIvd JOLVMIANI 139VIHVA

1VSNd HVLINIY3INTd TIMVM IVOVEIS dNNAFENO VIYINIY SMIANI NSWNALSNI

L NVAIdINV

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

ueeueoualad (%eLe)

ueydeja)p addo jedes wejep deyey wejep agdyv ¥syaqg

yepns dgdv, Sseyeqip yepns ggdyv, U'sew agdv isysp ueljepusbuad

usyap uelepuabuad usyap uelepuabuad ueljepuabuad wi]

yelae(q jelejanyas wi} ueynjuaquiad w1} ueynjuaquiad w1} ueynjuaquiad ueynuaquad|
(%EL'E)

yelae( jeuelanes

ueydelayp yepns
yesaep ueeueoualad
uawnyop ygnd
ISB}INSUOY uswnJsuj|

ueydejayp wnjaq
unweu Qdo iedel
wejep seyeqip yepns
yesaep ueeueoualad
uawnyop ygnd
ISB}INSUOY uswnJsuj|

ueeueoualad
deye} wejep
yisew yeioep
ueeuedoualad
uswnyop

Aiignd 1se)nsuoy
uaswnJsuj

(Isnysip ‘siinya)
‘auljuo) yelaep
ueeueouaJsad|
uswnxop

lignd i1se)nsuoy
juswinysul
eAueipaslia |

siwapeye uelley

siwapeye uelley

siwapeye uelley
uswnyop Bijiwaw

(%€1°e) yelsep
ueueoualad|

uswinyop Byijiwaw uswinyop ByIjiwaw ueeueouasad e8] Slwepeye
ueeueoualad Jopjes ueeueouaiad Jopjes lopyes uelley uswinyop
yesoe( Jele)onas %G/ lUep yigo-] %G/ ledwes %0g[  %0S Uep Bueiny)| uee|pas.aley|
€ c l
V1vd VId3AN3d d313NVIVd dOLVMIANI

139VIRIVA

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



%€ 1ep bueiny
uep 9%,G‘9 uebusp

%¢ | uebuap

9,G‘g Luep Bueiny ewes Jesaq BWwes 1eseq (%80°2) unwiny
yeseeqg ynwny ebbue) yiga| ynwny ebBuey Yiga| ynwny ebbue) ebBue) yewnu
Bunuebia]| yewns oseluasiadl yewnl asejlussiad| yewnl asejuasiod asejuasiad
%06 llep bueiny
%06 uebuap| uep 9,Gy uebusap _
BWES Uep yigd| ewes Jesaq yiqo| %S¥ uep Buein (%80°2) wnuiw
wnuiw yeAe| yisiaq wnuiw yeAe| yisiaq  Wnuiw yeAe yisiaq  yeAel isisq
yeseeqg Je ueynuawad e ueynuswad e ueynuswad Je  ueynuswed
Bumuebls | uednye) uednye) uednye) uednye)
%0¢ uebuap
BWES Uep  yigo) %66‘'6Z ledwes %G| lep Bueiny
1NQasia) Isuinoldl 9,6 Isuinoud njens| 1suinoud njens (%%802)
yereed| Ip neflly eynqiey 1p nelly exnqsey Ip  nelly eynqiey nefly exqngJa)
Bumuebia || Buenu Isiodoldl HBuenu _whoaokn“_ Buenu Isiodold bBuenu ueeipaAusad
(%80°2)
snsnyy| IWouoyg
yelae(q| Iseladolaq ueunbuequad ue|nsnbuad ueseme)|| ueejoylad
Bunjuebia]| yepns WaM deyer weep y3M deyer weep WM ueejojabuad ueuelejad
€ c I
vivda
VIA3AN3d d313ANVHVd JOLVMIANI 139VIHVA

NVV.LOMH3d NVNVAV1dd SMIANI NIWNHLSNI
8 NViIdIAV

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

uizi 0| uebuap

Uizl 0L Mep| ewes ep Bueiny uep uizi g uebusp ewes
Ulgs|  UBJEeWEdd)| ¢ ep yigs) uejewrosy uep Bueiny uejewedsy (94GZ'9) ueleweosy|
yeloe( 9y uesyedwijip| o uesyedwijip| oy uexyedwijip| o uexyedwi|ip
jeuelonjag| BueA uizi yejwnp, Bueh uizi yejwnp, BueA uizi yejwnpe{ BueA uizi yewnp
ue|ng ¢ uebusp ewes
llep Bueidny uep uejnq
ue|ng z 1ep bueuny| z uebusp ewes uep ue|ng (9%%52'9)
yesoeql Ueuizued  sesoud yigs| ueuizuad ssesoid| ¢ uLep yigs| ueuizuad ejes-ejes ueuizied
jeuejlonag| Isednp  ejel-ejey Iseinp ejel-ejey sosoud Iseinp ejel-ejey sasoud IsednQq
uesdejsip ado
yepns ueuizuad jedes wejep seyeqip ueeueoualad deyey
yesseq ueyejouad, yepns ueuizuad wejep yisew ueuiziiad (9%G2'9) ueuizuad|
jeuelaINes IsenjeAng| ueyejouad Isenjeng| ueyejouad Isenjeng| ueyejouad isenjeAa]
%S . %S . (%S2'9)
uebuap ewes uep, uep Bueiny uep 9%0S uejeweooy Ip.
yiga| uejeweosy Ip, uebusp ewes Liep yiga) %06 1ep Bueiny| ueuizuad Isesieal
yesoeq| Ueuiziiad isesijealsl uejeweodsy Ip ueuizuad uejewedsy Ip ueuizuad uep Iseyde uejeweody
jeuejanjag| yejwn( oisey| Isesieas yejwnl oisey| Isesieal yejwnl oisey yejwn( oisey eliaury
vivda € 4 l
VIA3AN3d d313JANVHVd dOLVMIANI 139VIHVA

NVLVINVIIM VIHINIY SMIANI NIWNHLSNI
6 NVAIdINV

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



%G neje uswbag gy sejeg esIS
i zZ
awbag <
nejnd 99291 jejol %¥C uswbasg 9¢z %LL| G69 [el0] m
‘mNje ‘eJeyn nynjep B]0)/qe) Jejue %.S ejoyj/qey Jejue m
neind Gez'/ ‘jeseg ended ‘ended :anwij] ueibeq eisauopu _._m>m__>>_ %22 | selequawbas Gz sejeq uawbas 966 a
Jnwi| esebbus | esnN ‘leleg o
elebbua | esnpN ‘jeleg Isame|ng ‘ojeluolos) ‘eiebbua Z
ISOME|NS ‘uele|aS ISeme|ng ‘yebua | Isame|ng ‘elein z
ISOME|NS ‘JNWI| ueluBwIEe) ‘UeBle|aS uejuewliey ‘eieln Isuinoud %11 ISUIAO.Id Jejue M
neind 9,9y uejuewley ‘leg :yebua] ueibeq eisauopu| yeAejipN %z | sejeq uswbes |z sejeq uawbas gg| z
‘jeieg 2
uejuewiey ‘yebua| uejuewiey ‘Alq ‘usiueg ‘yebua || &
eMer ‘Unwi] emer ‘leleg emer ‘eueyer |MQ ‘Usay m
‘leJeg eiajewng ‘elejn eJajewng ‘nery uenendsy ‘lquer >
‘ueje|ag eJalewng ‘nery ‘Bunyjeg exbueg ueneindey =
nejnd 68’ ‘bundwe] ‘ninybuag :jeseg uelbeq eisauopu] yeAejipN % uawbag yejwnpe| 9, uswbag yejwnre m
ne|nd yejwnpe yeAe|ip\ ueyaesepuag ubepusawiad sasold lubepuswiad uexde}slq @
[a]
g 9) ueyledwesip uep ISeyjl19AI3) Yye|d} lwngedny uenyequad ubepuswliad welep ueydelalip buek yeisep sejeg m
<
HOLVMIANI i
X
2
919 IXM NVMIVAINVSIA NVA ISVMIAIY3AIA HYT131L ONVA NVINd V1vd Nvd 5
o
<

NVMIHOVANINYAdIA HVT31 ONVA HVY3VAd SV.1vd ASV.INISH3d
0} NVAIdIAV



ueueAejad ueq |epo prob-ejoy Jejueig
ueweueuad seuiq | JIejuersbuejewad-dsydudp/:dpy - - Bfuejewad B0y G
nyuid nyles npedia |

ueueAejad ueq |epo pr
ueweueuad seulq | ob uepawojwad-dsydwdp//:dpy - N Uepaj\ BjoM v

ele}n edajewing ISUuinOidd Il

njuid nyes npedis |

ueueAejad ueq |epo P Jnwi |
M ueweueuad seuiq | rob-gejysnwniyasejddudp//:dpy - S yaoy usjedngey] ¢
24 ueuizuad ueq |epo p! yebuo |
m ueweueuad seuiq | ‘obrqejyebusjyadse-dsizdy//:dpy - - yaoy usjedngey] 'z
< nuld nieg npedis |
ueueAejad ueq [epo /prrob
Ueweueuad seulq | “ejojqyadeepueq-dsydwdp/:dpy NLVYSNIS M Usady epueg ejoy |

Yooy Isulnoidd

HVY3VA Id NVNIZIA3d NON NVA NVNIZIM3d NVNVAVTad NVVEVOONITIANAd
L1 NVAIdIAV

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




ueue/e|ad ueq |epo
ueweueuad seuiq

/prob ejoyiewnp-ds)dwdp//-dny

INIINO 143dIS

lewnq ejoy

njuid nyes npedisa |
ueueAejad ueq |epo
ueweueuad seulqg

Jprob niequexad-dsjdwdp//:diy

ATFTONIS
NVd 13dNIS

nlequeyad eloy

nery Isuinold

ueelieyebeus)ay
ue(q ‘ueljsnpuliad
‘njuig nyes npedis |
ueueAe|ad ‘|epon
ueweueuad seuiqg

/probejo
MIBBUMBING 33ddsjdudp]/:Say

166uI] 1ng ejoy

njuid nyes npedia |
ueuelelad ueq |epo\
ueweueuad seuiq

JPTO

Bueluedbueped-dsjdwidp;/-sdny

Buelued
Bueped eijoy

njuid nyes npedia |
ueuelelad ueq |epo
ueweueuad seuiq

/prob-bueped-dsydwidp;/-sdny

NVONVHOdVS

Bueped ei1o)

jeleq

eJajewng ISuInOid

njuld nieg
npedia] ueuizuad
ueue/ejad ueq |BpO
ueweueuad seuiq

/P!
"ob-ejoyebjoqis-dsyddwdp;/-duy

eb6|oqIS ejoM

3LI1Sg3IM VINVN

IHIONVIN
ISVMITdV
VINVN

1VdiN3Ll
N1VS/NLNId N1VS
ANLVIMNINON

a3svd g3mM / ANI'INO

a3Lvy93LNI
(sso)
NOISSINEGNS
JTONIS
INITNO

jobue)
uelede)

AJOLVMIANI

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




ueueAe|ad |epo
ueweueuad seuiq - - - we|y Jebed e1oy ‘gl
njuid njes npedisa |
ueueAejod ueq |epo
ueweueuad seuiq | prob-buequisjed-dsydwdp//:dpiy - - Buequejed ejoy /1L
ueje|ag eudjewing Isuinodd A

njuid njes npedis |
ueueAe|ad ueq |epo

m ueweueuad seui( prob-gejobunqg-dsjdwdp//:djiy - - obung usjedngey) ‘9|
4 njuid njes npedisa |
o
m ueweueuad seuiq Jprob-gejiqueloienu//:dpy - - olen|\ usjedngey| G|
njuid nyes npedia |
ueueAe|ad ueq [epo ]
ueweueuad seulq | probejoyiqueldsydwdp//isdpy;  HYONVIS = Iquer ejoy 'yl

Iquer isuinold A

njuid njes npedia |
ueueAejad ueq [epo

1
1
1
ueueAejad ueq |epo iquier "
1

Ueweueuad seulq /prob-qeyyers dsidwdp//:dny d3LINIOdIS M Yels usjedngey ‘¢l
njuid nies npedia | .
ueueAe|ad ueq |epo /P! s|eybuag

UBWEBUBUS Seuiq | ‘OB qe)siie)buaq dsjdwdp/:ony Y3 LINId-3 usjednqgey|

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




— BT Ty B L |-.i.i.i.i.i.i.i.. |-.i.i.i.i.i.i.i.. |..-.i.i.i.i.i.i.i.. -i.i.i.. .
: ueueAe|ad ueq |epo jeieg :
m ueweueuad seuiq - d3dVAVINVINIS - lisisad usjedngey| ¢ "
1 1
i nuid njes npedia| i
. ueueAejad ueq |epo 3
m UBWEeUBUSY Seul(] - - - OO BI0Y €T
: BundweT sepueg isuinoid |IIA
! njuid njes npedis | !
: ueueAejad ueq |epo :
m UBWEUeUad Seul - - - BundweT Isuinold "2z
! njuid njes npedia | !
: ueueAe|ad ueq |epo yebua ] ninybuag :
m ueweueuad seui - 13dNIS - usjedngey Lz "
! njuid njes npedis | !
: ueueAejad ueq |epo ewn|as :
m ueWeUBUSd Seul( - - - usjedngey]| “0Z
: ninyjbuag 1suinoad  |IA
! njuid njes npedia | !
: ueueAejod ueq |epoN /pro uisenAueg :
m ueweueuad seui( bqejuisenAueq dsydwdp//:dpy OgNIS - usjedngey] ‘6l "
: eliay] ebeusa | ueq :

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



W31SIS - lefuegeoy  o¢

(dsydwdq)
nyuid nyles npedia |
ueuelejod ue( |epo|N| Jprobrioboqejoy ueuiziiad/:dpy
ueweueuad seuiq Jprrob-ioboqejoy wdyddq;/:dny 1YVINS - Jobog ejoy 62
jeieg emer ISUulnOld| X

uebuebeplad ueq ;
‘njuig nyes npedia | !
ueueAe|ad ‘1epoN Jnwi] Bunyijeg "
ueweueuad seuiq - - - usjedngey| ‘gz
el1a)] ebeus | ue(q i
njuig njes npedis | i
1
1
1

LAMPIRAN

ueueAe|ad ‘1epoN Bueuid
ueweueuad seuiq - - - |eybued ejoy /¢
Bunjijog e)ybueg uenenday] Isuinold X

njuid njes npedisa |
ueueAejad ueq |epo

ueweueuad seuiq - auluodsyd - wejeg ejoy ‘9z
njuid njes npedia |

ueueAe|ad ueq |epo probe; Bueuid
ueweueuad seuiq | oybueurdbunlueydsydudp//:dpy - - Bunfue] eloy -Gz

nery uenejndayf ISulnoid

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




_ RS B S BIT --..-..-..-..-..-..-..-.. --..-..-..-..-..-..-..-.. T ._
m ueweueuad seulq /prob gejuebuiunyddq//:dyy adis - usjedngey] °G¢ "

i (dsydwdq) i ~
m nuid mes npedis | i g
_ ueuele|ad ueq |epo\| /prepdep-gelbunpueq-dsiydudp H3AONOIIS Bunpueg : m
m UBWeULUad seuld S ELLYEGIT] ‘NANIYINYS A usledngey ve |
i (dsydwdq) i i
i njuigd nles npedia | _ @
: ueueAejad ueq |epon : m
m ueweueuad seulq /prob-qejyioboq -dsjdudp mmm SINILHO - Jjobog usjedngey) ‘¢¢ " 2
i (dsydwdq) i =
i nulg nies npedis | ! P
: ueueAejad ueq |epon N : z
m ueweueuad seuiq /prob-bunpueq-dsydwdp//:dily | AVH % 1IdINVO - Bunpueg el0y ‘z¢ " m
. [a 4
: (dsydwdq) -
m nuid njes npedia] LS
: ueueAe|ad ueq |epon : g
: ueweueuad seulq /probyodap zdwidq//:dny MOdW3IS - wodegejoy ‘Lg i 2
: (dsydwdq) NVNIZIH3d ! &
m njuid njes npedis | NINIrVNVIA -
: ueuekejad ueq [epo\ ISYINHOANI -
m IMIGNVIN L g
m ISYMITdV -l
: 31/S93M YINVN VINVN a3Lvy93LNI .
i (sso) I
! 1vdinaL NOISSINENS L0
: NLVS/NLNId NLVS JTONIS - 3
i UNLVYTYNINON a3svd g3m/3INITNO 3NIINO ;

- jebue] :

- uejedeg HOLVMIANI ISUInOId/yeioeq  ON




ueuekejad ueq |epo| pr INpy Bunung

ueweueusd seulq | ob-qeynpRjBununBIdWdp; 0Ny - - usjedngey] Ly
ueuizuad ueq |epon P
ueweueusad seuiq | rob-ejoyelbol-ueurziadwid;/-diy - - eueyeABoA 10y  Ov

eueyeAbo, | 1sulnoad X

njuigd njes npedis |
ueueAejad ueq |epo llejofog

ueweueuad seulqg /prob-ijejoAoq dsydwdp//:diy - - uajedngey] ‘6¢

njuid njes npedisa |
ueueAejad ueq |epo

ueweueuad seuiq | /probejejeins dsydudp//:dpy - - ene)eing eloy  'g¢

(dsydwdq)

njuid njes npedis |
ueueAejad ueq |epo

ueweueusad seuiq | jprob-ejoybueirewasyddq/:dpy - - Buelewag ejoy /¢
yebua] emep I1suinoid |IX

LAMPIRAN

(dsydwdq)
nuld nies npedia |
ueueAejad ueq |epo
ueweueuad seul( Jprob-qeyjniebdwdq;/:dpy ale R INERLS - nieo usjedngey] "9¢

(dsydwdq)
nuld nies npedisa |

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




; ueweueuad seuiq | ob-qejbueiabuey dsydwidq):dpy - - usjedngey| /v :
! njuid nies nped.a | !
: ueue/e|ad ueq |epo /probe ueje|as :
m ueweueuad seuiq | jojuejejosbueisbueyizdq//:dpy - - Buesabue] B0y 9F "
i (dsydwdq) i
m nuid nes npedis | m
: ueueAe|ad ueq |epon :
m ueweueuad seul( Jprob-uobajio dsydwdp//:dpy - M uobajn oy Gy "
; usjueg Isuinold  AX :
! njuid nies nped.a | !
: ueueAejad ueq |epon Bueje :
m ueweueuad seuiq | prob-qejbueewrdsjd-wd;:dpy 1013dIS - usjedngey v "
i eliay] ebeus | ueq i
i njuigd nles npedia | i
: ueueAe|ad |epoN :
: UBWEUBUSY Seul] | probrejoynjeqpdsidudp;:dny - - negejoy ey :
! njuid nies npedia | !
: ueueAe|ad ueq |epon /probq :
m ueweueuad seuiq | eyolieopis ueullzad mmm/:dpy Nnavddis - olieopig €10y Z¥ "
; Inwij] emer isuinoid|  AIX
: npedis | :
m IMIGNYIN :
m ISVMITdV m
m 31/S93M VINVN VINVN A3LVHOILNI i
i (sso) i
: 1vdiN3l NoISSIngns :
m NLVS/NLNId NLVS JTONIS "
; ANLVIMNINON a3svd g3m / ANI'INO 3ANIINO :
- jebue) _
m uejeden HOLVYMIANI Isulnoid/yeloeq  ON "

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




nuid njes npedia |

lleg Isulnodd  |AX

(dsydwdq)
njuid njes npedia |
ueueAejod ueq |epo

ueueAejad ueq |epo prosijodsb Jnwil] YoqwoT :

ueweueusad seuiq | ojgrinwpjoquojdsydwudp;/:diny - - usiedngey LS "

(NLNId !

NLlVvS NAvdyd3l :

NVNVAVY13d i

NINIVINVYIN i

> njuld njes npedia| . ISYIWHOANI :
< ueuelejad ueq [BPON P! W3ILSIS) m
m ueweueuad seuiq @ “obrejoquerejewrdsydudp//:dpy NANVANIS 8 welejel\ ejoy ‘0§ :
m jeieg eiebbua] esnN Isuiroid [IAX
- njuid njes npedis | _
ueuelel|ad ueq |epoN ] wasy bBueuey :

ueweueuad seulq | prob-qejwasebueieyjddy/:dpy - - uajednqey 61 "

njuid njes npedisa | _

ueueAejad ueq [BpoON Jprob-ejoyies :

ueweueuad seulq | eduap-ueullliadseuip mmm//:diy - - Jesedua( ejoy g1 "

1

Buelsbue |

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




ueueAejad ueq
elloy) ebeus] ‘|epol

: ueweueuad seuiq prjjwdp//:dpy - - jyeuenuod e1oy  'gS

; jeseg uejuewljey] Isuinold  XIX :
m njuid njes npedia | m
: ueue/e|ad ueq |epOo :
m ueweueuad seuiq /prrob-qe)apua-jeyod;/:dpy - - apuj uajedngey /G "
! njuid nies nped.a | !
: ueueAejad ueq |epon :
m ueweueuad seuiq Jprob-qeqn|aq/:dny - - njeg usjedngey] ‘99 "
m njuid njes npedia | m
: ueuele|ad ueq |epo JINYasy9/ ueje|es yebusa | :
m ueweueuad seuiq | ueyejuawad/prrob qe)sy/idny - - Jnwi] usjedngey| ‘GG "
m njuid njes npedia | m
: ueuele|ad ueq |BpO P elejn yebua | :
m ueweueuad seuiq | wdyq/prob gqelny pwdyq//:dpy - - Jnwi] usyedngey| S "
! njuid nies npedia | !
: ueueAe|ad ueq |epon prob qejybuedny ds)d Buedny :
: UBWEUBUS Seul] “wdp;idny - - usjedngey| €G!
_ njuid njes npedis | _
: ueue/ejad ueq |epo :
m ueweueuad seuiq | probrejoybunjiq dsydwudp//:diy - - Buedny 10y °ZS "
m INIANVIN :
m ISVMITdV m
m 31/S93M VINVN VINVN a3LVHOTLNI i
i (sso) i
: 1VvdiNdL NoISSIngns :
m NLVS/NLNId NLVS JTONIS "
; ANLVIMNINON a3svd g3m / ANI'INO ANIINO :
- jebue) _
m uejede) JOLVMIANI ISsulnoid/yeiseq  ON "

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Jnwi] uejuewijey Isulinoid

nuld nieg npedia |
ueueAejad ueq |epo

ueweueuad seulq | jprob-geytelueq-dsydwdp;/:diy - - Jelueg usiednge)] ‘€9
nuld nieg npedis |

ueueAejad ueq |epo prob-
ueweueuad seuiq | ejoyuisewselueq-dsydwdp;//:dpy - - uisewselueg ejoy 29

ueje|as uejuewley] iIsuinold XX

1

1

|

(dsydwdq) "
nuld nies npedia | i
ueueAejad ueq |epo "
1

1

LAMPIRAN

ueweueuad seuiq | Jproajodsbojqgasieqyddy/:dpny - - uelelag olleg 19

njuid nyes npedia | usjedngey
ueueAejad ueq [epO /pro eleleybueled

ueweueuad seuiq | beAereybuejed-dsydwdp//:sdny - - BelIOM ‘09

yebBua] uejuewijey Isuinodd XX

(dsydwdq)
njuid njes npedia |
ueueAe|ad ueq |epo ninH sendey
ueweueuad seuiq - - - uajedngey  ‘6S

nuig nes npedis |

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




NVNIZId3d
njuid njes npedia | NVNVAV13d
ueuekejod ueq [epon NTLSIS)
ueweueusd seulq - NAIZ13dnIS - Bunyg ejoy 89

njuid njes
npedia| ueuiziied
ueueAejad ueq |epo
ueweueuad seul( - - - opeuel ejoM /9
elejn Isame|ng ISulnoidd| AIXX

njuid njes npedis |
ueuelejad ueq |epoN

ueweueuad seuiq pruejeiepddy mmm;:dipy - - ueele] ejoy ‘99
eie)n uejuewlijey] Isuinoad| XX :

njuld njes npedis | Wy dS1d-ysulg !
ueuele|ad ueq |epo\| -1e|99-1zd9-9/6leyiaqp/pirob elebauensy :
ueweueuad seulq | ‘qeyelebaueneyieiny mMmm/:dpy - - ieiny) usyedngey  ‘G9 "
NV !

njuld njes npedis| ONVANION3d "
ueueAejod ueq |epo pro S3S0dd :

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




ueweueuad seuiq - = - llepusay ejoy| ‘v,
eiebbua] 1Isame|ng Isulnodd JIAXX

njuid njes npedisa |
ueueAejod ueq |epo
ueweueuad seuiq prob-qeyeluistdsydwdp;/:dpy dVINIS - lefuig usjedngey ¢/
njuid njes npedisa |
ueueAejad ueq |epo
ueweueuad seuiq - 13dNIS - solel\ uayedngey ‘zZ
njuid nyes npedia |
ueueAe|ad ueq |epO
ueweueuad seui( prob-iessejew-dsydwudp//:diy - - Jesseyel\ eloM ‘L.
ueje|ag Isame|ng Isulnodd JAXX

LAMPIRAN

njuid nyes npedia |
ueueAejod ueq |epo I|lEMOION|
ueweueuad seuiq - - - uajedngey ‘0.
njuid njes npedia |
ueueAejod ueq |epo
ueweueuad seuiq - VvOIS-3 - nied eioy ‘69
yebua] 1same|ng Isuinold  AXX

3SIdIdS
(navdy3al

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




njuid njes npedisa |
ueue/e|ad ueq |epo

ueweueuad seuiq - - - eindefer ejoy| ‘62
ended 1suinodd [IXXX

njuid njes npedisa |
ueuele|ad ueq |epop

ueweueuad seuiq | prob-ejoyajeulaj-dsydwdp//:dpy - - ajeusa] eyjoy ‘gl
eieyn Nynjepy Isulnold XXX

i

m

i

!

i

i

m

njuid njes npedia | "
ueuekejad ueq |epo :
ueweueuad seuiq prob-uoquiejzdq Mmmm - - uoquy Bjoy 2/ "
i

!

i

i

m

:

i

i

mNjep Isulrodd XXX

njuid njes npedia |

ueueAe|ad ueq |epo ninwep
ueweueuad seuiq - - - usjedngey 9/
jeieg Isame|ng Isuinodd XIXX
[epolN BJe) O|BjuUoJOD)

ueweueuad seulq MILNVID IS - usjedngey] G/

ojejuolo9 Isulnodd IIAXX:
:E_n_Emw:vm&o._. “

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Z
<
&
o
=
<
-l

— T T T T T e -..-.i.i.i.i..-.i.. -.i..-.i.i.i.i..-....-..-.i.i..-.i..-.i.. -..-.i.. g
: ueueAejad ueq |epo 1eighen :
: ueweueuad seul( - - - usjedngey ‘08

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




sewujjwnquel
ueeiebbuajaAuad
wejep
09 | o | oz jexesefsew
Ie[IN | IelIN | Ie[IN | & « |uesenday s)apuj
ueieyeqay
uesnin gng sewujjwngiue.
0l<| go9< 09< - - ueelebbuajaluad syapuj
jeyesedAsepy uebunpuipiad
uenjeg uawaleue
0l<| go< 09< - - ueelebbuajaluad syapuj
wingue.|
uesnin gng sewuljwngiue. |
- - ueelebbuajaluad syapuj
Ol< | S9< 09< yieq Liobajey
sewuljwnqpiuesy sewujjwnqpiues)
eueouag| U y Y ueeirebBbuajohuad| ueesebbBuajaAuad esbueg uenjesay] uep
uesnin gng sewuljwngijuel|eI9€P eigep (BI9EP s)yapul uebuap sejjeny| wabaN wejeqg ynljod
0l<| go< 09< - - ueesebbuajahuad syapull 051 | 00L | 0S e e yelaep yejwnp eAujeybuluapy| seyjiqels eAupnfnmia)
1) (1) (zs) (1) (o) © ® 7] © © ®) @ ®
©
\P2oe | €20e eeoe L2c0Z | 0coc ¥¢0¢ | €20¢C | 220¢ | L2ocC | 0C0e
NVYO0¥d VINVLN VIYINIM SI931VYlS
139¥VL VIA3ANIM HOLVMIANI 139¥VL JOLVMIANI NVYVSVS NvNnrnl

NVHVAVITIM3M ISVYLSININAQY VNIE N3rlid

VIEINIM HOLVMIANI NVA NVHVSVS ‘NVYNrNL MIYLVYIN

¢l NViHIdIAV

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Mteg,, uobajey eliaury
s)apuj] uebuap uejewesdy
% 0zZ! %S1 %01l - - yejwnp asejuasiad

npedia] uep
1seabajuia] Bueh ueuifuag
uoN uep ueuifiiad ueuehe|ad

%85 | %ep %82 %Pl - ueBuap yesoeq asejuasiad|

Z
<
&
o
=
<
-l

ylegq,,

110Bajey| ueejoyliad ueuelejad
ejoy| ejoy ueesebbuajahuad syapuj|
Gl ejo) oL [ o o ueBuap yesaeq yejunp

|eisedsoan)
1sewLioju] uebuap IseabajuLia ]
eAuiwngedny uenyequiad

% uep sejeq uawboag -

L ¢ ¢ ¢ - Buek yesoeq asejuasiad 1seaou] uejenbua
€99 %87 19| %188S |%S6 LS uep sejfenyioq
BueA o11gnd ueuelejad
Jleq,, nobajey] yesnd ueyele|imay| ueyele|imay elas ‘yelaep uep

yejuriawad [ep rebeqag lueesebbusjaAuad  ueesebbusjaAuad yesnd ueunbuequwad
Jnuwiagno eliaury] syapull 09 oV 0z ejojay ejojay sejibiauls uep
Aoid 0Z| Aoud oL ueBuap Isuinoid yejunp| 1ejIN eje] syapuj| eje} eAujeybuiuapy sejysedey uejeybuiusd

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




Joje|nbay
000'690°2edy S -dy 0 -dy 0 000°690°2edy S yeng J8)iI4 4y  0L0¥0°LOEO'E
000086 LLLAY | 9 -dy 0 -dy 0 000°086°L 1 1dY 9 un epadag| 100°20°20°20°€
€
G9'v06°29.°€dy
8yl -dy 0 | €51°025°921dY 6 | 00S¥8eLegedy | 6€L | uun | Jojop epedeg|  LOO'¥0°LO'Z0'E
( yemeqgey|
0 BueiQ v
06'8G 1SS vy fuedwnuag
€C -dy 0 | 000006 67cdY Z | 00585Z°G0L Ay 1z un )sng IUIN|  €£00°20°L0°Z0°E
( bueip
62 A/S Sl
Buedwnuad
000°0S1 0v¥dy L -dy 0 -dy 0 000°0S1 0v¥dy L un ) sng OI0IN|  200°20°L0°20°€
0
GS'¥1L0°LGY 8dy
€T -dy 0 -dy 0 | 09S'¥LO' LS 8dY €C nn desar| z00°1L0°L0°20°S
000°009°'685dY L -dy 0 -dy 0 000°009°'685dY L un uepas| 1L00°L0°L0°Z0°E
2NosaYy
000°S+Z 9cdy | -dy 0 -dy 0 000°S¥Z 9¢dy L uun | uedeybusped GLO'ZL'€O'LO'S
VL. 269°18/°/€6°,dY 9 NISIN Nvd
'09L°GE0'YZLAY| LoLE| Z2L'vL6TLLdYy 0 /€8 | 02°¢62°60L°9L1LdY| +982 NVLY1vy3d LLLzsL
Ll oL 6 8 . 9 S % € Z I
V1IN ALD V1IN ALD V1IN ALD IVTIN ALD NVIVHN 3aoM
ONVYNYY3g HvYgNV.L1y39 DNVENE
120Z ¥39IN3S3a L€ 1202 INVNNVT | MOdINO13XY 9ns-9nS
¥3d 041vs ISVLNIN ¥3d 041vs 1vs IVOVHIN NNXV

NVIONI 139V.LdINOMVYELNI NVNNHVL VNNOONId VSVNY ONVYHVE NVHOdV]
€1 NVUIdINV

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

GG8'798'8edy

|QN_

GG8'798'8edy

yeng

seypuelg

L00'v0°L0°G0°E

119'v¥6°'GY1LdY

g9

|Qx

119'v¥6°'Sy1LdY

G9

yeng

Iseg
J8uiqe) buiji4

G00'%0°1L0°G0°€

000°L61°08dY

04

000°L61°08dY

|QN_

yeng

nAeyl yey

¥00'¥0°10°G0°€

000°0/8'2Ldy

000°0.8°2Ldy

|QN_

yeng

ISeg Xey

€00'v0°L0°G0°E

G€/'98Z 960y

16

o |O |O |Oo

000°1L59°L0LdY

G€/'G£9°298dy

98

yeng

nAeyj uews

¢00'v0°L0°G0°€E

ZLy'0zZL 0cedy

148)

000°02.'Gdy

Zl¥'00¥ yzedy

€6

yeng

[E}9IN/1S9Y
Lews

100'70°L0°G0°E

000°041°09dY

|Qm

000°021°09dY

yeng

buen
Bunyiybuay

uIsa||

£00°20°L0°G0°€E

000'v.t'ZLdy

000'v.v'ZLdy

yeng

APS
[SAIUoIBIT
J1}Oy UISSN

800°L0°L0°S0°E

v6v 6 0LdY

v61v v¥6°0LdY

yeng

(loul g1

-11) ®|qeuod
|enueln

NI RVEET

100°10°L0°G0°E

00G°201"2vdy

0l

00G°201"2dy

ol

(1oAeids
onewolny)
Sijewo}Q
joidwahuad

G00°C0°L0°¥0°C

00G°2€/2°22dY

0l

00G°2€/.°2.2dY

0l

19)
awowIL]0.01|
Jsonpuel]

2¢80°L1°€0°€0°E

¥S9'¥50°Z16dY

6¢

000'0.Z'6%1dY

ol

¥59'¥8/°29.dY

6¢

wa)sAg
Buiuonisod
[BqO|D)

¢L0°L0'€0°E0°E

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



00'6G/.°'828°cdy

G/l¢c

/25°095°9dy

0 | 000Z6L'€PLdY

yx4

125°/25°169°¢dy | 8ve

yeng

nAeyj
eliay elopy

200°10°20°50°€

000°0L9'Gdy

|QN_

0 -dy

000°0L9°6dY 9

yeng

19y0e1g
Jopids
J0j09A0l1d

090°S50°L0°S0°€

00004 1L°ecdy

000°0L1L°ecdy .

yeng

Jojosfold 4O
Jefe/usalng

Buisnoo

8G0°G0°1L0°G0°€C

091008 zdy

-dy 0

yeng

(ued
92I10/\) BJENG
wealad ey

¢S0°50°L0°G0°€

000°2/1°GELdY

000°221°GELdY 6

yeng

sn
o0Ju|/i0108l0id
aon

8¥0°50°L0°G0°€E

000059 2dy

ve

0 -dy

000°059'tZdy 4

yeng

Seu9y|
Jnoueybuayg

e

G1L0°G0°1L0°S0°€C

000°00Z°2dY

0 000°00Z'2dy

-dy 0

yeng

pJeog siyM
dupe|3/pleoqg
Adoo

€10°'50°L0°G0°€E

128°10€z1dy

74

0 -dy

/28'10€z1dy 12

yeng

pieog SJYM

010°50°L0°G0°€

G/6'€82'991dY

|QN_

0 G/6'€82'991dY

-dy 0

yeng

woaysAg
uolIsingle |
[0J3U0D
eJawe)
AYROLS)

200°50°1L0°G0°€

00" 915 68dY

08

|Qm

0 -dy

0

001'9¥5'68dY 08

yeng

Idy wepewad
Bunge ||

100°S50°L0°G0°E

V1IN

ALD

V1IN

ALD

V1IN

ALD

IVIIN ALD

NVIVdN

Ele[e)/|

1202 ¥39IN3s3d L€
ddd O4Ivs

ONVHNMHE39

HVEAY L1439

ISVLNIN

1202 RIVNNVT L
d3dd OaIvs

1vs

ONViVve
MOdINOTIX ans-ans
NIOVYIAN NNV

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



€

25689 Ly'zdy 110891652 LAY
€02 -dy 0 L2V | ZLsLzLgglLdy 9¢ | yeng ISIA8@]]  200°90°20°S0°€

oseovzesLdy | L1 -dy 0 0S€'9v¢ ¥8dy . 000°006°'€GdY % yeng mds 'Oyl ¥00'¥0°20°S0°E z

00S'66L°0vdY | 0L -dy 0 005616 7£dy . 000°082'Sdy € yeng s3j uews|  L00'¥0°20°SO°E W

000°628°€edy | 92 -dy 0 -dy 0 000'G/8'c£dy 9z | yeng| siueMs|\ wer| 100°20°20°S0°E W

000°0Z¢" LAY L -dy 0 000°0Z€’1dY L -dy 0 yeng sedeN| 920°L0°20°S0°€ u

ynseld/se|o 2

2 860'8¢6'6LYdY | L2E -dy 0 000°2£G 8vdy ZL | 860'90%°L.cdY 60¢ | ueng Jagi4 1siny|  020°L0°20°S0°S i

ox Isag 2

m 000°00L9Ldy | £ -dy 0 -dy 0 | 00000L91dy L | yeng| uexeelew 8L0°L0°T0'SOE =

< peg <

000°91€'8dy L -dy 0 000°91€°8dy L -dy 0 yeng| Buudg/nsey| 910°10°20°S0°€ m

ooo€Leeedy | 8 -dy 0 | o0o00'€lzsidy 14 000°002'81dY v | yeng| Jswienelon 6L0°1L0°20°60'E[ 2

siuoisdasay o

000°0¥8°2£dy € -dy 0 000°'008°8dY Z 000°'0¥0°'62dYy L yeng eloNl  #10°1L0°20°S0°E m

nAey S

000°6€6°L LAY | -dy 0 000°G€6'L LdY L -dy 0 | yeng| Jnpi]jedwsal| 110°L0°20°S0°E m

O

T

Isog &

000'Z60°GLdY | 2L -dy 0 -dy 0 000'260°'GLdY ZL | yeng| unpiliedws] 0LO'LO'Z0SO'S )

096'925°02LdY | o0¢ -dy 0 000°+98°82dy € 096'299' L ¥1LdY /Z | yeng ledey ele||  800°10°20°S0°€ m

009°€8G°G8€dY | LZ | 00t'2e6°cdy 0 | 000G6G LLLOY % 000°'L¥6°'L.2dY /L | yeng 80IS| 600°L0°20°S0°E m

|eysN/Iseg w

296'GLy'86vdd | 1L9¥ | 002 L0V LdY 0 | G/1'G82°9.1dYy 0S 186°1€G°cZedy Ly | yeng IsinM|  €00°L0°20°S0’S m

0 &

(o]

o

<




0.1'880°21dY L -dy 0 0.1°880°21dY L -dy 0 yeng| Aenyuihpios| 860°90°20°S0°S
0¥0'656'6£dY 4 -dy 0 070°'656°6£dY Z -dy 0 yeng| pulg ejieA  260°90°20°S0°E
000°086° LAY L -dy 0 000°086°1LdY L -dy 0 yeng jadiey|  960°90°20°S0°S
000°00%°92dy € -dy 0 000°08L°GLdY L 000'02Z°L LAY Z yeng| JoMe|N 8940l G#0'90°20°S0°S
w
000°0£6°9dY L -dy 0 -dy 0 000°0£6'9dY L yeng| nipod/equip 2£0°90°20°S0°S
000°0.5°0Zdy g -dy 0 000°0¥S LAy € 000°0£0°8dy Z yeng lesuadsiql 9£0°90°20°S0°€S
000°G.€ LAY L -dy 0 000°G/€°1dY L -dy 0 yeng selH eoey|| G£0°90°20°S0°S
(( @sn swoH
) eAuuie]
ebbue |
yewny jeyy)
00'€EY 2810y L -dy 0 | ootest/81dy L -dy 0 yeng wnuenby|]  620°90°20°G0°S
uapisaid |
IepN/uspisald
000°026°2dY 8 -dy 0 -dy 0 000°'0Z6°2dY 8 yeng Jeques| 2z0°90°20°G0°S
e|iseoued
epnies)
000°082'qdy 8 -dy 0 -dy 0 000°'082°Sdy 8 yeng Bueque 9zZ0°90°20°S0°S
00009/ ¥€dy L -dy 0 000°092 t£dy L -dy 0 yeng| ospiA elswe)d| 020°90°20°S0°E
Alddng
000°059°'¢Zdy L -dy 0 -dy 0 000°059°'¢zdy L yeng Jamod yun|  210'90°20°S0°E
000°006't9dY 4 -dy 0 000°006°79dY Z -dy 0 yeng sso@lM|  210°90°20°S0°E
000°000°22dY L -dy 0 -dy 0 000°000°22dY L yeng| wa)sAg punos|  800°90°20°S0°€
00068Z'G/LdY | €1 -dy 0 | 000Gz ErLdy A 000°01L0°2edy 9 yeng| Jexeadspno  200°90°20°S0°S
618116 7dY L -dy 0 -dy 0 618116 ¥dY L yeng Jeayidwy|  600°90°20°S0°S
IVTIN ALD IVTIN ALD V1IN ALD IVTIN ALD NVIVHN 3aoM
ONVYNYH3g HvYgNv.1y39 RN
LZ20Z ¥39N3s3a LE LZ20Z INVNNVT | MOdINO13XY 9ns-9nsS
¥3d 041vs ISVLNIN ¥3d 041vs 1vs IVOVHIN NNXVY

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

000002 ¥2dy | -dy 0 000002 ¥2dy L -dy 0 | yeng| pueys Bunybry  §50°20°1L0°90°€
MEETS

000°00€"¥1LdY L -dy 0 000°00€ ¥1LdY L -dy 0 | yeng| punogJexiNi 860°L0°L0°90°E
walsAg

000°'0Z8'82dy L -dy 0 -dy 0 000°028°82dy | yeng Buibed 660°10°1L0°90°€
aoualauo) ol

000°0¥6°92LdY | €2 -dy 0 -dy 0 000°0¥6°921dY €Z | yeng| pny/uewldieydl 690°L0°L0°90°E
(sdn)
A|lddng Jamod

000°00S 719y L -dy 0 -dy 0 000°00S 719y L yeng| sjqudnusiuiun|  8%0°L0°1L0°90°€
DI ss?jall

000°560°'62dY 4 -dy 0 000°G60°62dY 4 -dy 0 | yeng| pv/euoydololNl  9€0°L0°L090°E
Jaiydwy

0000€5ZLLdY | Z -dy 0 | 000°0g5ZLLdy Z -dy 0 | ueng olpny,  S00°1L0°1L0°90°€
eAuuleT]
ebbue |

000°00¥°2edY | G8 -dy 0 -dy 0 000°00%"2£dY G8 yewny jely| 666'66°20°S0°S
dwe b
uipueispeba |

00S°0€¥"2dY L -dy 0 00S°0€y 20y L -dy 0 ndwe €80°90°20°G0°S
uejejelad
Buipuels

000'8/8'%9dy | ZI -dy 0 000°8.8 9dY 4 -dy 0 yeng 19xoeid|  080°90°20°G0°C

000°001°€2dy JA -dy 0 -dy 0 00000} °€zdy L yeng ndweq  Z.0°90°20°S0°€

005" /8% 6dY €z -dy 0 -dy 0 005°/8%'6dY €Z | yeng| 166uil deqsy| 090°90°20°G0’E

000°0.2°99Y Z -dy 0 000°0/2'9dY Z -dy 0 yeng oY [29eY| 650°90°20°S0°E

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



8|qenod gss
JaAlgouel ||

000°GZl'66dY 9 -dy 0 000°'GZ1 664y 9 -dy 0 yeng wn[  100°20°20°90°€
ueles

000°006°269d4 | Ol -dy 0 -dy 0 000°006°26dY 0L | yeng uods@l| 210°L0°20°90°€

000°660°2dY € -dy 0 -dy 0 000°660°2dY € yeng ajlwisoed  01L0°1L0°20°90°€

0

L1°Z¥8'89¢2 LAY (LH)

og| -dy 0 | OLL'220°002dY | 02 | 000°GL8'890°LdY | 9LL | yeng| Ayel ApueHd 900°10°20°90°S
a|IqoN

000°0€Z°0LdY 4 -dy 0 000°0€Z°01LdY 4 -dy 0 | yeng wcoc%_ﬁ_ #00°10°20°90°€
w_ooo_mm__

000°002° 269y L -dy 0 000°002Z° 26dY L -dy 0 yeng uissiN|  S¥0'¥0°L0°90°€
aoualajuo)

00S°20v'862dy | 0L -dy 0 | 00SZeot0oLdy € 000°0.£ 610y L yeng elswe)d| 691°20°10°90°€

000079 2dy L -dy 0 000°'0¥9°2dy L -dy 0 yeng SI008UU0D|  G¥L°20°L0°90°E
elawe)|

00021t qdy L -dy 0 0002y Sdy L -dy 0 yeng| zigndweq 0€L'20°10°90°E
(w4 ueqg
08pIA 0IpNIS
uejelelad)

000°G6S" LAY L -dy 0 -dy 0 000°'G6S°1dY L yeng| Aejeq bojeuy| 911°20°L0°90°€

¥8g8'gLeLozdy | 9 -dy 0 -dy 0 ¥88'GL€ L0zdy 9 yeng| |a1snyooud| L0L'20°L0'90'E

000°0t2 690y | -dy 0 000°0%.'69dY L -dy 0 yeng| elswey| esus|  190°20°10°90°€

000°08€°21LdY % -dy 0 -dy 0 000°08€°21dY % yeng| Jojosloid eplS|  260°20°L0°90°E

000°G0G°0CLdY | L1 -dy 0 -dy 0 000'S05°021dy Ll | yeng| Jojosloid wiji4| 950°20°L0°90°E
podu|

IVTIN ALD IVTIN ALD V1IN ALD IVTIN ALD NVIVHN 3a0M
ONViVe
1Z0Z ¥39NIS3A L€ ONVENX43d HYEAV.1d34 1Z0Z IIVNNVT | YOdINOT13X ans-ans
¥3d 041vs ISVLNIN ¥3d 041vs 1vs IVOVHIN NNXVY

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

G18'€59'965dY

oc

|Qx

G18'€59'965dY

9¢

yeng

J9sua9)

2¢00°L¥'€0790°€

000°00%"#dY

000°00% ¥y

|QW_

yeng

usalIog
MBI Jes|D

020'v€'€0°90°C

$08°102°1£dY

£08°10.2°Ledy

yeng

Aleuonelg
dH+dIN|
Jeouewad
BUBJUY
uelejelad

€00°L2°€0790°€

12€°102°18dy

12€7102°'18dy

eAuuleT
eUdJUY el
USIN//13YIIMS

666°02°€0°90°€

L
10°€.6'8€0" LAY

€91

110°€26°8€0°LdY

€91

eAuuleT]
ejogeled/dHS
BUBJUY
uejejelad

666°01L°€0°90°€

¥08'10Z'65dY

08102 65dY

yeng

)uI Jeuoday
9|qeyod

¥00°¥0°€0°90°€

809°€0t’ L ¥dYy

809°€0t LYy

yeng

Ul OIpey

020°80°20790°€

¥08°102°0.dY

08102024y

yeng

Jo)eadoy
[eubia yielals

900°80°¢0°90°¢

000°009°21dY

000°009°21dY

yeng

wolsAg
|0JJU0D S8V
aouepuepny.
pue awi ||
Jayuld Jabui4

G00°L0°¢0°90°¢

020°/8%'202dy

020'605°€01Ldy

000'8.6'86dY

eAuuleT]
gss olpey
ISe)IuUNWOoYj
lely

666°20°20°90°C

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



000°000°Gdy L -dy 0 -dy 0 000°000°5dy L yeng| |[npo|\ ebelols|  +00°1L0°Z0°0L'E
000°2£8'+8dy 9 -dy 0 000°2£8 ¥8dY 9 -dy 0 yeng dd1e|9el| 600°20°L0°0L'S
0
01'668'L29'2dy 00%'L1G°200° LAY
Gel -dy 0 89 | 000'88€'61L9° LAY /9 | yeng yoog 8l0N| €£00°20°LO0L'E
0
Zy'618'661 +dy
PASYA -dy 0 | 000GzL'689dY | €€ | ozvr¥690L8'€dy | 622 | yeng wno'd  10020°L0°0L'E
000°08€°69cdY | /1 -dy 0 -dy 0 000°08¢°'69¢dY Ll | yeng| Jjeindwoy 1WAl Z00°LO'LO'OL'E
009°ccL'6YLAY | 61 -dy 0 | oo9€ceLeridy | 61 -dy 0 yeng| punoibdoeg| 200°20'¥0°60°€
|enbiq
000°059°'€zdy 4 -dy 0 -dy 0 000°059°'€zdy Z yeng elowey| 1£0°20'70°60°S
18|01ABI)IN
ndwe" pue
xog Buimalip;
000°00Z°'82L049 | o0l -dy 0 -dy 0 000°002°'821dY 0L | yeng 1910IA BIN|  1L90'¥0°20°60°
(esepn
yequia ]|
ueleseg
jemesad
Ise|nwis)
000°002'0¥dY L -dy 0 -dy 0 000°00Z°0¥dY L yeng| suoiqgiebiel|l 110°L0°20°60°E
000°0S0'67LdY | Ol -dy 0 -dy 0 0000506710y 0L | yeng Jsllind 4yl 9%0°20°90°80°€
000°000°cdy Z -dy 0 000°000°€dy Z -dy 0 yeng| Sdn/eziigels| LS Ly 1L0°80°S
usnQ
000°G€Z ¥dY L -dy 0 -dy 0 000°G€Z ¥dy L yeng SABMOIIN| 0L LY’ LO'80°S
000°00£'85dY L -dy 0 -dy 0 000°00€°'85dY L yeng Jojesijuels|  100°1L0°L0°L0°S
IVTIN ALD IVTIN ALD V1IN ALD IVTIN ALD NVIVHN 3aoM
ONVYNYH3g HvYgNv.1y39 RN
LZ20Z ¥39N3s3a LE LZ20Z INVNNVT | MOdINO13XY 9ns-9nsS
¥3d 041vs ISVLNIN ¥3d 041vs 1vs IVOVHIN NNXVY

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Z
<
&
o
=
<
-l

000°0+6°861dY

000'0¥6°861dY

yeng

Janoy

¢00'v0°20°0L°€E

G
€e'1 1866 LAY

¢l

GeeL18Gh6 LAY

¢l

yeng

FEVNEIS

100'70°20°0L°E

006°29%°19dY

L€

006°2.6°€€dy

Ll

00006+ 229y

142

yeng

ysipJeH
9|gelod
/|eulaxg

210°€0°20°0L°€

0
09°062°€£0°LdY

GG

00061 6dY

009'960°+Z0° LAY

£S5

yeng

(423ndwoyy
|[euoslad
ueje|esad)
Jauueog

¥00°€0°C0°0L°€

G
GG'88¥°9¢0°LdY

GEe

088'tL 1 26dY

14

G/9'€/€'6£6dY

olLe

yeng

(4@3ndwoyy
|[euoslad
ueje|elad)
Jajuld

€00°€0°C0°0L°E

06t L0910y

06t L0910y

yeng

(4@3ndwoyy

IUIA
ueje|esad)
pleoghay

¥10°20°¢0°0L°¢

000°000°081dY

000°000°081dY

yeng

(4@Indwioyy
IUIA
ueje|esad)
Ndo

900°¢0°¢0°0L°¢

000°0S€'2G2dy

000°0S¢'2S2dy

yeng

(owenurep|
uejejesad)
1890|d

110°L0°20°0L°E

(swesure|
uejejelad)
kale!

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



000°0£8'8€dy 4 -dy 0 -dy 0 000°0€8'8cdy Z yeng AdoQ| €1L0°60°L0°S0°E @
6S1'99¢ 9dy L -dy 0 -dy 0 6S1'99¢ 9dy L yeng| nAey uewsT| Z00'¥0°L0'SO'S
oljo4 -
Adooojo4 <
000°00S ¥2dy L -dy 0 -dy 0 000005 ¥2dy L yeng uissi\|  200°€0°L0°SO’S m
8 NVMVYNNODIQ 3
0¥°'125°896°cdy MVAIL ONVA =
62l -dy 0 -dy 0 | sov'L.6'896'¢dy | 621 dv.13l 13V ZL1991 w
=
80 %
8'+¥22'989°/1dYy 808'¥22'989°L1dY Z
(44 -dy 0 -dy 0 ¢z | yend| |eybiaeled 820°L0°20'LOY9l O
80 <
8'¥22'989'/1dYy 808'¥2Z'989°/1dY VANNIV] z
22 -dy 0 -dy 0 22 dv.13l 133V LZISEL 2
eAuuie i
ebey yelo 2
000°09¢°'61dY 4 -dy 0 -dy 0 000°09¢°'61dY 4 uejelesod| 666°90°L0°6L°E o
<
(a4
elop| g
000'00Z'6.dY L -dy 0 000°002°6.dY L -dy 0 | ueng slus| Jely|  100°20°L0'6L°E W
¥9t°066°61 LAY Z -dy 0 -dy 0 ¥9v°066°61 LAY Z yeng epual| G00°Z0'€0'SL'E e
eJowe) 3
000°00£'9€dy L -dy 0 000°'00€°9¢dY L -dy 0 nn dl sse[@ipN  8£0°70°20°0L°E <
(14
1£9°/6/.'8/dY Ll -dy 0 -dy 0 1€9°26/1°8.dY Ll | yeng YouMs|  $Z0°'¥0°20°0L'E w
Gl ¥
€'67.°€,09.dY G/€6v.°€,0°9.dY Jansiosuel | m
12 -dy 0 -dy 0 ¥/ | ueng| pue.eleaday| 900'40'Z0°0L'E O
IVTIN ALD IVTIN ALD V1IN ALD IVTIN ALD NVIVYN 3a0M !
ONVYNYH3g HvYgNv.1y39 RN
LZ20Z ¥39N3s3a LE LZ20Z INVNNVT | MOdINO13XY 9ns-9nsS
¥3d oaivs ISVLNIN ¥3d 041vs 1vs IVOVHIN NNXVY




Z
<
&
o
=
<
-l

000'685'89dY

000'685'89dY

yeng

(423ndwoyy
|[euosiad
uejejesad)
Jauueog

¥00°€0°¢0°01L°¢

00t'9£8'66dY

£e

00t'9£8°'66dY

€e

yeng

(4e1ndwoyy
|euosiad
uejejesad)
JajuLd

€00°€0°C0°0L°€E

0S8'G/0°€61dY

€l

0S8'G20°€61dY

€l

yeng

%004g 9JON

€00°20°LO°0L°E

00€'+92°'G/5dY

ov

00€'+92°'G/5dY

14

yeng

HunN O'd

100°20°L0°0L°E

000°629'6dY

000°'6Z9°6dY

yeng

a|lwisoe

010°L0°20°90°€

ZL1'29%'891dY

ZL1'29t'891dY

yeng

Jo108l0ud w4

950°20°10°90°¢

000729 ¥1Ldy

o |O |O |Oo |O |o

o |0 O O | o o

000'¥29°¥1Ldy

yeng

08pI/A Blowe)

020790°20°50°€

000°099°L LAY

000°099°} 1LdY

yeng

indwiny
Buojowad

uIse|

€00°€0°20°G0°E

000°006°0ZdY

000°006°0zdy

yeng

Jaues|)
wnnoeA/ngag
desiybuagd
uISa\

100°€0°20°G0°E

10€°225° 1Ay

L0€°/25°1dY

yeng

0I5

G00°1L0°¢0°S0°C

000°000°2dy

000°000°2dy

yeng

seuoy|
Jnoueybusad

1elv

G1L0°G0°1L0°G0°€

pieog a)iuM
oupfe|3/preog

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



159 r4

'682°662°651dY| 2s8E| lZL'¥L6°LLdY 0 | 269'182'689'8dY| .£8 | 60°226'G85°051LdH| SlL0¢E Iv.1i0L
0

80°'00°S6€ Zdy JanaIosuel ||

% -dy 0 -dy 0 | 080°0¥0°G6E 2dY % yeng| pueJsjeadsy| 900'#0°Z0°0L'E

006'vLG0Zedy | € -dy 0 -dy 0 006't15°0Zedy € yeng JonIeS  100°¥0°20°0L°E
ysipJeH
8|qeyod

0000427210y S -dy 0 -dy 0 000°0LZ2°21dY S yeng /leussix3l  210°€0°20°0L°€

LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN







www.ditjenbinaadwil. kemendagri.go.id e ditjenbinaadwil u Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan




LAMPIRAN 14 DOKUMENTASI

1. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan
Kewilayahan pada Rabu, 30 Juni 2021 yang dihadiri oleh seluruh Subdit Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan, Subdit Perkotaan, Subdit Batas Daerah, Subdit Kecamatan,
Bagian Hukum, Bagian Perencanaan dan Perwakilan PT Aulia Sakti Internasional serta
Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Kota
Palembang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Empat Lawang;

2. FGD Konseptual Basis Data Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan pada 03 —
05 Maret 2021;
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LAMPIRAN DOKUMEN

3. FGD Identifikasi Instrumen Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan pada 01
September 2021

4. Rapat Penilaian Indeks Pelayanan Perkotaan / Maturasi Perkotaan

@ LAPORAN KINERJA 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



5. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang
dilaksanakan di Bali tahun 2022 yang dihadiri oleh bapak Menteri Dalam Negeri

6. Rapat koordinasi perkotaan yang dilaksanakan di Surabaya tahun 2021 yang dihadiri oleh

bapak Menteri Dalam Negeri
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7. Kunjungan bapak Menteri Dalam Negeri ke Mall Pelayanan Publik di Badung bali
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Republik Indonesia
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JI. Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir,
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